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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang mahar dalam pernikahan dan dampaknya
terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (Analisis fenomenologis masyarakat
Kota Surabaya), di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait
substansi mahar dalam pernikahan berikut implikasi yang diakibatkan dari
pemberian mahar tersebut berupa dampak keluarga yang harmonis atau membuat
keluarga menjadi tidak harmonis. Adapun analisis yang digunakan berdasarkan
golongan abangan, santri dan priyayi pada masyarakat Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan
data riset melalui interview secara langsung dengan responden di tempat observasi
yang menggunakan pendekatan fenomenologis berdasarkan pembagian golongan
menurut karakteristik abangan, santri, dan priyayi. Semua data riset dihimpun,
dikaji kemudian dinalisis secara kualitatif deskriptif dengan penalaran Kritis
transformatif. .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahar dalam pernikahan
diartikan berbeda menurut masyarakat Kota Surabaya. Masyarakat abangan menilai
mahar sebagai sikap kesetiaan dari pihak laki-laki, dan sikap harus menerima tanpa
alasan dari pihak perempuan. Masyarakat santri melihat mahar sebagai media
keseriusan dalam pernikahan dan tanda siap berumah tangga. Kedua golongan ini
menjustifikasi mahar tidak ada dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.
Masyarakat priyayi mengatakan mahar adalah suatu pemberian yang sangat penting
dan layak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan dinikahinya.
Golongan ini mengklaim bahwa ada korelasi antara mahar dengan keharmonisan
berumah tangga.

Kata kunci:
Mahar, Pernikahan, Keharmonisan dalam Rumah Tangga, Abangan, Santri,
Priyayi, Masyarakat Kota Surabaya.



ABSTRACT

This research discussed about dowry in the marriage and its implication to
the household’s harmony (phenomenological analysis of Surabaya people). It was
aimed to analyze both the dowry’s substation in the marriage and its implication of
giving dowry to the women whether it could create a harmonic family or not. It was
conducted on three different clusters, they are abangan, santri, and priyayi.

This was an empirical law research. The data was collected by interviewing
the respondents on phenomenological approach based on the division of clusters,
they are abangan, santri, and priyayi. Then, the data was analyzed and described
qualitatively by transformative critical thinking.

In this research, the reseacher found that abangan, santri, and priyayi
cluster had the different way to define about dowry in the marriage. Abangan
clusters said that dowry was about the men’s loyalty and the acceptance of women
without any reasons. Moreover, santri cluster declared that dowry was about men’
seriousness in a relationship and readiness to build a family together. This two
clusters justified that there was no relationship between the existence of dowry and
the harmonic family after marriage. On the other hand, priyayi cluster stated that
dowry was the most important part of giving from the men to the women in the
marriage. Therefore, this cluster claimed that there was a correlation about dowry
and the felicitous of a family.

Key terms:
dowry, marriage, harmony in the household, abangan, santri, priyayi, Surabaya
people
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BAB I
Mahar dalam Pernikahan dan Dampaknya Terhadap
Keharmonisan dalam Rumah Tangga

“(Analisis Fenomenologis Terhadap Masyarakat Kota Surabaya)”

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas
rakyat Indonesia adalah hukum yang tetap hidup dalam masyarakat, sekaligus
merupakan ajaran dan keyakinan Islam secara utuh. Jika dilihat dari sumber
agama Islam, realitas hukum masyarakat, sejarah pertumbuhan dan
perkembangan hukum di Indonesia, maka dikenal adanya beberapa teori
tentang berlakunya hukum Islam.? Mengenai hubungan antara hukum Islam
dan Hukum Nasional serta kecenderungan dalam kehidupan nasional, terlihat
bahwa hukum Islam berada dalam Hukum Nasional Indonesia atau yang biasa
disebut dengan teori eksistensi.

Hukum Islam atau syari’ah, menurut teori klasik adalah perintah
Tuhan yang berisikan beberapa ketentuan tentang boleh tidaknya melakukan
sesuatu, serta semua peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan

manusia. Hukum Islam yang sempurna ialah melalui wahyu yang diturunkan

2 Busthanul Arifin, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani,
1996), 182.

3 Teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang
adanya hukum Islam dalam Hukum Nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan pula bentuk
eksistensi hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Teori ini merupakan kelanjutan “Theory
Receptie Exit” dan “Theorie Recepyio inj Contrario”, dengan lebih melihat hubungan antara
hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Lihat: Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama
di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama di Indonesia, Ditjen
Bimbingan agama, dan Departemen Agama, 1985), 163.
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kepada Nabi Muhammad saw. Hukum Islam merupakan sistem ketuhanan
yang mendahului negara Islam dengan tujuan untuk mengontrol dan
mengendalikan masyarakat. Tuhan adalah Maha Sempurna, begitupun dengan
hukum dan peraturannya. Adapun sumber otentik dari hukum Islam ialah
sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur’an dan
al Hadis. Para ulama sepakat bahwa selain kedua sumber utama tersebut, dalam
ajaran Islam juga dikenal sumber lain, yaitu kesepakatan para ulama (ijma’)
dan analogi (giyas).*

Hukum Kkeluarga dan kewarisan, serta seluruh hukum pidana
sebagaimana pernyataan yang dikatakan oleh Schacht, bahwa pada dasarnya
beberapa hukum atau aturan tersebut didominasi oleh sistem kesukuan Arab
kuno. Sistem ini menyatakan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi
individu di luar suku masyarakat setempat, tidak adanya unsur keadilan yang
merata ke semua pihak, dan munculnya sifat balas dendam dikarenakan
kurangnya rasa tanggung jawab pemimpin terhadap aplikasi hukum yang
dijalankan. Menurutnya, cara yang dilaksanakan untuk menjaga kedamaian
dan menghindari pertumpahan darah akibat sengketa hukum ialah dengan
membayar tebusan.®  dalam ajaran Islam juga dikenal sumber lain, yaitu

kesepakatan para ulama (ijma’) dan analogi (qiyas).®

4 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, (Yogyakarta: PT.
Tiara Wacana Yogya, 1997), 45-48.

5 Schacht, Pre-Islamic Background and Early Development in Law in The Middle East, (Leiden:
Brill Archive, 1972), 29.

& Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, (Yogyakarta: PT.
Tiara Wacana Yogya, 1997), 45-48.
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Hukum Kkeluarga dan kewarisan, serta seluruh hukum pidana
sebagaimana pernyataan yang dikatakan oleh Schacht, bahwa pada dasarnya
beberapa hukum atau aturan tersebut didominasi oleh sistem kesukuan Arab
kuno. Sistem ini menyatakan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi
individu di luar suku masyarakat setempat, tidak adanya unsur keadilan yang
merata ke semua pihak, dan munculnya sifat balas dendam dikarenakan
kurangnya rasa tanggung jawab pemimpin terhadap aplikasi hukum yang
dijalankan. Menurutnya, cara yang dilaksanakan untuk menjaga kedamaian
dan menghindari pertumpahan darah akibat sengketa hukum ialah dengan
membayar tebusan.’

Sistem hukum dapat dijelaskan sebagai suatu kumpulan aturan yang
ditentukam oleh koherensi pengertiannya yang terdalam. Setiap sistem hukum
merupakan kebutuhan ‘enterprise’ yang bertujuan untuk mengatur,
mengarahkan dan membina. Menurut aliran teologis, hukum merupakan hasil
pemikiran manusia dan berhubungan dengan konsep tujuan. Mayoritas ahli
filsafat menganggap keadilan sebagai tujuan tertinggi. Hukum yang tidak
diimbangi dengan moralitas dan keadilan bukanlah disebut hukum dan tidak
bisa bertahan lama.®

Aspek hukum dalam Islam terkadang disebut dengan figh, hukum, dan
juga syariah. Menurut Yusuf Musa, syariah merupakan aturan agama Islam

yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya akhlak,

" Schacht, Pre-Islamic Background and Early Development in Law in The Middle East, (Leiden:
Brill Archive, 1972), 29.
8 Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam, 213.
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hukum, kepercayaan, dan sikap batin. Esensinya, aspek hukum merupakan
bagian dari syariah sedangkan figh ialah hasil pemahaman dan interpretasi
manusia terhadap nash-nash (al-Qur’an dan al-Hadis). Sebagian ulama juga
mendefinisikan, figh ialah ilmu tentang hukum-hukum syara’.®

Berbicara tentang Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law) yang
berlaku di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjalanan sistem
hukum di Indonesia sejak masa kolonialisme Belanda hingga sekarang.
Sepanjang sejarah Indonesia, hal yang paling menarik ialah diskursus
mengenai hukum keluarga, termasuk di dalamnya adalah hukum perkawinan
yang sedikitnya melibatkan tiga pihak, yaitu: kepentingan agama, negara, dan
perempuan.©

Pernikahan dalam bahasa arab menunjukkan makna menghimpit,
menindih, atau berkumpul. Arti kiasan dari kata ‘pernikahan’ adalah
bersetubuh. Menurut hukum Islam, nikah pada hakikatnya berarti akad antara
suami istri. Akad adalah ikatan atau perjanjian.'*  Akad nikah merupakan
perjanjian untuk mengikatkan diri dalam pernikahan antara seorang wanita dan
seorang laki-laki. Rumusan istilah pernikahan tersebut terdapat unsur-unsur
perjanjian dan aturan yang mengikat, yang kemudian disebut dengan syarat dan

rukun dalam pernikahan. Syarat adalah suatu aturan yang harus ada dalam

® Yusuf Musa, Tarikh al-Figh al-Islamy jilid I, (Mesir: tp.,tt), 10.

10 Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: LBH-APIK, 2005), 1.

11 Asfihani, Mufrodat al-Lafdz al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), 205.
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pernikahan tetapi bukan merupakan hakikat. Sedangkan rukun adalah aturan
yang harus ada dan merupakan hakikat.?

Pernikahan ialah akad nikah antara calon suami dan calon istri untuk
memenuhi kebutuhan jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Akad nikah
berarti ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya, dan kabul dari pihak
calon suami atau wakilnya. Perkawinan hukumnya sunnah menurut pendapat
Jumhur Ulama’. Sedangkan menurut Dawud al-Dzahiri hukumnya wajib bagi
orang yang kuasa dan mampu. Tujuan pernikahan menurut perintah Allah SWT
adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan
mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.*3

Secara etimologis, menikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan
juga akad. Secara terminologis yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia
ialah menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan
menyebutkan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan berarti
akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah

SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

12 Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Sirri dan Permasalahannya Ditinja dari Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 45. Lihat juga: Wahbah al-
Zuhayli, Figh al-Islam Wa adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 36.

13 Mawardi Al, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1-2.

14 Mardani, Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1.
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Syaikh Abu Syuja’ dalam kitabnya ‘Fath a;-Qarib’ menyebutkan
bahwa pernikahan pada hakikatnya diperuntukkan bagi orang-orang yang
memang membutuhkan dan bisa bertanggung jawab. Hal ini didasarkan atas
kebolehan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang, namun tidak
melebihi dari empat orang. Beliau juga mengatakan bahwa pandangan laki-laki
terhadap lawan jenisnya dilarang kecuali pandangan kepada istri dan ibunya.™

Al-Qur’an telah menyebutkan secara eksplisit berkenaan dengan
lazimnya pernikahan, sebagaimana dalam QS. Al-Rum: 21,

Jen s Ll V50T 120531 20l 2 41 GIA G e

=
[Py

- o 8 (] o.’.y s - l . @ G5 °o . g Z® _ 4 Ty
. o o 0 ° .fﬁ - @ oW
UJJSS%CJSA:_\:\YJJQ%L)/M;JJ::J}A L)

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.°

Salah satu tanda kekuasaan Allah SWT ialah Dia menciptakan segala

sesuatu itu berpasang-pasangan, misalnya melalui proses akad nikah (menjadi

suami istri). Hal ini yang membedakan manusia dengan binatang. Ayat tersebut

berbicara mengenai tujuan pernikahan, yakni membentuk rumah tangga yang

sakinah (tentram), mawaddah (melahirkan cinta kasih), dan rahmah

(kebahagiaan yang abadi).t’

15 Ahmad bin Husain Abu Syuja’, Fath al-Qarib al-Mujib, (Indonesia: Dar al-Thya’, tt), 43-44.

16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid V, (Jakarta: Widya
Cahaya, 2011), 549.

1 Muhammad Ali al-Shabuny, Shafwatu al-Tafasir jilid I1, (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, tth),
475-476.
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Memahami dorongan seksual sangatlah penting. Dorongan seksual
merupakan bagian dari hawa nafsu yang orientasinya ialah pemenuhan
kebutuhan biologis seseorang. Oleh karena hal tersebut, cara untuk
mengantisipasinya ialah dengan memilih pasangan yang sah menurut agama
Islam yakni dengan melakukan pernikahan.'® Sebagaimana firman Allah SWT

dalam QS. Al-Nur: 32,

153580 &) Rals slie (e Gpalially i a1 1 A
|

|
mop- 8 ,;g,é o, % ° ;:‘: 2 ,S;,',.’.‘;
ple aul s il 5aliad (o il agiay &) e

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian®® diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha
Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.?°

Dalam kesempatan yang lain, Allah SWT juga berfirman dalam QS.

Al-Ra’ad: 38,2
OIS L3535 500 el Ulaay @l Ga S Ul &l
S Jal ISl 036 Y1 2 6 & gl

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul
sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan
keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu

18 Tbnu Mas’ad Masjhur, Cara Positif Mengurangi Dorongan Seksual, (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2017), 27-28. Lihat juga pada Hindun Anisah, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 35.

19 Maksudnya, laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dibantu agar cepat menikah
sehingga tidak hidup membujang.

20 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II, (Jakarta: Widya
Cahaya, 2011), 598.

21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 11, (Jakarta: Widya
Cahaya, 2011), 112.
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ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab
(yang tertentu).?

Pernikahan dapat dikatakan sah jika terpenuhi syarat-syarat dan rukun
dalam pernikahan tersebut. Akad nikah dapat dikatakan sah manakala dihadiri
oleh seorang wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi yang adil.?* Dalam
Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, tepatnya pada pasal 2 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”. Selanjutnya dalam ayat (2), ” Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.2*

Syarat sahnya pernikahan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan
perempuan, kedua calon tersebut harus sudah baligh dan berakal, adanya
persetujuan bebas antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai
perempuan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta wanita yang
hendak dinikahi tersebut bukan merupakan golongan dari wanita yang haram
untuk dinikahi.?®

Rukun pernikahan meliputi pihak yang akan melangsungkan

pernikahan (mempelai laki-laki dan perempuan), wali nikah, dua orang saksi,

22 Tujuan ayat ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad
s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, karena hal itu merendahkan martabat kenabian. keduanya
untuk membantah Pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang
diberikan Allah kepada Rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi
tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan Keadaan masanya.

23 Abu Syuja’, Fath, 44.

24 Djaren Saragih, Hukum Perkawinan adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta
Peraturan Pelaksanaannya, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980), 10.

25 |dris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agana dan Hukum
Perkawinan, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1985), 176.
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ijab dan kabul.?® Kompilasi Hukum Islam menambahkan, yaitu pada pasal 4 :
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974”, dan pasal 5
ayat (1) yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik
Indonesia No. 32 Tahun 1954, yakni bagi mereka yang beragama Islam,
pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk di Kantor
Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang beragama lain dilakukan
di Kantor Catatan Sipil (KCS).?’

Pada setiap pernikahan, waktu melaksanakan akad nikah disunnatkan
menyebutkan mahar (mas kawin) menurut kadar yang patut. Besar kecilnya
mahar tidak ditentukan karena setiap barang yang berharga (meskipun sedikit),
seperti uang, tanah, cincin, ternak dan sebagainya boleh untuk dijadikan
mabhar.?®

Istilah “Mahar” sudah di transliterasikan ke dalam bahasa Indonesia
yang secara Bahasa Arab dikenal dengan istilah al-mahr, mempunyai bentuk
jamak, al-muhur atau al-muhurah. Kata yang semakna dengan mahar adalah

al-shadagq, nihlah, faridhah, ajr, hiba, ‘uqr, ‘alaik, thaaul dan al-nikah. Kata-

% Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), 30.

27 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan. Lihat juga: Ratna Batara Munti, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: LBH-APIK, 2005), 36-37,

28 Mawardi Al, Hukum Perkawinan,... 16-17.
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kata ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin.
Secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari
suaminya dengan adanya akad atau dukhul.?®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah mahar
diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-
laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.
Definisi ini mengindikasikan adanya tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa
mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Tradisi Arab
menyebutkan bahwa mahar meskipun hukumnya wajib, namun tidak harus
diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti mahar boleh
diberikan pada saat nikah atau sesudahnya.°

Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Nisa: 4,
’D”. 2%y o “w % - a}/ <0 ° /'“f'/". @ .J'}/ /‘/‘ﬁ. ;‘;‘/
Wi 455 ¢ 03 G a8 Cda GHTA1AS (eiidia oLl | 5l
5 o Bub 63l

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.3! kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya.®?

Mayoritas ulama mufassirin sepakat, bahwa asbab al-nuzul dari QS.

Al-Nisa’: 4 tersebut ialah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

29 Amiur Nuruddin, Azmal Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2004), 64.

30 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

31 pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak,
karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

32 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 11, (Jakarta: Widya
Cahaya, 2011), 114.
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Abu Hatim, bahwasanya Abu Sholeh berkata, “Dulu, jika seseorang hendak
menikahkan anaknya, maka dia mengambil mahar yang diberikan suaminya
untuk anaknya”. Kemudian Allah SWT melarang perbuatan seperti itu dan
turunlah ayat tersebut.*

Hukum menyebutkan nominal atau besarnya mahar dalam akad nikah
adalah sunnah. Mahar hendaknya diberikan dengan tulus ikhlas dan tidak ada
paksaan dari pihak manapun. Apabila dalam prosesi akad nikah, mahar tidak
disebut maka pernikahan tersebut tetaplah sah hukumnya. Mahar dapat berupa
sesuatu yang bermanfaat, meskipun dalam bentuk jasa atau hafalan surat dalam
al Qur’an dan lain sebagainya.®*

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang
wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk
menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada
calon isteri, bukan kepada wanita lainnya. Orang lain tidak berhak sedikitpun
untuk mengambil mahar yang telah diberikan kepada seorang isteri meskipun
oleh suaminya sendiri kecuali atas ridha dan kerelaan sang isteri. Adapun
terkait besar kecilnya suatu mahar, ditetapkan atas persetujuan kedua belah
pihak (suami-isteri), karena pemberian tersebut harus dilaksanakan secara
ikhlas.®®

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib

diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai

33 Mardani, Ayat-Ayat Tematik, 19.

3 Abu Syuja’, Fath, 45-46.

35 H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
36-37.
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seluruh anggota badannya. Imam Malik dalam suatu riwayat mengatensikan
bahwa mahar merupakan bagian dari rukun nikah. Oleh karenanya, sah
tidaknya pernikahan juga didasarkan atas pemberian berupa mahar.3®

Hukum taklify®” dari mahar adalah wajib bagi seorang laki-laki yang
hendak menikahi seorang perempuan yang nantinya akan dijadikan seorang
istri. Dasar hukum wajibnya mahar, sebagaimana firman Allah SWT dalam

QS. Al-Nisa’: 24,
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Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka
maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah
mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.®

Rasulullah saw dalam sebuah hadis juga bersabda,®

% Abdurrahman al-Jaziri, al Figh ‘Ala Madzahibil al-Arba’ah Juz 4, (Damaskus: Maktabah al-
limiyah, t.th), 94.

37 Hukum Taklify ialah firman Allah SWT yang berisi tentang tuntutan kepada manusia untuk
melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat " meninggalkannya.

38 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, (Jakarta: Widya
Cahaya, 2011), 145.

39 Sohari Sahrani, Fikih, 39.
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(@bl e FE Gy mep ) JB e wde A s
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan
kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Abi Hazim dari Sahl dari Sa’ad:
Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda kepada

seseorang: ‘Menikahlah, meskipun menggunakan cincin yang terbuat dari
besi (sebagai maharnya). HR. Bukhari No. 5150.%°

Mahar pada prinsipnya merupakan pemberian pertama seorang suami
kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang
pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang
harus dilaksanakan oleh suami selama masa pernikahan untuk kelangsungan
hidup pernikahan tersebut. Mahar tersebut merupakan tahap persiapan dan
sesuatu yang nantinya akan menjadi kebiasaan seorang suami untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban materiil maupun non materiil dalam sebuah bahtera
rumah tangga yang akan dijalani.*!

Salah satu kota di Jawa Timur yang biasa disebut dengan kota
metropolitan kedua terbesar dari segi aktifitasnya perhari, ternyata menarik
perhatian untuk dijadikan objek penelitian. Pasalnya, kota ini memiliki
segudang variabel baik dari segi ekonomi, pendidikan, jasa, investasi hingga
sampali ranah hukum. Semuanya itu terlihat berkembang dan semakin maju dari
hari ke hari, bulan ke bulan dan berlangsung terus menerus seolah tanpa henti.

Kota tersebut ialah Kota Surabaya.

40 Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Ainy, ‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari Juz 13,

(Beirut: Daar al-Fikri, 1996), 20. Lihat juga: Hadis Shahih Muslim No. 2310. Lihat juga: Hadis
Shahih Bukhari dan Muslim No. 2733.
41 Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 86-87.
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Satu hal yang tidak bisa dinafikan dari kota yang bergelar ‘Kota
Pahlawan’ ini ialah adanya bangunan gedung-gedung yang mewah sebagai
tempat bekerja dan beraktifitas warganya. Kemudian, saat ini nampaknya
warga asli Kota Surabaya cenderung mengalami dekadensi dengan warga di
luar Kota Surabaya (pendatang atau perantauan) yang selalu turut andil dalam
belantika perekonomian, pendidikan bahkan perkembangan hukum yang ada
di Kota Surabaya ini.

Salah satu hal yang menarik untuk diteliti adalah masalah mahar
dalam pernikahan perspektif warga Kota Surabaya. Surabaya merupakan kota
elite dengan pembagian 5 wilayah teritorial, 31 kecamatan, dan 154
kelurahan.*? Selain itu, warga asli Surabaya juga termasuk dalam kelompok
heterogen dalam hal pemeratannya. Terlihat dari gaya (style) mereka dalam
beraktifitas sehari-hari. Jika dilihat dari segi mata pencaharian, warga Kota
Surabaya cenderung masuk dalam kategori masyarakat menengah ke atas.
Akan tetapi masih banyak juga kaum letarian dan sekelompok masyarakat
pesisir yang mendiami ibu kota dari Provinsi Jawa Timur tersebut.

Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah saw juga bersabda,

Wi A el o Bl Wi [ asll o ) oy de SO g >
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin
Ahmad bin Balawaih, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Hasan

42 Dalam http://www.kostindekost.com/tag/pembagian-wilayah-surabaya/ diakses pada tanggal 29
Januari 2018.
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al Harby, telah menceritakan kepada kami ‘Affan, telah menceritakan
kepada kami Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepada kami
Umar bin Thufail bin Sakhbarah al Madani, dari Qasim bin Muhammad
dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, bahwasanya Nabi saw pernah
bersabda: ‘“Perempuan yang paling mulia dan diberkahi ialah yang
mempermudah maharnya”. HR. Syaikhan (Bukhari Muslim).*®
Istilah mahar/maskawin mungkin sudah tidak asing lagi dikalangan
warga Kota Surabaya. Namun, dapat dipastikan adanya disparitas pemahaman
dan pemaknaan terkait mahar itu sendiri, baik yang hubungannya langsung
dengan sebuah ikatan pernikahan atau dilihat dari kemauan pihak perempuan
sebagai penerima mahar. Entitas yang demikian inilah yang menarik untuk
diteliti karena menyangkut prinsip dalam soal pernikahan. Jika masyarakat
Kota Surabaya mengetahui Islam sebagai agama dan sebagai ajaran, tentu akan
menjadikan mahar bukan hanya sebagai penebus seorang perempuan agar bisa
dihalalkan oleh seorang laki-laki, namun yang menjadi akar persoalan ialah
bagaimana jika adanya mahar yang tinggi dari pihak perempuan justru
menghambat terjadinya pernikahan atau justru mahar yg rendah seolah ada
unsur ‘meremehkan’ derajat seorang perempuan?. Hal ini tentu akan
menimbulkan sebuah polemik.
Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak,
diantaranya dari kalangan pengusaha, pedagang keliling, arsitektur, senikman,
pegawai negeri, karyawan perusahaan hingga sampai beberapa orang yang

mata pencahariannya sangat menggantungkan uluran tangan para dermawan.

Hal ini menunjukkan betapa banyaknya pemikiran-pemikiran yang akan

43 Abi Abdillah Muhammad bin Abdullah al Hakim an-Naisaburi, al-Mustadrak ‘Ala Shahihain Juz
5, (Beirut: Daar al Kutub al lImiyah, 2000), 194-195. Lihat juga: Hadis Shahih-Bukhari-Muslim No.
2732.
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muncul jika mereka dihadapkan dengan sebuah sketsa yaitu tentang mahar
dalam pernikahan misalnya.

Masyarakat Jawa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Clifford
Geertz terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu masyarakat santri, abangan dan
priyayi. Kategori masyarakat santri merupakan orang muslim yang
mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam. Kategori masyarakat
abangan ialah masyarakat jawa muslim yang mempraktekkan ajaran agama
Islam secara sinkretis** dan cenderung mengikuti kepercayaan adat yang
didalamnya mengandung unsur tradisi Hindu, Budha, dan Animisme.*®

Kategori masyarakat priyayi merupakan istilah bagi orang yang
memiliki tingkat strata sosial yang lebih tinggi atau yang biasa disebut kaum
bangsawan. Pengelompokan ketiga kategori ini menjadi menarik karena pada
dasarnya penelitian tentang hakikat mahar dalam pernikahan bisa lebih
mendalam dan komprehensif. Hakikat mahar dalam pernikahan sebenarnya
tidak berhenti pata tataran kewajiban dalam pernikahan semata, akan tetapi
mengandung unsur filosofis dan historis yang menurut mayoritas orang kurang
begitu memahaminya.

Kekhususan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur tidak lepas
dari kondisi sosiologis dan budaya yang dimiliki. Masyarakat Jawa Timur
cukup beragam khususnya di lbu Kota Provinsinya, yakni Surabaya.

Keberagamaan Kota Surabaya menunjukkan keragaman sosial-budayanya

4 Kata sifat yang menunjukkan arti mencari penyesuaian / keseimbangan antara dua aliran agama
atau lebih.
4 Clifford Geertz, The Religion of Java, (London: The University of Chicago Press, 1976), 112-

115.
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pula. Abdul Chalik dalam disertasinya mengatakan, bahwa masyarakat muslim
di Jawa Timur memiliki lima karakter, yaitu Islam Pesisiran, Islam Mataraman,
Islam Arek, Islam Madura, dan Islam Pandalungan.*®

Jika dilihat dari paradigma yang lain, Kota Surabaya nampaknya juga
bisa merepresentasi dari kelima kategori yang dielaborasi oleh Abdul Chalik
tersebut. Parameter yang digunakan ialah batas teritorial dan letak geografis
Kota Surabaya yangb didaulat sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Di Kota
Pahlawan ini banyak ditemukan aneka ragam budaya dan kegiatan sosial
kemasyarakatan yang mendominasi dari kota-kota lain selain Kota Surabaya.

Kemudian, adanya mahar yang merupakan kewajiban dalam akad
nikah, akan tetapi keberadaannya juga memiliki makna yang tersirat. Pada
hakikatnya, mungkinkah pembayaran mahar bisa ditangguhkan dengan alasan
ekonomi atau jarak yang tidak memungkinkan atau faktor lain?. Hal ini tentu
membutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam.

Salah satu hal yang menarik dari wajibnya membayar mahar dalam
pernikahan ialah terkait pengaruh mahar secara riil bagi suatu hubungan
pernikahan seseorang, khususnya masyarakat Kota Surabaya. Ada beberapa
tipe masyarakat Kota Surabaya yang selalu megalami peningkatan dan
pertumbuhan tiap tahunnya. Peningkatan dan pertumbuhan tersebut dapat
ditengarai dengan berkembangnya ekonomi masyarakat, meningkatnya status

strata sosial dalam masyarakat, majunya dunia pendidikan, semakin baiknya

46 Abdul Chalik, “Nahdhatul Ulama Pasca Orde Baru (Studi Partisipasi Politik Elite Nahdhatul
Ulama Jawa Timur)” (Disertasi—Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 57.
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moral dan etika dalam suatu lapisan masyarakat dan masih banyak lagi yang
lainnya.

Masyarakat Kota Surabaya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu masyarakat
asli Kota Surabaya (pribumi) dan Masyarakat non pribumi (pendatang).
Prosentase yang digambarkanpun menjadi menarik, karena jumlah masyarakat
pendatang (non pribumi) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.
Sehingga fokus penelitian ini terpusat pada masyarakat Kota Surabaya secara
keseluruhan, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan bisa maksimal,
kredibel dan akuntabilitas.

Masyarakat Kota Surabaya dilihat dari segi mata pencaharian,
mayoritas memilih opsi perkantoran yang menjadi pekerjaan mereka. Namun
banyak juga dari masyarakat Kota Surabaya yang bekerja sebagai dosen, guru,
pedagang, pengusaha, dan segenap pekerjaan lainnya. Kondisi masyarakat
yang tertib dan aman, sekaligus iklim kota besar yang bergaya metropolitan
namun tetap terjaga keindahannya membuat Kota Surabaya menjadi rujukan
masyarakat pendatang dari berbagai kota di Indonesia untuk mencari mata
pencaharian.

Demikian halnya juga dengan pernikahan, mahar menjadi sangat
determinan dalam menentukan atau menerima calon mempelai laki-laki untuk
bisa mempersunting calon mempelai perempuan di Kota Surabaya ini. Hal ini
mungkin saja terjadi, karena melihat rata-rata mata pencaharian masyarakat
Kota Surabaya berada dalam lingkup perkantoran, perusahaan dan pekerjaan

provit lainnya.
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Pada hakikatnya, mahar yang diperuntukkan bagi calon mempelai
perempuan merupakan hak prerogatif dari perempuan itu sendiri dalam hal
besar kecilnya mahar. Dan perlu diketahui bahwa besar kecilnya atau ukuran
mahar ditentukan berdasarkan atas kerelaan calon suami dan calon istri. Lantas,
bagaimana makna yang sesungguhnya dari mahar berikut pengaruhnya dalam
pernikahan masyarakat ~ Kota Surabaya, yang notabene-nya adalah
pegawai/karyawan perkantoran dan pengusaha sukses untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang bahagia bagi calon mempelai?. Hal yang

demikian ini tentu perlu diteliti baik dari segi historis maupun filosofisnya.

. ldentifikasi dan Batasan Masalah

Mahar dalam sebuah pernikahan merupakan pemberian berupa materi
oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan atas sebuah
asas kesukarelaan. Mahar pada umumnya diberikan pada saat berlangsungnya
prosesi akad nikah. Dengan menyebutkan jumlah mahar, menunjukkan adanya
rasa keyakinan dan penghargaan tersendiri bagi kedua mempelai serta segenap
keluarga besar kedua mempelai.

Menurut hukum Islam, arti mahar yang sesungguhnya Yyaitu
pemberian wajib oleh seorang laki-laki yang hendak menghalalkan seorang
perempuan. Pemberian tersebut berdasarkan perintah Allah SWT yang telah
termaktub dalam kitab suci al-Qur’an dan al-Sunnah. Beberapa kalangan
masyarakat terkadang mempunyai definisi lain tentang wujud adanya mahar.

Tidak terkecuali pada masyarakat Kota Surabaya.
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Beberapa problematika yang muncul terkait penelitian ini, sebagai

berikut:

1.

Mahar diartikan sebagai pemberian biasa yang bersifat cuma-cuma dan
tidak ditentukan nominalnya.

Adanya mahar sebatas sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang
haram sebelumnya.

Mahar dijustifikasi sebagai syarat mutlak sahnya perkawinan, sehingga
menentukan nominal mahar merupakan keharusan bagi salah satu
kelompok masyarakat.

Mahar dalam pernikahan ditinjau dari segi filosofisnya serta mengapa
harus ada mahar berdasarkan kenyataan riil di masyarakat.

Mahar dalam pernikahan ditinjau dari segi historisnya, serta bagaimana
masyarakat setempat khususnya masyarakat Kota Surabaya
memperlakukan mahar sebagai sarana sahnya pernikahan.

Menelaah kembali terkait pengaruh mahar bagi keutuhan sebuah
pernikahan.

Implementasi mahar terhadap sebuah rumah tangga atas dasar komunikasi
interpersonal antar kedua belah pihak keluarga mempelai.

Pengaruh mahar terhadap pernikahan ditinjau dari segi strata sosial
mempelai perempuan dan dari segi ekonomi kedua pasangan.

Motivasi memberikan mahar dengan jumlah yang banyak/nominal yang

tinggi terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga.
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10. Orientasi mahar yang relevan dengan harga diri seorang perempuan yang
hendak dinikahi dengan keterbatasan ekonomi calon mempelai laki-laki.
11. Pernikahan yang terhalang akibat tingginya mahar yang diajukan oleh

pihak mempelai perempuan.

Kemudian, berdasarkan beberapa hal yang bias antara teori mahar
dalam hukum Islam dengan aplikasi mahar dalam pernikahan yang dilakukan
oleh suatu kelompok masyarakat, maka perlu adanya kajian ulang yang

mendalam terkait eksistensi mahar sebagai syarat wajibnya pernikahan.

Ada yang berpendapat bahwa, wujud mahar tidak perlu mewah dan
berlebihan. Akan tetapi, biasanya seorang calon mempelai laki-laki akan
mempersembahkan yang terbaik teruntuk calon isterinya dan ini adalah hal

yang wajar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut,

1. Makna mahar dan dampaknya dalam pernikahan menurut masyarakat
Kota Surabaya.
2. Dampak mahar terhadap keharmonisan dalam pernikahan berdasarkan

perspektif masyarakat Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana makna mahar dalam pernikahan menurut masyarakat Kota
Surabaya?
2. Bagaimana dampak mahar terhadap keharmonisan dalam rumah tangga

berdasarkan perspektif masyarakat Kota Surabaya?
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D. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis secara lebih mendalam serta mendapatkan
pengetahuan yang utuh tentang makna mahar dan dampaknya terhadap
pernikahan menurut masyarakat Kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis secara komprehensif tentang dampak  mahar
terhadap keharmonisan dalam pernikahan menurut masyarakat Kota

Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian
1. Teoritis.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk:

a. Perlunya mengkaji ulang terkait makna mahar dalam pernikahan
berdasarkan tinjauan filosofis dan historisnya. Hal ini dikarenakan
sering terjadi kesalah fahaman antar kelompok masyarakat muslim
yang berada pada suatu daerah tertentu dengan daerah yang lainnya
dalam hal memahami terkait makna mahar. Kekhawatiran akademik
menjadi dasar kuat adanya kajian yang lebih mendalam lagi terkait
hal tersebut. Pada masyarakat Kota Surabaya misalnya, perlu
adanya penelitian yang kompleks agar dapat diketahui sejauh mana
masyarakat Kota Surabaya memahami tentang hakikat makna

mahar dalam pernikahan.
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b. Memahami tentang dampak mahar terhadap keharmonisan dalam
pernikahan begitu penting. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu
sarana untuk menjadikan kedua calon mempelai mengerti tentang
hakikat dan tujuan dari pada pernikahan itu sendiri. Adanya mahar
yang telah diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon
mempelai perempuan tidak serta merta hanya sebagai pemberian
biasa, namun mempunyai implementasi akan tujuan dan kegunaan
yang nantinya berpengaruh bagi keutuhan sebuah rumah tangga
yang akan dibangun bersama.

2. Praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangsih khazanah pemikiran dan keilmuan terhadap seluruh elemen
masyarakat, pemerintahan maupun praktisi hukum. Penelitian tentang
makna mahar dan dampaknya terhadap keharmonisan dalam pernikahan
perspektif masyarakat Kota Surabaya ini akan memperluas dan
memperdalam kajian yang sudah ada sebelumnya, yaitu mahar dalam
pernikahan berikut pengaruhnya dilihat dari kacamata hukum Islam dan
pendapat ulama. Kajian yang sebelumnya hanya berada dalam koridor
tatanan teoritik, sedangkan penelitian yang akan datang membidik ke
dalam ranah empirik sehingga akan membuahkan sebuah hasil penelitian
yang relevan dan komprehensif.

Kegunaan penelitian ini secara praktis selanjutnya ialah akan

lebih  mudah dalam melihat, menganalisis serta mengevaluasi
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perkembangan hukum yang berada dan berkembang di tengah-tengah
masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan entitas mahar dalam
pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian secara langsung terhadap
masyarakat Kota Surabaya yang dilakukan secara cermat, cepat, ulet, teliti

dan berkompeten.

F. Kerangka Teoritik

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 memuat
kewajiban bagi Negara Republik Indonesia untuk menjalankan hukum bagi
setiap agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kecuali unsur-unsur agama
yang berterntangan dengan pancasila. Implementasi dari pasal tersebut dapat
terlihat melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan yang dianggap sah di
Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaan.*’

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengatur tentang mahar.
Salah satunya yaitu pada pasal 30 dan 31 yang menegaskan bahwa mahar
diberikan atas dasar saling kerelaan/saling ridha antara mempelai laki-laki dan
mempelai perempuan serta jumlahnya telah disepakati bersama dan sesuai

dengan ajaran agama Islam.®

47 Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta:
New Merah Putih, 2000), 14-15.
48 Seri Pustaka Y ustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Depok: Pustaka Widyatama, 2004), 21-22.
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Para filosuf, khususnya Aristoteles (384-322 SM), menjuluki manusia
dengan zoon politicon, yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu
mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya
(makhluk bermasyarakat). Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak
akan bisa hidup tanpa adanya hukum yang mengatur tentang pergaulan hidup
itu sendiri.*

Kata ‘meaning’ sesuai dengan verba ‘mean’ merupakan istilah yang
paling banyak dipermasalahkan di dalam bahasa Inggris, sehingga para ahli
semantik banyak mengalokasikan waktu untuk memecahkan masalah
‘meanings of meaning’ (pengertian makna) sebagai cikal bakal munculnya
ilmu semantik.

Menurut C.K. Odgen dan A. Richard dalam bukunya yang berjudul
“The Meanings of Meaning” yang diterbitkan pada tahun 1923 memjuat
sedikitnya 22 (dua puluh dua) definisi tentang kata, yang mana definisi tentang
istilah ‘kata’ tersebut bersumber dari titik tolak teoritis maupun non-teoritis.
Salah satu bagian penting dari definisi istilah ‘kata’ menurut C.K. Odgen dan

A. Richard sebagai berikut,>

1. Suatu sifat intrinsik

2. Kata-kata lain yang dihubungkan dengan sebuah kata di dalam kamus

49 J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Peladjaran Hukum Indonesia, (Jakarta:
Gunung Agung, 1959), 01.

%0 Charles Kay Ogden, I. A. Richard, The Meanings of Meaning: A Study of The Influence of
Language Upon Thought and The Science of Symbolism, (USA: Martino Fine Books, 2013), 186-

187.
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3. Konotasi suatu kata

4. Tempat sesuatu di dalam sistem

5. Akibat praktis dari suatu hal di dalam pengalaman untuk masa depan

6. Sesuatu yang benar-benar diacu oleh pemakai lambang

7. Sesuatu yang seharusnya diacu oleh pemakai lambang

8. Sesuatu yang menurut keyakinan pemakai lambang dipakai sebagai
acuan

9. Sesuatu yang oleh penafsir lambang dapat dijadikan acuan, diyakini
bahwa ia sendiri mengacu pada suatu kata yang dimaksud / diyakini

bahwa pemakai mengacu kepada suatu kata yang dimaksud.

Teori dan gagasan yang dikemukakan oleh Odgen dan Richards
tersebut selalu menjadi polemik pada tahun 1923, akan tetapi mereka berdua
mempunyai keyakinan yang sangat kuat bahwa pada tahun tersebut telah
tumbuh masyarakat modern berikut gagasan dan pola berfikirnya. Odgen dan
Richards kemudian akan menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan yang

berkembang untuk digunakan menjelaskan konsep semantik.

Di sisi lain, salah satu ilmuwan bernama Bloomfield dalam tulisannya
‘Language’ (1933) yang merupakan buku yang paling berpengaruh terhadap
bahasa, mengungkapkan bahwa istilah ‘makna’ dari suatu hal diartikan sebagai
bentuk penuturan dengan cermat, detail serta mendalam dan berhubungan
dengan suatu benda tertentu. Oleh karena hal tersebut, Bloomfield menjadi
tidak begitu antusias dan senang dengan keajaiban sains, karena menurutnya

definisi tentang makna merupakan titik lemah di dalam penelitian bahasa, dan
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akan tetap demikian sehingga pengetahuan manusia maju melampaui keadaan

seperti sekarang ini.>*

Geoffrey Leech mengeksplanasikan secara lebih lanjut, bahwa

terdapat 7 (tujuh) tipe dari ‘makna’, yaitu,>?

1. Makna Konseptual, yang merupakan arti/maksud dari suatu hal yang
mempunyai susunan yang amat kompleks dan rumit, sehingga antara satu
kata dengan kata yang lain dapat saling dihubungkan dan dibandingkan
pada tingkatan bahasa fonologis® maupun sintaksis.>*

2. Makna Konotatif, yakni nilai komunikatif dari satu ungkapan menurut
apa yang diacu, serta melebihi dari sekedar makna konseptual. Cirinya
adalah, makna konotatif ini beragam dari masa ke masa dan dari
masyarakat satu ke masyarakat yang lain (kondisional).

3. Makna Stilistik, yaitu makna dari sebuah kata yang menunjukkan
lingkungan sosial dalam penggunaannya.

4. Makna Afektif, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan
suatu ide dari situasi seseorang dimana dengan piranti bahasa, seseorang
tersebut ingin mencerminkan perasaan pribadinya, atau respon sikapnya
atas suatu kejadian, atau refleksi dari sikapnya atas sesuatu yang
dikatakannya. Makna afektif ini, sebagian besar digunakan untuk

mengungkapkan emosi dan perasaan seseorang.

51 |eonard Bloomfield, Language, (London: Motilal Banarsidass, 1996), 139.

52 Geoffrey Leech, Semantik, terj. Paina Partana, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 19-34.
%3 Salah satu bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya.
%4 Pengaturan dan hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar; susunan
kalimat dan bagiannya; ilmu tata kalimat.
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5. Makna Refleksi, yaitu makna yang timbul dalam suatu bentuk kata atas
dasar respon seseorang terhadap perkataan orang lain.

6. Makna Asosiatif merupakan akumulasi dari makna konseptual, konotatif,
stilistik dan afektif. Makna asosiatif ini relevan jika digunakan sebagai
pengamatan dalam bidang psikologi, seperti dalam studi bidang
kepribadian, pengukuran sikap (attitude measurement), dan psikoterapi.

7. Makna Tematik, yakni makna dari suatu ‘kata’ yang dikomunikasikan
menurut cara orang yang berbicara atau penulis dalam menata retorika
kebahasaan, yang meliputi urutan frase dalam berbicara, intonasi dan

artikulasinya.

Ahli  Sosiologi bernama Durkheim, Weber, dan Malinowski
berpendapat bahwa pengalaman seseorang terhadap suatu kejadian berasal dari
kedudukan (status) sosial yang berbeda dan fungsi yang berbeda-beda pula.
Selain hal tersebut, faktor pendidikan dan keahlian juga turut andil dalam hal
keanekaragaman pengalaman seseorang, sehingga menghasilkan kebutuhan,
gaya dan pandangan hidup, cara berfikir, serta motivasi yang berbeda dalam

menghadapi dan menghayati setiap lika-liku kehidupan.>®

Kedudukan atau status merupakan posisi seseorang dalam masyarakat
dengan kewajiban dan hak istimewa yang sepadan. Ada 2 (dua) macam
kedudukan/status sosial seseorang, yaitu status yang ditentukan (ascribed

status) dan status yang diperjuangkan (achieved status). Perilaku aktual dari

%5 Hendro Puspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 57-59.
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orang yang memegang status tertentu disebut peran. Seperangkat peran

seseorang dapat menimbulkan konflik peran dan tekanan peran.>®

Menurut Georg Simmel, dalam kelompok yang terdiri dari dua orang,
seperti suami isteri/ dua orang sahabat karib, salah seorang dari mereka akan
tenggelam dalam kedudukan dan peran orang lain dalam kelompok tersebut.
Dalam suatu hubungan, terjadilah suatu kesatuan perasaan. Namun, kesatuan
perasaan ini terkadang terganggu, dan dibutuhkan pihak ketiga untuk menjadi
‘juru damai’ dari sebuah konflik yang terjadi. Menurut Simmel, pihak ketiga
ini dapat membuat pihak-pihak lain mengemukakan pendapatnya dengan baik

dan dengan alasan yang logis, sehingga perdamaian akan tercipta.°’

John Langshaw Austin merupakan seorang filsuf yang dikenal sebagai
pengembang pemikiran aliran filsafat bahasa biasa. Sejak 1940-an, ia
memperkenalkan teori mengenai ungkapan performatif, ungkapan konstatif
dan tindak tutur. Teorinya ini kemudian terkenal dan banyak digunakan oleh
ilmuwan-ilmuwan yang lain. Teorinya begitu menarik karena mempengaruhi

diksi dan disiplin pragmatik dalam linguistik struktural.>®

Ungkapan Austin yang terkenal yaitu, “What to say when”. Kata
tersebut dimaknainya sebagai unsur bahasa (what) sama pentingnya dengan
dunia fenomena-fenomena (when). Ungkapan ini oleh Austin disebut dengan

linguistic phenomenology. Hal ini dikarenakan keterkaitannya dalam

% Tim Mitra Guru, Sosiologi 1, (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2007), 49.

57 Georg Simmel, The Philosophy of Money, (New York: Routledge Classics, 1978), 309.

%8 Wahyu Wibowo, Linguistik Fenomenologis John Langshaw Austin, (Jakarta: Bidik Phronesis
Publishing, 2011), 19.
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menjelaskan fenomena-fenomena melalui analisis bahasa. Pendapat yang
demikian membuktikan Austin hanya menganggap ungkapan tersebut
hanyalah sekedar nama untuk menyebut aktifitas penutur terhadap isi
tuturannya, mengingat isi tuturannya itu mengandung maksud-maksud tertentu

dalam memengaruhi mitra tuturnya.>®

Studi fenomenologis mencoba mencari arti pengalaman dalam
kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat,
pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau
pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah
mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari

pengalaman hidup seseorang.®°

Fenomenologi merupakan salah satu model dari sekian banyak model
penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan eropa bernama
Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Model ini berkaitan dengan suatu
fenomena. Pada awalnya, Husserl melihat adanya titik temu antara ilmu filsafat
dengan ilmu sosial terapan, seperti psikologi, antropologi, dan sosiologi.
Menurut Husserl, dalam setiap hal manusia memiliki pemahaman dan
penghayatan yang sangat berpengaruh pada perilakunya. Dalam

mengembangkan model fenomenologi, Husserl memulainya dengan suatu

59 J. L. Austin, Philosophical Papers, (London: Oxford University Press, 1961), 46.
60 Reza A.A Wattimena, “Fenomenologi Edmund Husserl”, dalam
http://rumahfilsafat.com/2009/08/19/fenomenologi-edmund-husserl/. (07 Maret 2018).
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pertanyaan, yaitu “ Bagaimana suatu objek dan suatu kejadian muncul

bersamaan dan memengaruhi kesadaran manusia?.%*

Fenomenologi berusaha mengungkap dan memahami suatu
fenomena, dalam hal ini adalah makna mahar menurut masyarakat Kota
Surabaya, beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu
hingga tataran ‘keyakinan’ individu yang bersangkutan. Dengan kata lain,
penelitian fenomenologi berusaha mencari arti dari istilah mahar perspektif
masyarakat Kota Surabaya secara lebih mendalam melalui penelitian langsung
dengan objek yang akan diteliti. Secara sederhana, fenomenologi lebih
memfokuskan diri pada konsep suatu fenomena tertentu dan bentuk dari
studinya adalah untuk melihat dan memahami arti dari suatu pengalaman
individual yang berkaitan dengan arti hakikat mahar dan pengaruhnya dalam

sebuah pernikahan.

Polkinghorne (1989) mendefinisikan fenomenologi sebagai sebuah
studi untuk memberikan gambaran tentang arti dari pengalaman beberapa
individu mengenai suatu konsep tertentu.®? Berdasarkan pada pola pikir
Mulkhan, mereka yang lingkungan kerjanya berada di perkotaan, akan berbeda
dengan cara pandangnya dengan mereka yang berada di pedesaan. Secara

definitif, orang kota selalu mengaitkan praktek keagamaan dengan nilai-nilai

61 M. Djunaidi Ghoni, Fauzan almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), 57-58.
62 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk llmu-I1lmu Sosial, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010), 89.
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rasionalitas, sementara orang pedesaan lebih menghubungkan praktek

keagamaan dengan nilai-nilai kepercayaan/sugesti yang diyakininya.5

Substansi riset fenomenologi adalah gagasan mengenai dunia
kehidupan, pemahaman bahwa realitas masing-masing individu itu berbeda,
dan bahwa tindakan masing-masing individu hanya dapat dipahami melalui
pemahaman terhadap dunia kehidupan individu, sekaligus melalui perspektif
bersama. Dengan kata lain esensi kajian fenomenologis terletak pada kejelian
dan kecermatan penelitian terhadap pemikiran akal sehat orang-orang yang
berada dalam obyek penelitian dengan tujuan menafsirkan, mencari motif-
motif, melakukan tindakan partisipatif, serta mengenal dunia sosial tempat

penelitian dari sudut pandang obyektif.54

Edmund Husserl, salah satu ahli filsafat yang disebut sebagai pencetus
teori fenomenologi dalam ilmu filsafat manusia, mengungkapkan bahwa
fenomenologi merupakan bagian dari ilmu tentang kesadaran (science of
consciousness) yang lebih dikenal dengan konsep intensionalitas.
Intensionalitas berarti kesadaran yang selalu mengarah terhadap sesuatu,
seperti kesadaran akan waktu, keswadaran akan tempat, dan kesadaran akan

eksistensi diri sendiri.®®

Menurut Husserl, fenomena ialah realitas sendiri yang tampak, tidak

ada selubung atau tirai yang memisahkan subyek dengan realitas, karena

8 Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri (Yogyakarta: SI Press, 1994), 12.

64 Christine Daymon, Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing
Communications, Terj. Cahya Wiratama, (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2008), 231.

65 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman, (Jakarta: Gramedia, 1981), 90.
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realitas itu sendiri yang tampak bagi subjek. Lebih jauh lagi, Husserl
berpendapat bahwa ada kebenaran untuk semua orang dan manusia dapat
mencapainya dengan kembali pada realitas sendiri. Dalam teorinya, Husserl
juga memperkenalkan pendekatan reduksi yang berarti salah satu prinsip dasar
teori fenomnologis ialah dalam mengetahui atau meneliti segala sesuatu
haruslah bersikap netral dengan tidak menggunakan teori-teori yang lain,

sehingga obyek diberi kesempatan untuk berbicara tentang dirinya sendiri.®

Mahar dalam kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh suatu
masyarakat dalam suatu daerah memiliki beragam bentuk. Ada kalanya mahar
tersebut disebut ketika akad nikah, adakalanya tidak. Hal yang begitu menarik
ialah manakala mahar dilihat dari fungsi dan tujuannya melalui teori
fenomenologis. Kajian yang masif dan koheren akan menjadikan sebuah
pengetahuan empiris yang akuntabel. Satu poin plus dari penelitian ini ialah,
obyek penelitian berada di kawasan metropolitan yang kaya akan
keberagaman, baik dari sektor budaya, politik, keagamaan dan kemajemukan

strata sosial serta pemikiran primordialisme.

G. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang membahas tentang ‘Makna Mahar dalam Pernikahan’
sesungguhnya telah ada, akan tetapi mengingat antara satu daerah dengan

daerah lain mempunyai kearifan budaya lokal tersendiri yang mana sedikit

%6 Bernard Delfgaauw, Filsafat Abad 20, Alih Bahasa : Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1988), 75.



53

banyak mewarnai kualitas dan kompleksitas dari pernikahan itu sendiri. Hal
yang serupa juga terjadi pada hal yang wajib ditunaikan dalam pernikahan,
yakni tentang mahar baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Berikut data penelitian yang pernah ada terkait dengan mahar dalam
pernikahan, yaitu,

a. Jurnal llmiah Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 Nomer 1
Januari — Juni 2017 dengan ISSN: 2549-3132, E-ISSN: 2549-3167
dengan mengangkat judul “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui
Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”. Jurnal llmiah ini ditulis
oleh Burhanuddin A. Gani dan Ainun Hayati®” Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry. Penelitian ini membahas tentang aspek yang
melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh
masyarakat adat kecamatan Kluet Timur, Provinci Aceh serta tinjauan
fikih terhadap praktek pembayasan jumlah mahar yang telah ditetapkan
masyarakat adat kecamatan Kluet Timur. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa adanya faktor agama, ekonomi, sosial dan budaya dapat
mempengaruhi batasan dalam menentukan jumlah mahar. Secara fikih
tetap sah, namun tidak sampai terdapat unsur paksaan dan tipu daya.

b. Karya Tulis llmiah berupa Tesis yang ditulis oleh Aris Nur Qadar Ar

Razak,% NIM. 1320311082, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam

67 Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan
Musyawarah Adat Kluet Timur”, dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, VVolume 1 No.
1. (Januari-Juni, 2017).

8 Aris Nur Qadar Ar-Razak, “Praktek Mahar dalam Perkawinan Adat Muna”, (Tesis—UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2015).



54

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 dengan
mengangkat judul, “Prakter Mahar dalam Perkawinan Adat Muna (Studi
di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)”. Tesis ini berbicara tentang
praktek mahar dalam perkawinan adat Muna, Sulawesi Tenggara.
Dalam perkawinan adat Muna, banyaknya mahar dan batasannya serta
tata cara dalam memberikan mahar kepada calon pengantin perempuan
mempunyai ciri khas dan peraturan sendiri. Hasil penelitian ini
menyebutkan bahwa penentuan jumlah mahar di perkawinan adat Muna
ditentukan oleh strata sosial/kasta sosial. Oleh karena itu, agar praktek
mahar dalam perkawinan adat Muna tidak bertentangan dengan hukum
fikih nasional, maka terlebih dahulu harus mereduksi aspek yang
bertentangan dengan hukum Islam.

c. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Maskur,®® NIM. F09214107, mahasiswa
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
tahun 2016 dengan mengangkat judul, “Pernikahan Saleb Tarjhe di
Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial”. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa berdasarkan analisis teori konstruksi sosial, adanya
pernikahan saleb tarjhe di Madura secara teoritis hanya untuk
mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya, melaksanakan pernikahan
saleb tarjhe hukumnya boleh dan sah selama memenuhi syarat dan

rukun dalam pernikahan. Hal ini didasarkan atas sebuah kaidah figh

8 Ahmad Maskur, “Pernikahan Saleb Tarjhe di Madura Perspektif Teori Konstruksi Sosial”,
(Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
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yang mengatakan, asal segala sesuatu itu pada dasarnya adalah boleh,
selama belum ada dasar yang melarangnya.

d. Tesis yang ditulis oleh saudara M. ‘Afwan Romdloni,’® NIM.
F09214112, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 dengan mengangkat judul
penelitian, “Transformasi Makan Pernikahan Suku Tengger di Era
Modernisasi”. Hasil dari penelitian ini adalah kontinuitas sebuah budaya
akan tetap mengalami perubahan dan modifikasi ke arah yang lebih baik
karena dipengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu zaman.
Kemudian, pernikahan adat masyarakat Tengger Kini hanya
dilaksanakan sebatas formalitas saja karena demi mempertahankan
tradisi agar tidak punah. Penelitian ini juga menyanggah penelitian
sebelumnya yang mengatakan masyarakat tengger melaksanakan
pernikahan secara endogami. Saat ini, seiring era modernitas,
masyarakat Tengger mulai melaksanakan pernikahan dengan model
eksogami (menikah dengan seseorang di luar sukunya).

e. Disertasi yang ditulis oleh Rofhani,”* mahasiswa pascasarjana program
studi llmu Keislaman Universutas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel
Surabaya tahun 2016, dengan judul “Keberagamaan dan Gaya Hidup
Perempuan Muslim Kelas Menengah di Surabaya”. Penelitian ini

menghasilkan fakta bahwa ekspresi beragama perempuan muslim kelas

0 Muhammad ‘Afwan Romdloni, “Transformasi Makna Pernikahan Suku Tengger di Era
Modernisasi”, (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

"I Rothani, “Keberagamaan dan Gaya Hidup Perempuan Muslim Kelas Menengah di Surabaya”,
(Disertasi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
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menengah bersifat personal dan sosial. Mayoritas dari mereka juga
mempresentasikan gaya hidup melalui aktifitas ekonomi dan aktifitas
budaya. Selain motif dan tujuan personal dan sosial tersebut, peneliti
juga menemukan bahwa gaya hidup beragama mereka adalah penegasan
identitas diri sebagai muslim kelas menengah.

f. Tesis yang ditulis oleh Mawaddah,’?> seorang mahasiswi pascasarjana
program studi IImu Keislaman Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Ampel Surabaya tahun 2016 dengan judul, “Pengembalian Mahar
Pengajaran al-Qur’an Pada Cerai Gugat”. Penelitian ini menunjukkan
bahwa konsep mahar berupa jasa mengajarkan al-Qur’an dalam hukum
Islam erat kaitannya dengan pendapat imam madzhab tentang mahar
jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu, (a. Imam Abu Hanifah, mahar
jasa pengajaran al’Qur’an hukumnya tidak sah, karena mahar seperti itu
bukan termasuk mahar yang bisa untuk mendapatkan upah. Selanjutnya,
(b. Imam Malik, jasa pengajaran al-Qur’an boleh dijadikan mahar dalam
pernikahan, (c. Imam Syafi’i, membolehkan, karena mahar yang berupa
jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar, (d. Imam
Hanbali, membolehkan, karena mahar berupa manfaat seperti halnya
mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.

g. Jurnal ilmiah bernama ‘Ahkam’ pada Vol. X1V, Nomor 1, Januari 2014.

Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Noryamin Aini, Fakultas Syariah dan

2 Mawaddah, “Pengembalian Mahar Pengajaran al-Qur’an pada Cerai Gugat”, (Tesis--UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2016).
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Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta
dengan mengangkat judul, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat
Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”.
Jurnal ilmiah ini berisi tentang hukum yang memiliki dua unsur utama,
yaitu moral dan formal. Secara sosiologis, struktur sosial dan budaya
terbukti berperan penting dalam menstrukturisasi format hukum.
Penelitian ini kemudian mengelaborasi dan membuktikan bahwa
praktek hukum mahar di sejumlah masyarakat Islam mengalami
perubahan dan perbedaan yang signifikan lintas ruang dan waktu.
Wujud mahar berubah dari tradisi uang ke format simbol penampilan

(perhiasan) dan simbol agama.”

Melihat beberapa penelitian tersebut, nampaknya penelitian yang
membahas tentang ‘Makna Mahar dalam Pernikahan (Studi Fenomenologis
Perspektif Masyarakat Kota Surabaya) belum ada dan belum pernah diteliti.
Kemudian, penelitian ini nantinya akan menjadi rekomendasi untuk Kantor
Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait bersama dengan seluruh masyarakat
Kota Surabaya sebagai bahan evaluasi dan edukasi. Selain itu, diharapkan
penelitian ini bisa turut andil dalam upaya mewujudkan keharmonisan dalam

menjalin mahligai rumah tangga yang bahagia.

8 Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di
Masyarakat”, dalam Jurnal limiah Vol. XIV No. 1, (Januari 2014).
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H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian berdasarkan
suatu data yang kemudian disebut objek penelitian. Misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik. Tata cara penelitian ini
dengan mendeskripsikan suatu konteks dengan menggunakan kata-kata
dan bahasa yang alamiah serta menggunakan metode yang alamiah.”

Penelitian ini dikonsentrasikan pada masyarakat Kota Surabaya.
Faktor yang mendominasinya ialah karena Kota Surabaya merupakan
salah satu kota metropolitan yang berada di Indonesia. Sebagai kota
terbesar kedua jumlah populasi penduduknya setelah kota Jakarta menyita
perhatian penulis dengan pelbagai pertimbangan dan keunikan,
diantaranya:

a. Kota Surabaya dilihat dari segi penyebaran penduduknya sangat
kompleks, mulai dari penduduk asli, pendatang, yang masih
memegang adat istiadat nenek moyang maupun yang sudah modern,
yang beragam Islam maupun non muslim, mempunyai mata
pencaharian yang bermacam-macam dan bervariatif. Penelitian ini

terfokus pada masyarakat Kota Surabaya karena budaya dan adat

4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya, 2017),

6.
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istiadat yang dimiliki cenderung beragam sehingga budaya yang
dipertahankanpun cukup banyak, termasuk persoalan mahar dalam
pernikahan.

b. Masyarakat Kota Surabaya berpendidikan tinggi dan mayoritas
mempunyai wawasan yang terbuka sehingga mempunyai gagasan
yang fleksibel dalam menyikapi segala persoalan.

c. [Faktor icon yang melekat pada Kota Surabaya, yaitu Kota Pahlawan.
Ini membuktikan Kota surabaya menjadi acuan/ pedoman yang
akurat terhadap kota-kota lain disekitarnya dalam hal kemajuan
keilmuan dan teknologi. Selain itu Kota Surabaya juga sebagai
kiblatnya sebuah pencapaian kemajuan diberbagai bidang.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis-filosofis
dengan pola deduktif. Studi historis (historical studies) merupakan
penelitian yang titik fokusnya ialah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi
di masa lampau/ masa sebelum objek penelitian itu ada. Peristiwa yang
dimaksud dapat berupa sejarah, asal-usul, munculnya sesuatu hingga
kepada pembahsan mengapa sesuatu itu dapat terjadi. Studi historis
menggunakan sumber data primer berupa kesaksian seseorang yang
pernah melakukan perbuatan di masa lampau, catatan, rekaman,
peninggalan-peninggalan sejarah, maupun dokumen-dokumen yang

penting dan bersifat rahasia.”

S Fauzan almanshur, Metodogi Penelitian..., 61.
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Tujuan penelitian menggunakan pendekatan historis ialah
merekonstruksi makna mahar dan pengaruhnya dalam pernikahan yang
terjadi pada masyarakat Kota Surabaya secara sistematis dan objektif
melalui pengumpulan data, evaluasi, verifikasi, dan sintesis data sehingga
dapat ditetapkan sebagai kesimpulan. Kesimpulan tersebut sifatnya
hipotesis dan masih harus di uji kebenarannya.®

Studi filosofis merupakan studi terkait makna mahar dan
pengaruhnya terhadap pernikahan menurut masyarakat Kota Surabaya
dengan menggunakan disiplin ilmu filsafat. Pendekatan filosofis
cenderung banyak menggunakan logika pemikiran (idealisme). Berfikir
filsafat artinya, meneliti tentang makna mahar dalam pernikahan berikut
pengaruhnya berdasarkan pemikiran masyarakat Kota Surabaya secara
mendalam, sistematis, radikal, spekulatif, dan universal.’’

Adapun model penelitian ini adalah field research (penelitian
lapangan) dengan mengambil data di lapangan berupa asumsi masyarakat
Kota Surabaya dan pengetahuannya tentang mahar dalam pernikahan dan
pengaruhnya secara komprehensif untuk kemudian diteliti lebih lanjut
dengan menggunakan teori fenomenologi serta pendekatan historis-

filosofis.

76 |skandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta:
Gaung Persada Press, 2007), 207.

" Muhaimin, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), 78. Lihat juga:
Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 45.
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2. Data Penelitian

Penelitian ini terfokus pada makna mahar dalam pernikahan

ditinjau dari segi fenomenologis melalui pendekatan filosofis dan historis.

Adapun data yang dikumpulkan meliputi,

a.

Informasi tentang penyerahan mahar dalam pernikahan yang
dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya, baik pernikahan yang
dilakukan di depan Kantor Urusan agama (KUA) ataupun di
kediaman mempelai.

Besaran kisaran mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki
kepada mempelai perempuan dilihat dari mata pencaharian,
pendidikan, dan keyakinan dari kedua calon mempelai akan
pentingnya sebuah mahar dalam pernikahan.

Dampak adanya mahar terhadap keharmonisan pernikahan
menurut pendapat masyarakat Kota Surabaya, khususnya bagi
calon mempelai berikut alasan masyarakat setempat dan beberapa
tokoh masyarakat terkait efektifitas dan efisiensi mahar dalam
pernikahan.

Informasi dari masyarakat yang sesuai dengan kategori masyarakat

Abangan, Santri dan Priyayi.

Adapun kategori masyarakat abangan bersumber dari responden

yang sangat kental menghubungkan segala aktifitasnya dengan adat istiadat

nenek moyang berikut kebudayaan kuno yang dianut oleh para leluhurnya.
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Kemudian, perihal wilayah. Surabaya selatan letaknya cukup jauh
dari kanjeng Sunan Ampel sebagai tokoh santri. Ini juga membuktikan
bahwa responden yang mewakili kelompok abangan ini sesungguhnya
memang masyarakat yang masih natural dalam memeluk sebuah

kepercayaan tertentu (animisme dan dinamisme).

Faktor obyektifitas penelitian berdasarkan tokoh masyarakat yang
dituakan di daerah responden juga menjadi acuan dalam menentukan
masyarakat abangan. Masyarakat di sekitar wilayah tersebut berpendapat,
bahwa responden merupakan warga Kota Surabaya yang sangat dituakan
dan menjadi sentral terkait kegiatan-kegiatan adat, misalnya sekaten,

sedekah bumi, labuh sesaji, temu manten pegon dan lain sebagainya.

Masyarakat santri  dipilih karena keilmuan dan kecakapan
responden yang berlandaskan pada al Qur’an dan al Hadis dalam setiap
kegiatan yang dilaksanakannya. Selain itu, letak wilayah yang sangat bagus
dan mendukung terhadap jati dirinya selaku santri. Di wilayah Surabaya
Utara dan Surabaya Timur terdapat pondok salaf yang cukup besar dan
terkenal, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Pondok Pesantren Nurul
Huda, Roudhotus Sholihin, Pondok Pesantren Qawiyyul Ulum, dan Pondok

Pesantren Tahfidzul Qur’an Sunan Giri.

Perihal elektabilitas responden atas dasar sebuah pengalaman
pribadi. Responden sudah menikah selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2

orang anak serta kehidupan rumah tangganya harmonis dengan dibuktikan
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long distance relationship (LDR) selama kurang lebih 5 tahun. Selain itu,
responden juga menjadi public figur keluarga sakinah di berbagai media.
Kemudian responden berikutnya mempunyai keunggulan di sisi psikologi
keluarga dan menjadi salah satu konsultan psikologi anak di berbagai

sekolah.

Masyarakat priyayi ditentukan berdasarkan afiliasi responden
kepada instansi pemerintah yang berkonsentrasi terhadap pernikahan dan
perihal rumah tangga atau stakeholder yang mempunyai kemampuan atas
obyektifitas penelitian terkait, misalnya Kantor Urusan Agama,

Kementerian Agama atau yang lainnya.

Selanjutnya jika yang di maksud Cliffort Geertz sebagai priyayi
adalah semacam bangsawan yang masih erat kaitannya dengan agama
hindunya, maka di sini penulis mengklaim bahwa itu teori lama. Teori yang
baru mendefinisikan priyayi sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh
terhadap tatanan yang berlaku dalam masyarakat. Kepala KUA contohnya,
ia memiliki andil yang besar dalam perihal mencatatkan sebuah pernikahan
sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena hal
tersebut, Kepala KUA layak disebut sebagai priyayi atas dasar

keberpihakannya dalam masyarakat.

KUA Kenjeran dan KUA Wonocolo menjadi pilihan penelitian
koresponden dan berhasil mengeliminasi sejumlah KUA di Kota Surabaya

karena di dua KUA tersebut berani berpendapat bahwa jika ada mempelai
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yang akan melangsungkan pernikahan dan maharnya kurang dari Rp.
50.000 maka akan di tolak. Hal ini menjadi menarik, karena ada kebijakan
dari KUA yang bertentangan dengan dasar hukum Islam tentang mahar.
Namun demikian, keputusan tersebut diambil oleh Kepala KUA yang
bersangkutan untuk kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, layak menjadi

responden sebagai representatif golongan priyayi.

3. Sumber Data
Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi asal usul
dari sebuah penelitian dan dari mana data dapat diperoleh.”® Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

a. Sumber Data Primer, yaitu masyarakat sebagai pelaku utama, artinya
pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan atau
yang sudah pernah melakukan pernikahan.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu sejumlah referensi yang berbentuk
buku, jurnal, artikel, essay dan karya tulis lainnya yang relevan
dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Diantaranya adalah,

1) Yusuf al-Qardhawi, al-Figh al-Islam Wa Adillatuhu, penerbit:
Maktabah Wahbah.
2) Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, penerbit:

Pustaka Amini.

78 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
2006), 129.
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3) Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala Madzahibhil Arba’ah,
penerbit: Maktabah al-1Imiyah.

4) H.M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat, penerbit:
PT. Raja Grafindo Persada.

5) Ahmad bin Husain Abu Syuja’, Fath al-Qarib al-Mujib, penerbit:

Darul Thya’.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedural dalam penelitian in ialah seorang peneliti secara
langsung mengamati dan memperhatikan secara seksama praktik akad
nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Titik fokus peneliti ialah
terkait mahar yang diberikan, baik dari segi kuantitas mahar dan
kualitasnya.

Idealnya dalam sebuah penelitian kualitatif, terdapat beberapa
teknik pengumpulan data yang sangat efisiem untuk digunakan, yaitu
melakukan wawancara secara mendalam (in depth interview), partisipasi
secara langsung ke lapangan (participant research), dan dokumentasi.”
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi,

a. Interview (wawancara).
Nasution mendefinisikan wawancara sebagai suatu bentuk
komunikasi atau percakapan dua orang atau lebih guna memperoleh

informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau

79 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, 63.
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responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkanguna
mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan
sebagai bahan laporan penelitiannya.®°

Demikian halnya dalam penelitian ini, wawancara
dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai sumber data
utama. Yakni dengan ikut bergabung bersama masyarakat yang
mengadakan prosesi akad nikah di suatu daerah dalam lingkup Kota
Surabaya. Fokus data terletak pada makna mahar berikut dampaknya
terhadap keharmonisan dalam pernikahan perspektif masyarakat
Kota Surabaya. Wawancara akan dilakukan terhadap beberapa
orang, antara lain para pihak yang melangsungkan akad nikah, wali
nikah dan tokoh masyarakat setempat.

b. Participation Research (partisipasi secara langsung)

Kegiatan berpartisipasi secara langsung akan menambah
validitas dan keotentikan suatu data penelitian (kualitatif). Yakni
penulis dalam melengkapi data penelitiannya perlu untuk ikut aktif
dalam proses saat akad nikah dilangsungkan di Kantor Urusan
Agama untuk mendapatkan data bagaimana proses mahar diberikan.
Selain itu, data yang penulis inginkan yaitu jumlah prosentase
pernikahan tiap bulan dalam tiga tahun terakhir, khususnya terkait

substansi mahar.

805, Nasution, Metode Research (Penelitian llmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.
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Selanjutnya, penulis melakukan pengamatan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk memperoleh
data terkait pemerataan penduduk dari segi antropologis dan
demografis. Kegiatan berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam
penelitian ini sangatlah penting, mengingat fokus penelitian penulis
berkaitan dengan dampak keharmonisan dalam pernikahan.

Informan yang diperoleh ialah Ibu Suwono dari JI. Jemur
Wonosari dan Bapak Riyadi Mardiyanto dari Kebraon Surabaya.
Mereka berdua mewakili Masyarakat abangan dikarenakan sesuai
dengan kriteria masyarakat abangan di Kota Surabaya.

Ibu Lailatul Machsunah dan Siti Chotdijah mewakili
masyarakat santri, dikarenakan keduanya berasal dari pondok
pesantren yang terkemuka di Kota Surabaya serta sesuai dengan
Kriteria msyarakat santri.

Bapak Ahmad dari KUA Kenjeran, Bapak Zainul Hadi dari
KUA Wonocolo dan Bapak Ahmad Muji, salah satu Kepala Sekolah
di SMP Swasta di Surabaya mewakili masyarakat Kota Surabaya
dalam hal kategori masyarakat priyayi. Hal ini dikarenakan ketiga
orang tersebut mempunyai karakteristik masyarakat priyayi.

Studi Dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa referensi dan

sumber-sumber lain, seperti buku, jurnal ilmiah, ar\tikel, essay

ilmiah, tesis terkait, disertasi, serta sumber lain yang relevan untuk
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melengkapi data penelitian, sehingga diharapkan hasil dari
penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi

sumbangsih keilmuan yang kompeten.

5. Teknik Pengolahan Data

Proses pengumpulan dan pengolahan data penelitian dalam
prakteknya tidak secara mudah dapat dipisahkan. Kedua kegiatan ini
terkadang berjalan secara bersamaan, artinya pengumpulan data seharusnya
dilakukan bersamaan dengan pengolahan data dan kemudian dilanjutkan
analisis data hingga selesai dan memperoleh hasil berupa kesimpulan.

Data yang sudah dihimpun kemudian disajikan dalam bentuk
narasi deskripsi yang dielaborasikan dengan konsep yang telah dibuat
sebelumnya, yaitu tentang penjabaran data melalui sebuah pendekatan,
yakni filosofis-historis. Data dilapangan kemudian disajikan dalam bentuk
teks dan dipilih mana yang perlu di analisis lebih lanjut dan mana yang
hanya sebagai pelengkap penelitian.

Data yang dipilih kemudian disajikan ulang menjadi data setengah
jadi. Disinilah peran peneliti sangat signifikan. Data yang setengah jadi
tersebut diolah menjadi data yang baku untuk kemudian dilakukan proses
analisis. Sebelum di analisis, penulis harus memastikan bahwa data yang

disajikan sudah lengkap dan validitasnya terjaga dengan sebaik mungkin.

81 H.B. Sutopo, Telaah Karya Penelitian, Sumbangsih Jurnal Penelitian, (Surakarta: Universitas
Sebelas Maret, 1988), 19.
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6. Teknik Analisis Data

Beberapa langkah analisis data dalam penelitian ini dimulai dari
melihat, mengamati, merasakan, dan memverifikasi pendapat masyarakat
Kota Surabaya tentang sejauh mana pemahaman mereka tentang adanya
mahar dalam pernikahan. Kemudian melihat dan meneliti tentang
pengaruh yang mungkin saja ditimbulkan dari adanya mahar dalam
pernikahan tersebut, baik berasal dari entitas mahar itu sendiri maupun
faktor yang lain.

Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini 1alah menggunakan aliran yang dikemukakan oleh Miles dan
Huberman® yang membagi teknik analisis data menjadi 3 (tiga) bagian
yaitu, reduksi data (data reduction), display data (penyajian data), dan
penarikan kesimpulan/verifikasi data (conclusion drawing).

Pertama, melakukan pengumpulan data penelitian dan
memilahnya atau mereduksinya sehingga penelitian akan semakin
mengerucut kepada akar permasalahan yang akan dikaji. Beberapa
strategi yang dilakukan dalam tahap pengumpulan data ini ialah
mengambil keputusan mengenai jenis kegiatan apa saja yanag akan
dilakukan selama proses penelitian. Selanjutnya, mengelaborasi sejumlah
pertanyaan yang sistematis dan analisis. Kemudian, merencanakan

kegiatan yanag akan dilakukan selama pengamatan dengan

82 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta:
Prenada Media Group, 2016), 407.
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mensingkronkan antara pengamatan saat ini dengan data sebelumnya.
Setelah itu, menulis hal-hal yang baru ataupun yang menarik selama
penelitian berlangsung ke dalam bentuk laporan sementara. Dan laporan
sementara inilah yang nantinya akan dikembangkan sebagai hipotesa.

Kedua, kegiatan analisis yang dilakukan peneliti setelah
pengumpulan data dirasa sudah cukup, yakni mengembangkan mekanisme
kerja terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya menggunakan kode-
kode tertentu. Hal ini dilakukan dengan maksud menampilkan secara
menyeluruh hasil yang telah di dapatkan selama proses pengumpulan data.
Data penelitian yang sudah dikembangkan menjadi sebuah kode tertentu
tersebut kemudian dilakukan proses penyajian data secara massif.

Tahapan akhir dari analisis data ialah kesimpulan/verifikasi data.
Setelah data dikembangkan, kemudian peneliti membuat kesimpulan
sementara/hipotesa yang nantinya akan di uji menggunakan teori
fenomonologis serta melalui pendekatan historis-filosofis, yakni terkait
makna mahar dan pengaruhnya dalam sebuah pernikahan menurut
masyarakat Kota Surabaya.

Kajian fenomenologi dimulai dengan diskusi mengenai filosofi
yang menyatukan riset. Hal ini begitu penting, karena fenomenologi
mencakup beberapa elemen filosofis, antara lain, fenomenologi sosial
(yang terfokus pada tindakan sosial dan pengalaman masyarakat),

fenomenologi transendental (yang menekankan pengalaman-pengalaman
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individu), dan fenomenologi hermeneutika (interpretasi teks sesuai dengan

konteks budaya, situasi, dan sejarah tempat).®

Pernikahan dapat dikatakan sah manakala syarat dan rukunnya
dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mahar merupakan
syarat wajibnya pernikahan. Namun begitu, adanya mahar termasuk hal
yang esensial dan substansial dalam mewujudkan harmonisasi dalam
pernikahan. Oleh karena hal tersebut, adanya makna mahar itu sendiri
perlu dimengerti dan dipahami oleh semua elemen masyarakat,
khususnya bagi kaum muslim yang akan menikah. Apakah kemudian,
adanya mahar itu hanya sekedar formalitas jika dilihat dari segi
nominalnya, ataukah ada maksud tersendiri. Biasanya mempelai
perempuan jika ditanya tentang mahar, mereka cenderung tidak mau
menjawab dan menyerahkan urusan tersebut kepada mempelai laki-laki.
Selanjutnya, perihal makna mahar dalam pernikahan ini akan diteliti

dengan menggunakan pendekatan filosofis dan historis.

I. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan

pendahuluan dari penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah,

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

# |bid., 232.
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Pada bab pertama, peneliti menguraikan tentang hakikat dan
definisi mahar dalam pernikahan dalam perspektif Undang-undang
Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam bab ini juga
diuraikan terkait dasar hukum mahar, kegunaan mahar, tujuan mahar, dan
hubungan mahar dengan sah tidaknya sebuah pernikahan. Selain itu,
dijelaskan pula terkait kesenjangan sosial masyarakat Kota Surabaya
tentang adanya mahar yang akan diserahkan kepada mempelai perempuan
calon pengantin.

Bab kedua adalah perspektif teori. Dalam bab ini, peneliti akan
membahas tentang derivasi mahar dalam pernikahan, dasar hukum mahar
dalam pernikahan, mahar menurut hukum Islam, mahar menurut hukum
positif, esensi mahar dan pengaruh mahar bagi pernikahan perspektif
hukum Islam dan hukum positif.

Bab ketiga adalah setting penelitian, di mana penelitian ini akan
terfokus pada elemen masyarakat Kota Surabaya yang sudah pernah
menikah, baik berstatus sebagai suami/istri maupun janda/duda. Pada bab
ini akan diuraikan terkait, Tipologi Kota Surabaya dan masyarakatnya,
demografi dan pemetaan penduduk Kota Surabaya, mata pencaharian
masyarakat kota Surabaya, pendapatan perkapita masyarakat Kota
Surabaya, kriteria calon idaman masyarakat Kota Surabaya, dan besarnya
mahar dalam pernikahan pada masyarakat Kota Surabaya.

Bab keempat tentang analisis teori fenomenologi terhadap makna

mahar dalam pernikahan menurut masyarakat Kota Surabaya. Bab ini
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merupakan bab yang menarik karena akan dibahas secara mendalam dan
komprehensif tentang bagaimana teori fenomenologi dalam melihat
makna mahar dalam pernikahan menurut masyarakat Kota Surabaya.
Tidak hanya itu, dalam bab keempat ini akan di bahas juga terkait
pendekatan historis-filosofis dari adanya makna mahar dalam pernikahan.

Bab kelima adalah penutup yang mencakup kesimpulan,

rekomendasi dan implikasi teoriti.
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KONSEP MAHAR DALAM KEHARMONISAN RUMAH

TANGGA

A. KONSEP MAHAR

1. Definisi Mahar

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) Mahar diartikan
sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki
kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan sebuah proses akad
nikah.8* Istilah mahar dalam berbagai kitab juga disebut dengan al-
Shadag, yang artinya pemberian sesuatu yang berharga kepada pihak
perempuan oleh seseorang yang mau menikahinya. Adapun secara
terminologi, mahar (al-Shadag) merupakan harta yang wajib diberikan
kepada seorang perempuan dalam prosesi akad nikah dengan tujuan untuk
menghalalkan hubungan senggama dan kenikmatan yang sebelumnya
diharamkan.®

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah
mahar yang akan diberikan kepada seorang perempuan, yakni pertama,

mahar harus berupa harta yang dimiliki oleh seseorang secara sah. Hal ini

84 Dendy Sugono dkk, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, 2008), 894.
8 Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Figh ;Ala Madzahibil Arba;ah Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996),

86.

76
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berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang
berbunyi,

Y d w5l el oy 5 Lo, Bls 3100 o) sl

Artinya, “Jika seorang laki-laki hendak memberikan mahar kepada
seorang perempuan, maka berikanlah dalam bentuk sesuatu yang enak
(makanan) dan dalam status jelas kehalalannya”. H.R. Imam

Ahmad.®

Kedua, mahar yang diberikan harus berupa sesuatu yang
bermanfaat atau paling tidak sesuatu yang bisa diambil faedahnya. Ketiga,
mahar yang diberikan bukanlah sesuatu yang didapatkan dari perbuatan
ghosob (meminjam barang tanpa izin dari pemiliknya). Jika mahar
didapatkan dari hasil ghosob, maka mahar menjadi tidak sah.

Keempat, mahar harus berupa sesuatu yang diketahui entitasnya,
dan tidak boleh berupa sesuatu yang abstrak. Para ulama memperbolehkan
merinci entitas mahar berikut jumlahnya, dengan alasan untuk
meminimalisir kesalahfahaman oleh berbagai pihak yang bisa
menimbulkan konflik dikemudian hari.®’

Istilah bahasa arab menuebutkan, bahwa kata mahar lebih dikenal

dengan nama shodag, nihlah, faridah, ajr, dan u gr.%

8 Sunan Ahmad, dalam hadis No. 14830 dari Musnad Jabir bin Abdullah. Lihat juga: Riwayat
Imam Bayhagqi dalam Kitab Nikah (Hadis No. 7/238) dan riwayat Imam Daruquthni yang terdapat
dalam Kitab Nikah (Hadis No. 3/243), serta disebutkan juga dalam Kitab Dar al-Mantsur karya
Imam Suyuthi (Hadis No. 2/120).

8 al-Jaziry, Kitab al-Figh ;Ala Madzahibil Arba;ah Juz 4, 90-94.,

8 Tihami dan Sohari Sahrani, Figh Munakahat: Kajian Figh Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali
Press, 2010), 36.
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1. Shodag, yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada
istrinya, bisa juga diartikan sebagai penghormatan kepada istri. Dan
inilah esensi dalam kewajiban mahar/maskawin.®

2. Nihlah, yakni pemberian suka rela yang bersifat mengikat (wajib )
untuk memenuhinya.

3. Ajr, yang berasal dari kata: ljarah, yang berarti upah. Hal ini

berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa’: 24,%
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Artinya:

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang
telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan
tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

4. Faridah, artinya kewajiban (berasal dari kata farada).®*

8 Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah, (Surabaya: Avisa, 2011), 6.

% Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. J-ART, 2004), 406.

%1 Muhammad Zuhaily, Terjemah al-Mu’tamad Fi al-Figh al-Syafi’i, diterjemahkan oleh Abdul Aziz
Moh. Zin dkk, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 237.
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5. U’gr, yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan, dalam hal ini

adalah perempuan.®?

Ibnu Mas’ud dalam bukunya yang berjudul Figh Madzhab
Syafi’i, menjelaskan substansi mahar dalam pernikahan adalah sesuatu
yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran

atau jaminan bagi sesuatu yang akan diterima olehnya.®

Adapun definisi mahar menurut beberapa ulama ahli figh adalah

sebagai berikut,

1. Menurut Sayyid Sabig, mahar diartikan sebagai suatu pemberian
dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat
menyenagnkan hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan
laki-laki atas dirinya.**

2. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin adalah hak wanita
karena dengan menerima maskawin artinya ia suka dan rela
dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.®

3. Menurut Ra’d Kamil dan Musthafa al-Hiyali, mahar ialah harta

benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena

92 Wahbah az-Zuhaily, Figh Islam Wa Adillatuhu Juz 9, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 231.

% Ibnu Mas’ud, Figh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka
Setia, 2000), 277.

9 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220.

% Ibrahim Muhammad al-Jamal, Figh Wanita, diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal,
(Semarang: CV. As-Syifa’, 1998), 373.
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adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi seorang laki-
laki untuk menggauli wanita tersebut sebagai istrinya.*®

4. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang
didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan atau
persetubuhan.

5. Madzhab Maliki berargumen bahwa mahar ialah sesuatu yang
diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan
dengannyaa.

6. Madzhab Syafi’i melihat mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan
atas laki-laki sebab pernikahan/persetubuhan.

7. Madzhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam
akad pernikahan, baik mahar terse but ditentukan dalam akad nikah
atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau
hakim.®’

8. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ikut andil dalam
mendefinisikan mahar secara detail. Sebagaimana tercantum dalam
pasal 1 sub d, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria
kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau
jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.%

Para pakar atau ahli figh menjelaskan hakikat mahar yang

sebenarnya dengan rinci dan jelas. Tidak hanya itu, Kompilasi Hukum

% Ra’d Kamil, Musthafa al-Hiyali, Membina Rumah Tangga yang Harmonis, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2001), 55.

%7 Wahbah az-Zuhaily, Figh Islam wa Adiilatuhu Juz 9,... 230.

% Lihat: Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf d.
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Islampun juga memperkuat argumentasi mereka. Oleh sebab itu, mahar
menjadi sesuatu yang esensial dan fundamental dalam sebuah pernikahan.
Pernikahan tanpa adanya mahar membuktikan bahwa kesetiaan laki-laki
tidak ada artinya dan merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab.
Tidak hanya itu, pernikahan tanpa mahar berarti menunjukkan adanya
‘penistaan dan pelecehan’ terhadap harga diri perempuan yang

dinikahinya.

2. Dasar Hukum Mahar
Mahar merupakan sesuatu yang bersifat wajib yang harus
dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan.®®
Dasar hukum atas wajibnya mahar sebagaimana tersurat dalam QS. al-

Nisa’: 04,
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Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.'® kemudian jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu
dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Ayat tersebut mempunyai pesan, bahwa teruntuk para suami agar

memberikan sesuatu berupa mahar kepada calon perempuan yang akan

% Darmawan, Eksistensi Mahar,...12.

100 pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak,
karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

101 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 11, (Jakarta: Widya
Cahaya, 2011), 114.
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dinikahinya berupa sesuatu yang layak untuk diberikan, dan bersifat wajib.
Kemudian, berikanlah maskawin (mahar), artinya memberikan mahar
kepada wanita yang akan dinikahi dengan senagn hati dan dengan penuh
kerelaan. Lalu, jika mereka (perempuan yang dinikahi) lantas memberikan
dan menyerahkan segala hal yang ada pada diri mereka untuk orang yang
menikahinya, maka makanlah, yakni ambil dan gunakan pemberian itu

sebagai pemberian yang sedap, lezat, tanpa mudharat lagi baik akibatnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu benar-benar
muncul dari lubuk hatinya. Hal ini didasarkan karena ayat tersebut
menggunakan kata thibna yang menyatakan ‘mereka melakukan hal
tersebut dengan senang hati’, ditambah dengan kata nafsan yang berarti
jiwa, untuk mengeksplanasikan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwa
(perempuan yang dinikahi) yang terdalam, tanpa tekanan, penipuan

bahkan paksaan dari pihak manapun.%?

Senada dengan keterangan dalam ayat tersebut, Allah SWT juga

menegaskan dalam firman-Nya yang lain, yakni QS al-Nisa’: 20-21,
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102 M. Quraish Syihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, tt), 329-330.
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Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak,
maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,
padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-
isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang
kuat.1%

Selain ayat al-Qur’an tersebut, dalam suatu hadis juga
menyebutkan terkait kewajiban untuk memnerikan mahar terhadap
perempuan yang akan dinikahi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhori dalam Kitab Shohih Bukhori sebagai berikut,

(Gl olyy o or G Sy gt ) JU ey ade ) o

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan
kepada kami Waki’ dari Sufyan dari Abi Hazim dari Sahl dari Sa’ad:
Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda
kepada seseorang: ‘Menikahlah, meskipun menggunakan cincin yang
terbuat dari besi (sebagai maharnya). HR. Bukhari No. 5150.%%4

Kedua sumber tersebut berbicara terkait wajibnya mahar menurut
agama Islam. Di sisi lain, terdapat persoalan terkait berapa jumlah mahar
yang wajib dibayarkan untuk sahnya pernikahan. Dalam suatu riwayat

hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda,
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103 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, (Jakarta: Widya
Cahaya, 2011), 132-134.

104 Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Ainy, ‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari Juz 13,
(Beirut: Daar al-Fikri, 1996), 20. Lihat juga: Hadis Shahih Muslim No. 2310. Lihat juga: Hadis
Shahih Bukhari dan Muslim No. 2733.
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Artinya, “Dari Sayyidatina ‘Aisyah berkata, bahwasanya Rasulullah

saw telah bersabda: Wanita yang paling agung itu yang barokah yang
55 105

sedikit maharnya”.
Hadis yang lain juga menyebutkan,
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Artinya, “Telah diceritakan kepada kami Ibnu Khuzaimah, beliau
berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ammar. Beliau telah
berkata: Telah menceritakan kepada kami al Fadhl bin Musa dari
sahabat Raja’ bin Harits, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, berkata:

bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: sebaiki-baik mahar adalah
yang paling mudah”.1%

Beberapa pendapat ulama terkemuka, misalnya keempat Imam
Madzhab juga turut aktif dalam mengemukakan pendapatnya terkait

dengan mahar dalam pernikahan, sebagai berikut,*%’

a. Imam Hanafi berpendapat bahwa, jika mahar yang disebutrkan
dalam akad nikah berasal dari sesuatu hasil ghoshob (meminjam
sesuatu tanpa seizin pemiliknya), maka jika orang yang ghoshob tadi
yakin akan kerelaan sang pemilik barang, seperti unta, kambing,
kebun dan lain sebagaianya, maka akad nikahnya menjadi sah.
Termasuk juga pendapatnya kelompok Hanafiyyah yaitu apabila

maharnya abstrak/ tidak berwujud, maka harus disebutkan jenis,

105 1mam al-Nasa’i, Sunan Kubro al-Nasa’i Volume 8 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 304.

106 Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban at-Tamimi al-Darimi al-Busti, Sahih Ibn Hibban (Jakarta:
Pustaka azzam, 1952), 1484.

107 al-Jaziry, Kitab al-Figh ;Ala Madzahibil Arba;ah Juz 4, 96-97.
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ukuran dan sifat dari mahar tersebut. Apabila tidak demikian, maka
maharnya dianggap rusak.

b. Imam Maliki berpendapat, bahwa jika mahar berupa sesuatu/ barang
ghoshon, meskipun antara orang yang ghoshob dengan pemilik
barang yang di ghoshob pada akhirnya merelakan barang yang di
ghoshob tersebut (hal ini atas dasar husnudzan orang yang ghoshob),
maka akad nikahnya menjadi batal dan tidak sah, dan harus di nganti
dengan mahar mitsil.*%®

c. Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika mahar dalam pernikahan
bersifat abstrak dan tidak berwujud, maka maharnya menjadi rusak
dan harus diganti dengan mahar mitsil.

d. Imam Hambali berpendapat bahwa jika mahar yang digunakan
dalam pernikahan bersifat abstrak dan tidak diketahui takarannya,
maka mabhar tersebut tidak sah digunakan dalam akad nikah.

Mayoritas Imam Madzhab (selain Imam Malik), sepakat bahwa
mahar bukanlah salah satu rukum akad, akan tetapi merupakaj salah satu
konsekuensi adanya akad. Oleh sebab itu, akad nikah boleh dan sah
hukumnya tanpa menyebutkan mahar didalamnya. Apabila telah terjadi
persetubuhan antara suami dan istri, maka baru kemudian ditentukanlah
mahar, dan kemudian apabila istri ditalak sebelum dicampuri maka dia

tidak berhak atas mahar, namun harus diberi mut’ah. Mut’ah adalah

198 Mahar Mitsil ialah maskawin yang kadarnya disesuaikan dengan kadar yang diterima oleh
kerabat dekat pengantin perempuan.
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pemberian suka rela dari sang suami. Hal ini sebagaimana telah dijelaksan

oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam QS. al-Bagarah ayat 236:'%°
\J:"J"“ 3 O (J Lo alial) Adalh &) &ile CL‘; N,
M\ S5 2333 @»}’d\ A :)i"s,’*,/:y—“; - )3 £l
Gl e ia ol 12105 8

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur
dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan
hendaklah kamu berikan suatu mut“ah (pemberian) kepada mereka.
Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin
menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut.
Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebajikan.

Suatu riwayat yang lain menyebutkan tentang urgensi dari mahar,

yaitu sabda Rasulullah saw yang berbunyi,

B Jpmy JB cilni e g, 8155 ar or blal Ol dng) o pile s

[ § el il oy ) o] il
Artinya : “Dari ‘Amr bin Rabi’ah, bahwa sesungguhnya pernah ada
seorang wanitadari bani Fazarah yang dinikah denghan (mahar)
sepasang sandal, kemudian Rasulullah saw bertanya, “Ridhakah kamu
atas dirimu dan hartamudengan mahar sepasang sandal?”. Ia

menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah saw memperkenankannya”. HR.
Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya.

109 pepartemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya,...38.



87

Imam Syafi’i, Imam Abu Dawud, dan Imam Malik mewajibkan
pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi khalwat.!'® Apabila telah
terjadi khalwat antara suami dan istri, dan dapat dijadikan dasar bahwa
telah terjadi dukhul (persetubuhan) antara keduanya, maka pihak suami
wajib membayar mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah
ditetapkan dalam akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti
yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah ber-
khalwat, belum terjadi persetubuhan. Dalam hal ini, jika suami hendak
menceraikan istrinya, ia tidak berkewajiban membayar mahar sepenuhnya
karena belum terjadi dukhul , namun suami tetap mempunyai kewajiban
untuk membayar separuh mahar.*!

Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami
kepada istrinya, baik cash ataupun dengan cara kredit (nyicil). Pembayaran
mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad
pernikahan dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami ingin
menambah jumlah mahar, maka hal itu menjadi baik dan terhitung sebagai
shodaqoh, tanpa mengurangi nilai entitasa dan kualitas mahar yang telah
diperjanjikan.?

Sehubungan dengan upaya untuk meningkatkan status hukum

perkawinan yang dimuat dalam Buku | Kompilasi Hukum Islam (KHI)

10 khalwat adalah perbuatan menyendiri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan
di tempat yang sunyi, nyaman, dan bebas dari gangguan orang lain; atau ditempat keramaian
dengan maksud berduaan dan mempunyai tujuan tertentu.

111 |bid., 167.

112 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 265-266.
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yang semula berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 agar
menjadi Undang-Undang, maka Departemen Agama Republik Indonesia
berinisiatif membentuk Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil
Peradilan Agama Bidang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi
RUU-HM-PA-Bperkwn tahun 2007). Dalam Pasal 13 ayat (1) ditentukan
bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami

b. Calon Istri

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi

e. ljab dan kabul

f. Mahar®®

Di sisi lain, Pasal 13 ayat (2) RUU-HM-PA-Bperkwn tahun 2007
menyebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sebagaimana
ditentukan dalam ayat (1) adalah tidak sah. Ketentuan Pasal 13 RUU-HM-
PA-Bperkwn tahun 2007 yang memasukkan mahar menjadi rukun nikiah
dan menjadi salah satu faktor penentu sah atau tidaknya perkawinan adalah
tidak tepat. Hal ini karena mahar sejatinya bukanlah rukun nikah yang

berakibat pernikahan mejadi ‘batal demi hukum’.

Berdasarkan suatu fakta, mahar pada realitasnya adalah hak

perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang hendak menikahinya.

113 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 131-132.
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Rasionalitasnya ialah karena perempuan merupakan sesuatu yang berharga
dan jika masih perawan, maka mutlak masih dimiliki oleh orang tuanya,
sehingga jika ada orang lain yang ingin mengambilnya dari orang tuanya
maka harus diganti dengan mahar tersebut. Alasan lain ialah karena
perempuan menyukai sesuatu yang indah dan bernilai. Dan sesuatu yang
dimaksud tersebut bisa dimanifestasikan dengan adanya mahar dalam

pernikahan.

3. Macam-Macam Mahar

Pembagian mahar didasarkan atas berbagai macam
pertimbangan. Jika mahar dilihat dari sisi kesepakatan terhadap
kadar/ukurannya, maka mahar yang harus dibayarkan adalah mahar yang
telah disepakati tersebut. Apabila kadar/ukuran mahar tidak ditentukan
atau belum disepakati bersama, maka solusinya ialah pihak laki-laki wajib
membayar mahar mitsl.  Adakalanya mahar tersebut harus dibayar
seluruhnya, dan di lain sisi hanya wajib dibayar setengahnya saja. Hal ini
disesuaikan dengan kondisi sang suami.'4

Secara umum, esensi mahar menurut Umar Sulaiman al Asyqar
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu,*®

a. Mahar Musamma

114 Umar Sulaiman al Asyqar, Pernikahan Syar’i, (Solo: Tinta Medina, 2015), 288.
115 |bid. 289-290.
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Mahar Musamma merupakan istilah mahar yang disebutkan di
dalam suatu akad pernikahan. Wajib hukumnya untuk membayar
mahar musamma yang mana sudah disepakati oleh kedua belah
pihak. Jika akad nikah telah dilangsungkan, tanpa menyebutkan
kuantitas mahar, maka suami wajib membayar mahar mitsl (mahar
standart).!*®
b. Mahar Muajjal
Definisi mahar muajjal ialah mahar yang ditunda dalam hal
pembayarannya. Pada dasarnya pembayaran mahar itu didasarkan
atas kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua
belah pihak menghendaki penundaan dalam pembayaran mahar,
maka menurut Ibnu Taimiyah diperbolehkan. Meskipun begitu
menurut jumhur ulama, mahar yang dibayar dengan segera saat
akad nikah itu lebih baik.
Fungsi Adanya Mahar dalam Pernikahan
Setiap perkawinan pasti memiliki konsekuensi. Konsekuensi
logis dari sebuah perkawinan adalah sebuah tanggung jawab atas sebuah
janjinsuci saat akad nikah. Waktu melaksanakan akad nikah, ada satu hal
yang disunnahkan, yaitu menyebutkan kadar mahar (maskawin) menurut
kadar yang patut. Akad nikah yang didalamnya tidak menyebutkan mahar,

hukumnya tetap sah, akan tetapi baginya wajib membayar mahar mitsil.

116 Mahar standart menurut Imam Nawawi, artinya kadar mahar yang biasanya dikehendaki oleh
perempuan-perempuan yang semisal atau sepadan dengan perempuan yang akan dinikahi
tersebut. Hal yang menjadi barometernya ialah saudara perempuan dari pihak bapak dan

bibinya.
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Ukuran besarnya maskawin (mahar) tidak ditentukan berdasarkan
peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Artinya,
besar kecilnya jumlah mahar itu tidak ada minimal dan maksimalnya.
Setiap barang-barang yang berharga, seperti emas, perak, cincin, uang
tunai, tanah, ternak dan sebagaianya boleh dijadikan mahar.**’

Mas kawin atau mahar merupakan hal yang tidak dapat
dipisahkan dari suatu perkawinan, baik yang dilaksanakan di Indonesia
maupun di luar negara Indonesia. Syeikh Imam Ahmad bin Husain''8 yang
terkenal dengan sebutan “Abi Syuja’” mengatakan bahwa mahar tidak
termasuk dalam rukun pernikahan, melainkan mahar merupakan syarat
wajibnya pernikahan. Kemudian, mahar menjadi wajib dalam pernikahan
karena 3 (tiga) hal, pertama, seorang suami mewajibkan memberikan
mahar (terhadap perempuan yang akan dinikahinya), kedua, mahar
tersebut diwajibkan oleh hakim, dan ketiga, mahar menjadi wajib dalam
pernikahan karena persetubuhan sudah terjadi sebelum adanya akad
nikah.®

Mahar merupakan suatu perantara untuk menghalalkan

seseorang mengadakanj hubungan dengan lawan jenisnya, yang kemudian

sesuatu tersebut menjadi milik sepenuhnya pihak istri yang tidak boleh

117 Mawardi, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1984), 16.

118 Seorang ulama’ alim dan ahli fikih. Beliau lahir pada tahun 1042 dan wafat pada tahun 1107.
Beliau adalah ulama’ besar dari madzhab Syafi’i dan sekaligus pengarang kitabh “al-Ghoyah Wa
at-Taqrib”. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin al Husain bin Ahmad al-Ashfahani. Beliau
lebih dikenal dengan nama al-Qadhi Abu Syuja’.

119 Ahmad
2000), 46.

bin Husain, Fath al-Qarib al-Mujib bi al-Tagrib, (Surabaya: Maktabah Imaratullah,
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diambil dan diganggu oleh suami kecuali atas persetujuan seorang istri.

Barang yang dapat dijadikan mahar harus mempunyai syarat, yaitu:

a.

Suatu mahar haruslah berupa harta yang mempunyai nilai, karena itu
tidak sah mahar berupa barang yang tidak bernilai.

Mahar harus bisa diambil manfaatnya, maka tidak sah mahar berupa
khamr, babi, darah, bangkai, karena itu tidak berharga dalam
pandangan syariat Islam.

Mahar tidak boleh barang hasil curian.

Mahar tidak boleh berupa barang yang haram, atau yang diperoleh
dengan cara yang haram pula.

Mahar harus jelas bentuknya dan manfaatnya,*?°

Adapun fungsi mahar menurut Abdul Wahhab Sayyed Hawwas

ialah sebagai berikut,?!

a.

Sebagai pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah
(perwalian). Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ibnu ‘Asyur yang
mana beliau merujuk surat al-Nisa’ : 4, kemudian Ibnu ‘Asyur
menjelaskan bahwa mahar merupakan ciri (simbol) yang dikenal
untuk membedakan antara pernikahan dengan muhadhanah
(perwalian). Hanya saja pada zaman jahiliyyah ada kebiasaan

dimana mempelai laki-laki memberikan sejumlah harta kepada

120 Muhammad Mutawalli, Mahar dalam Perspektif Hukum Islam, (Bandung: Kaifa Publishing,

2018), 48-49.

121 Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 180.
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wali dari perempuan yang ia kehendaki, sementara itu sang
perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah
SWT membatalkan hal tersebut, di mana dalam agama Islam harta
(mahar) menjadi hak milik seorang perempuan (istri) seutuhnya.
Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ atat 4,
yang artinya, “Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita yang
kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib 1%

b. Sebagai bebtuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan
terhadap wanita.

c. Sebagai bentuk/manifestasi keseriusan seorang laki-laki terhadap
seoerang wanita yang akan dinikahinya.

Dalam syariat agama Islam, mahar yang diberikan oleh mempelai
laki-laki kepada mempelai wanita merupakan bentuk keseriusan dsan cinta
kasihn mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang akan
dinikahinya. Oleh karena hal tersebut, pemberian mahar iniharus
dilakukan dengan hati yang ikhlas, tulus, dan diniatkan untuk memuliakan

wanita yang akjan dinikahinya.

Mahar disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengangkat derajat
wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan itu mempunyai
kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya
terhadap laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk

berusaha dan bertanggung jawab. Mahar menjadi kewajiban seorang laki-

122 Mutawalli, Mahar dalam Perspektif Hukum Islam..., 52.
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laki, begitu juga dengan keseluruhan materi dalam bahtera pernikahan
nanti. Istri pada umumnya dinafkahi umtuk mempersiapkan dirinya dan
segala perlengkapannya yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya,

akan tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.

Sejatinya, mahar sangatlah relevan jika dibebankan kepada
seorang suami yang nantinya akan diberikan kepada sang istri. Pasalnya,
substansi mahar ialah dalam segala bentuknya menjadi penyebab suami
tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada sang istri. Hal ini terbukti
dengan penyerahan mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar untuk
wanita dengan maksud hendak untuk menikahinya, dan juga sebagai

jaminan wanita ketika ditalak.'?3 \

5. Mahar Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sebuah aturan yang terstruktur dan
sistematis mengenai semua aktivitas manusia yang beragama Islam
berdasarkan tuntunan agama Alquran, al- Hadits, Ijma’, dan Qiyas serta
beberapa istinbath al- Ahkam (penggalian hukum Islam melalui sumber -
sumbernya) yang bertujuan untuk harmonisasi dan ketenteraman umat
manusia. Tujuan hukum Islam yang paling konkret ialah membentuk karakter
hukum yang disesuaikan dengan konsep dalam nash atau ijtihad secara jelas

dan terperinci. Hukum Islam mengatur sebuah konsep baik tentang ibadah,

123 sayyed Hawas, Figh Munakahat..., 177-178.
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muamalah, munakahat, waris, wasiat, dan beberapa perihal dalam kehidupan
bermasyarakat.

Pernikahan merupakan hal yang sangat urgent dalam kehidupan
manusia. Pasalnya, pernikahan merupakan sebuah gerbang menuju sesuatu
yang diridlai oleh Allah SWT dan sebagai peranti mendapatkan keturunan yang
sah. Pernikahan sejatinya adalah ikatan yang sangat kuat antara laki — laki dan
perempuan sebagai wujud kasih sayang untuk mendapatkan ridlo Allah SWT
dan melaksanakannya bernilai ibadah. Manifestasi kasih sayang kedua orang
yang berlawan jenis jika tidak dimanage dengan baik maka akan
mengakibatkan hal — hal negatif dan dampak buruk bagi keduanya. Hal negatif
yang dimaksud bisa timbul dari diri sendiri karena hawa nafsu ataupun dari
pasangan.

Sebuah Pernikahan tidak akan terlepas dari sebuah prosesi yang
bernama akad nikah. Artinya, suatu pernikahan dikatakan sah apabila syarat
dan rukun dalam pernikahan tersebut terpenuhi. Adapun rukun dalam
pernikahan ialah adanya mempelai laki — laki , mempelai perempuan, adanya
wali, adanya dua orang saksi yang adil, dan adanya proses ijab qobul. Akad
nikah dalam pernikahan merupakan serangkaian rukun — rukun nikah yang
dilakukan dalam satu majelis dan disertai dengan syarat wajib nikah yang
berupa mahar dan terdapat serangkaian acara dalam proses akad nikah tersebut,
seperti adanya penghulu atau pemuka agama yang menikahkan secara legal
standing negara, prosesi khutbah disertai doa nikah dan prosesi penanda

tanganan buku nikah oleh petugas KUA terhadap kedua mempelai.
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Syarat wajibnya pernikahan yang harus dipenuhi oleh pihak laki — laki
atas pihak perempuan adalah mas kawin (mahar). Mahar menjadi penting
dalam pernikahan karena esensinya merepresentasikan kemuliaan dan

kehormatan perempuan yang akan dinikahinya.

Dalam hukum Islam tidak disyariatkan mahar harus mahal, akan tetapi
mahar didefinisikan sebagai pemberian yang layak dan pantas menurut agama.
Jika di zaman Rasulullah saw entitas mahar boleh berupa cincin dari besi
karena memang ketika itu pihak laki — laki dalam kondisi sangat miskin, maka
di era sekarang mahar dikonversi sebagai wujud nilai emas, seperangkat alat
salat, atau sesuatu yang bernilai lainnya. Parameter kaya dan miskin tidak
menjadi ukuran jumlah mahar, karena mahar yang paling baik adalah mahar

yang paling murah.

Kata ‘murah’ disini tidak menunjukkan bahwa mahar menjadi poin
penting dalam menentukan jumlah mahar berikut kualitasnya. Pada prinsipnya,
mahar yang paling bagus ialah mahar yang diukur dari kemampuan finansial
dan status sosial dari pihak laki — laki. Inilah mahar yang murah. Esensinya,
mahar itu tidak memberatkan pihak laki — laki. Pada hakekatnya, hukum Islam
bukanlah aturan yang statis dan stagnant melainkan sebuah aturan yang
dinamis dan fleksibel disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sesuatu yang

mempengaruhi aturan tersebut, baik secara substantif maupun elaboratif. Ada

sebuah kaidah fikih mengatakan, iUy eV as¥) o (..Q-\ %5 artinya
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tingkat fleksibiltas sebuah hukum itu disesuaikan dengan berubahnya sebuah

waktu, tempat, dan keadaan (yang mempengaruhinya).

Kaidah tersebut dapat dielaborasi dalam sebuah contoh bahwa akad
nikah dikatakan sah jika dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, antara
mempelai laki — laki dan mempelai perempuan berada dalam satu tempat yang
sama. Jika kedua mempelai tidak berada dalam satu tempat yang sama maka
akad nikahnya menjadi tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam
Syafi’l, Imam Hanbali, Imam Rafi’l, dan Imam al- Auza’i. Berbeda dengan
ketika kondisi dan situasi mempelai laki — laki tidak bisa dalam satu tempat
dengan mempelai perempuan dengan alasan pekerjaan, sulitnya transportasi,
waktu yang tidak memungkinkan, sakit, pandemi yang mewabah, dan lain
sebagainya. Dalam hal ini akad nikah menjadi tidak sah. Namun pendapat
Imam Abu hanifah mengatakan akad nikah tersebut sah karena Imam Hanafi
dan Imam Malik mendefinisikan perspektif dalam satu majelis bukanlah fisik
melainkan pernyataan ijab yang disertai dengan gobul yang dilakukan secara

langsung.

Perbedaan pendapat diantara para ulama terkait adanya akad nikah
dalam satu majelis merupakan bukti bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel.
Sama halnya dengan perihal mahar. Kualitas mahar menjadi niscaya karena
melihat pada sudut pandang kemampuan pihak laki-laki. Besar kecilnya mahar
terfokus pada kata sesuatu yang disukai oleh pihak perempuan. Pemberian
mahar dalam pernikahan harus jelas dan transparan meskipun terkadang pihak

laki-laki menghendaki lain seperti mahar yang sedikit, rasa malu, rasa minder,
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suatu adat daerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, serta alasan lain.
Namun demikian, transparansi mahar dalam pernikahan harus ada. Mahar
sebaiknya diberikan secara tunai menurut hukum Islam, namun juga bisa
diberikan secara kredit dengan catatan ada kesepakatan antara kedua belah

keluarga.

Hukum Islam telah mengatur secara lengkap tentang syarat wajib
dalam pernikahan yaitu tentang adanya mahar. Penulis sepakat bahwa mahar
bukan merupakan alat jual beli dalam keabsahan pernikahan, akan tetapi lebih
menekankan kepada aspek primordial tanggung jawab seorang laki — laki
kepada seorang perempuan yang dinikahinya. Mahar bersifat fleksibel.
Seorang laki - laki mempunyai hak untuk menentukan mahar yang akan
diberikan kepada seorang perempuan meskipun tanpa adanya kesepakatan
antar keluarga. Hal ini dimaksudkan agar seorang laki — laki mempunyai
konsep hifdz al — din (menjaga agama) yang sempurna. Artinya, jika seorang
laki — laki dan perempuan ingin menyempurnakan agamanya dengan menikah
sebagaimana anjuran dalam agama, maka seorang laki — laki yang nantinya
menjadi suami harus mempunyai sikap dewasa dan tanggung jawab. Begitu
halnya perempuan yang akan menjadi seorang istri harus mempunyai sikap
penyayang dan lapang dada. Tidak terkecuali dalam hal mahar. Berapapun
pemberian suami sudah sepantasnya istri menerimanya sebagai hak atas

kesucian dirinya.

Pernikahan sebagaimana kontrak lainnya dapat dipahami sebagai

konsekuensi dari hak dan kewajiban yang tercipta antara pihak-pihak yang
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melakaukan kontrak. Dalam terminologi Islam, hal yang demikian ini disebut
ahkam al-zawaj (pengaruh hukum pernikahan). Dengan adanya kontrak dalam
pernikahan, seorang wanita berada di bawah kekuasaan suaminya.
Konsekuensi logis dari adanya pernikahan ialah kontrol dan perlindungan.
Pernikahan dikatakan sebagai kontrak bukan semata-mata pernikahan bisa
begitu saja dipermainkan, melainkan kontrak pernikahan berarti terdapat dua
pihak yang sama-sama setuju dan terikat oleh sebuah perjanjian suci berupa

akad nikah.1%4

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan mahar
dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki
kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Definisi
tersebut sangat relevan dengan tradisi yang berlaku di Indpnesia, yakni mahar
diberikan waktu prosesi akad nikah. Ibnu al-Humam, salah satu ulama’ ahli
figh madzhab Hanafi mempunyai pandangan terkait arti mahar, yaitu harta
yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan

dari kenikmatan seksual yang diterimanya.?®

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya
yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikayakan yang pertama, karena

setelah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan

124 | B. Tauris, Marriage And Trial: A Study of Islamic Family Law, (New York: Martin’s Press,
1993), 33.
125 Kamal Ibn Humam al Hanafi, Fath al Qadir, (Beirut: Daar al Kutub al Ilmiyyah, 2004), 45.
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oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup rumah tangga

yang akan dijalani bersama.'?®

Mayoritas ulama figh sepakat bahwa dengan berlangsungnya akad
nikah yang sah, maka berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari
jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Hal ini dikarenakan perempuan
adalah makhluk yang berharga dan dimuliakan, sehingga dengan kewajiban
membayar separuh mahar saat akad nikah yang suci \tersebut membuktikan
harga diri seorang perempuan juga dihormati sebagaimana mestinya.
Kemudian Ulama Syafi’iyyah, Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hambaliyyah
sepakat bahwa pelunasan mahar seluruhnya wajib dibayar pada waktu terjadi
hubungan kelamin dan matinya salah seorang diantara keduanya setelah

berlangsungnya akad.?’

Rasulullah saw dalam suatu kesempatan pernah bersabda, “Seorang
wanita yang penuh barokah dan mendapat anugrah dari Allah SWT adalah
yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik. Namun
sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit
menikahinya, dan buruk akhlaknya”. Pernikahan sebegitu pentingnya dalam
pandangan Islam. Pernikahan menjadi sunnah Rasul. At-Tirmidzi, Imam
Ahmad bin Hanbal, dan al-Bayhagi pernah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa

Rasulullah saw bersabda, “Empat macam perkara yang termasuk sunnah-

126 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), 87.
127 Kamal Ibn Humam, Fath al-Qadir,...51.
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128

sunnah para Rasul, yaitu memakai pacar-<°, memakai wewangian, bersiwak

dan menikah 1%

Shaleh bin Ghanim as-Sadlan dam bukunya yang berjudul Mahar dan
Walimah mendefinisikan bahwa mahar atau maskawin merupakan suatu hak
yang ditentukan oleh syariah untuk seorang wanita sebagai ungkapan hasrat
laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta ksih serta ikatan tali
kesuciannya. Memberikan mahar kepada wanita yang akan dijadikan seorang
istri merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditawar oleh laki-laki
untuk menghargai pinangannya dan sebagai simbol untuk menghormati serta

membahagiakannya.'*

Mahar disebut juga dengan istilah yang indah, shidag. Shidaq berarti
kebenaram. Mahar sejatinya menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta
kasih dan kesetiaan laki-laki yang meminang seorang wanita yang dimaksud.
Mahar merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk
menjadi suami bagi orang yang dicintainya. Mahar bukanlah harga atas diri
seorang wanita. Artinya, wanita tidak menjual dirinya dengan mahar. Akan
tetapi, ia membuktikan atas kebenaran, kesungguhan, cinta, dan kasih sayang

laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan bukti adanya mahar tersebut.!3!

128 Memakai pacar artinya memakai sejenis pewarna kuku alami dari daun tanaman pacar.

129 Mohammad Fauzil Adzim, Kupinang Engkau dengan Hamdalah, (Yogyakarta: Mitra Pustaka,
2003), 185-187.

130 shaleh bin Ghanim as-Sadlan, “Mahar dan Walimah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 95.
131 Mohammad Fauzil Adzim, Kupinang Engkau..., 195.
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Kompilasi Hukum Islam (KHI)!* telah mengatur sedemikian rupa

terkait Yurisprudensi Hukum Islam,3

yakni sebagaimana yang telah
termaktub dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Substansinya ialah bahwa
mahar wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai
perempuan dalam jumlah, bentuk dan jenis yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak.™** Penentuan kuantitas dan kualitas mahar berdasarkan atas asas
kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam.™®
Kemudian, status dari mahar tersebut menjadi hak milik pribadi mempelai

perempuan.t3®

Para ulama dengan berbagai madzhab (Madzhab Hanafi, Maliki,
Syafi’t dan Hanbali) dan beraneka ragam aliran telah menetapkan bahwa
membayar mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan atas perintah dalam al-
Qur’an yang bersifat gath i (mutlak). 1bnu Abd al-Barr**’ telah menukil adanya
ijma’ di kalangan para ulama akan kewajiban membayar mahar. Dalam hal ini,
beliau berkata, “Para ulama kaum muslimin berijma’ bahwa tidak boleh

seorang laki-laki menggauli seorang perempuan di dalam pernikahan tanpa

132 KHI merupakan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dalam sistem Hukum Nasional
berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang memuat tentang pernikahan, kewarisan, dan
perwakafan yang secara terstruktur disusun atas dasar hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
(Ahmad Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Malang: Gema Insani
Press, 1996)).

133 MR. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia nLegal
Center Publishing, 2007), 149-150.

134 Kompilasi Hukum Islam pasal 30.

135 Kompilasi Hukum Islam pasal 31.

136 Kompilasi Hukum Islam pasal 32.

137 Seorang ulama ahlussunnah terkenal, ahli hadis, ahli fikih, ahli genealogi dan sejarah dari
madzhab Maliki. Beliau berasal dari Spanyol. Jabatan beliau sekarang sebagai hakim kota Lisbon
dan Santarem, Portugal.
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mahar yang ditentukan, baik berupa utang maupun tunai”’. Adapun perbedaan
pendapat antara madzhab Hanafi dengan madzhab Syafi’i hanya terletak pada
mekanisme penyebutan mahar di dalam akad nikah. Ulama Hanafiyah
menghendaki mahar tidak perlu disebut dalam akad, karena entitas mahar

sudah hal yang wajib dalam akad.*®

Sedangkan madzhab Syafi’i, dengan ihtiyath (sikap kehati-hatian)
dari funding father’snya, yaitu Imam Syafi’i mempunyai pendapat bahwa
mahar wajib disebutkan dalam akad. Hal ini dikarenakan adanya proses
persenggamaan setelah akad nikah, dan mahar tersebut sebagai bukti atas
kebolehannya. Para ulama menetapkan beberapa persyaratan tertentu terkait
mahar dalam pernikahan. Ad-Dardiri**® dalam sebuah karyanya pernah
mengatakan bahwa persyaratan dalam substansi mahar itu ditetapkan syarat-
syarat yang sama dengan syarat-syarat harga sebuah barang. Artinya, mahar
harus berupa harta bernilai, suci, dan dapat dimanfaatkan, dapat

diserahterimakan, serta dapat diketahui dengan jelas. 4

Ibnu Qudamah juga menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak boleh
dijadikan harga dalam jual beli, misalnya sesuatu yang diharamkan atau
sesuatu yang tidak ada ditempat atau sesuatu yang tidak dapat diketahui
ndengan jelas, serta tidak mengandung manfaat maka tidak boleh dan tidak sah

dijadikan mahar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah jasa atau

138 Umar Sulaiman al-Asyqar, Pernikahan Syar’i, (Solo: Penerbit Tiga Serangkai, 2015), 284-285.
139 Seorang ulama besar ahli fikih, ahli hadis dan pengikut setia Imam malik.

140 Ahmad bin Muhammad Ad-Dariri, asy-Syarh ash-Shaghir ‘ala Aqrab al-Masalik ila Madzhab
Malik, (Mesir: Daar al Ma’arif, 1392 H), 66-69.
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manfaat untuk dijadikan sebagai mahar. Imam Syafi’i dan Imam Ahmad
membolehkannya. Imam an-Nawawi berargumen sebagai berikut, “Setiap
pekerjaan atau jasa yang bisa diberikan upah daripadanya boleh menjadi
mahar dalam pernikahan, seperti mengajari al Qur’an, keahlian dalam
membuat barang, menjahit, melayani seseorang, mendirikan bangunan dan
sejumlah pekerjaan lainnya”. Sebaliknya, Imam Hanafi justru melarang jasa
dan pekerjaan untuk dijadikan mahar. Sementara dalam madzhab Maliki ada
tiga pendapat, yaitu diperbolehkan, dilarang dan dimakruhkan. Namun,

pendapat yang paling masyhur dalam madzhab ini adalah dimakruhkan.#!

Syariat Islam tidak membatasi kadar mahar yang diberikan suami
kepada istrinya. Agama menyerahkannya kepada masyarakat untuk
menetapkannya menurut adat yang berlaku di kalangan mereka dan
berdasarkan kemampuan. Nash yang tertera dalam Al Qur’an dan hadis hanya
menetapkan bahwa mahar haruslah berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat

kadar banyak dan sedikitnya.

Mahar atau maskawin dapat berupa mengajar Al Qur’an, seperti yang
telah diriwayatkan oleh Rasulullah saw. Ketika itu, beliau menikahkan seorang
sahabatnya dengan mahar bacaan Al Qur’an. Suatu riwayat juga mengatakan
bahwa Rasulullah saw tidak suka kalau mahar dalam pernikahan itu mahal,
sebaliknya beliau suka jika mahal tersebut dipermudah.'? Rasulullah saw

telah bersabda,

141 Umar Sulaiman al-Asyqar, Pernikahan Syar’i..., 286.
142 |Imam Syaukani, Nailul Authar Volume vi, (Beirut: Daar al Fikr, 1997), 187.
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ey Uen S8 Lasdy gl pom 5 IS5 sy g Lnjgn 2t S0 0
Artinya : “Wanita yang paling banyak mendapatkan karunia ialah yang

ringan maskawinnya, yang mudah menikahinya, dan yang baik budi

pekertinya. Wanita yang paling celaka ialah wanita yang mahal
s 143

maskawinnya, susah menikahinya, dan buruk budi pekertinya”.
Menurut hukum Islam, mahar harus dibayar seluruhnya kepada pihak
perempuan dalam 2 (dua) keadaan, yakni ketika perempuan tersebut sudah
disetubuhi oleh suaminya secara realitas, dan ketika salah seorang suami atau
istri meninggal dunia sebelum mereka bersetubuh. Ada perbedaan pendapat
terkait pembayaran mahar secara utuh dan seluruhnya kepada pihak

perempuan, yaitu,4*

a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang suami sudah
pernah berduaan dengan istrinya di tempat yang sepi, maka sang istri sudah
berhak menuntut maskawinnya.#

b. Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam Dawud adh-Dzahiri berargumen
bahwa maskawin tersebut tidak bisa diminta seluruhnya, kecuali apabila
pasangan suami istri tersebut telah berhubungan intim. Berkhalwat atau
berduaan di tempat yang sepi hanya mewajibkan setengah dari

pembayaran maskawin.4®

143 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan No. 23957.

144 Al Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 133-138.

145 pasar hukumnya terdapat dalam hadis Abu Ubaidah dari Zaidah bin Abi Aufa tentang
ketetapan khulafaurrasyidin yang mengatakan bahwa apabila pintu telah ditutup dan kelambu
sudah dipasang, maka maskawin wajib dibayarkan. Dan dalam hal ini, Rasulullah saw bersikap
diam.

146 pasar hukumnya ialah QS. Al Bagarah : 237.
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6. Hikmah Mahar dalam Pernikahan

Mahar menjadi parameter keseriusan seorang laki-laki dalam

menikahi seorang perempuan yang dicintainya. Kualitas dan kuantitas dari

mahar bersifat fleksibel dan unik. Berikut hikmah mahar dalam

pernikahan, yaitu:

a.

Mahar sebagai simbolis atas kehormatan dan harga diri seorang
wanita.

Wanita yang paling berkah/ selalu mendapatkan karunia adalah yang
murah maharnya dan mudah dalam menikahinya, namun sulit dan
sangat berharga kesucian cinta dan kesetiaannya.

Mahar dapat membuat kenangna indah dan kado paling spesial
dalam pernikahan.

Mahar menjadikan kemuliaan dan kecantikan perempuan
meningkat, sehingga semakin dicintai oleh suaminya.

Mahar sebagai piranti ketaatan seorang perempuan kepada Allah swt
dan kepada suaminya.

Mabhar tidak bisa dinilai secara kuantitatif, melainkan tersirat makna
dan rasa yang luar biasa yang mendasari keharmonisan dan
kelanggengan dalam menjalin rumah tangga.

Mahar yang dibayar dengan segera saat akad nikah menunjukkan

bahwa ada rasa tanggung jawab, perjuangan, pengorbanan, dan
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ketulusan yang sangat besar dari pihak laki-laki untuk membimbing

dan mengarahkan istrinya menuju ridha Ilahi dan surgaNya.#’

B. KONSEP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Tidak
ada masyarakat jika tidak ada rumah tangga. Masyarakat besar terdiri dari
kelompok masyarakat kecil , dan masyarakat yang terkecil adalah rumah
tangga. Baik buruknya suatu masyarakat tertentu, tergantung pada baik
buruknya masyarakat kecil (suatu keluarga). Esensinya yakni keselamatan dan
kebahagiaan masyarakat besar bermuara dari keselamatan dan kebahagiaan
masyrakat kecil. Rumah tangga yang bahagia, mebentuk masyarakat yang
aman sentosa, dan sebaliknya rumah tangga yang kacau balau dan berantakan,
menjadikan sebab kacau balaunya serta bobrok dan hancurnya sebuah
masyarakat besar.14®

Rumah tangga adalah tempat keluarga mencurahkan rasa hatinya,
cintanya, dan kasihnya, baik antara suami dan istri atau antara anak dan orang
tua. Terdapat aksioma yang tidak terbantahkan lagi ialah bahwa rumah tangga
menjadi  tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Rumah tangga
merupakan suasana dimana terdapat pasangan suami istri yang sah yang
menjadi unsur utamanya dan dimana anak-anak dilahirkan serta dibesarkan.

Rumah tangga laksana sebuah kerajaan kecil, dimana sang ayah sebagai

147 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 439-440.
148 Masjkur Anhari, Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan,
(Surabaya: Penerbit Diantama, 2007), 37.
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penguasa yang dilandasi cinta dan kasih sayang sehingga dapat dirasakan
manisnya kehidupan dan perdamaian.

Jika berbicara tentang cita-cita rakyat Indonesia yaitu membangun
masyarakat adil makmur, bebas dari ketakutan dan kelaparan, tidak ada
kekacauan yang menggelisahkan dan gangguan yang menggoncangkan, maka
yang perlu diselamatkan dan dimakmurkan pertama-tama ialah unit terkecil
yaitu rumah tangga.*4°

Rumah tangga yang sehat dan teratur akan melahirkan keluarga dan
masyarakat yang sehat dan teratur pula. Bagi anak-anak, kebahagiaan di masa
depan, sengsara atau menderita tergantung keadaan rumah tangga. Rumah
tangga yang aman dan damai akan lahir anak-anak yang segar, sehat, riang
gembira, dan beberapa sikap positif lainnya, akan tetapi jika seorang anak lahir
dari rumah tangga yang kacau dan berantakan, maka anak tersebut akan
menjadi anak yang nakal dan tidak mengenal kasih sayang, tidak menghargai
sesama manusia, dan tidak berbudi pekerti yang luhar. Keluarga juga
mempunyai tanggung jawab yang besar yaitu membina dan mendidik suatu
generasi bangsa agar tercipta keluarga yang rukun, aman, tentram serta sehat
jasmanai dan rohani.>°

Ketentraman dan ketenangan batin harus dapat diciptakan dalam
keluarga dengan belaian kasih sayang kedua orang tua. Hal ini dapat

mempengaruhi ikoim dan nuansa yang ada dalam suatu keluarga agar

199 Anhari, Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan..., 38.
150 1pjd. 39.
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kehidupan rumah tangga menjadi baik, tentram, dan penuh dengan ketenangan
batin. Suasana cinta dan kasih satang yang diciptakan oleh semua elemen
dalam satu keluarga akan membentuk sebuah karakter keluarga yang sehat dan
sejuk. Inilah yang dinamakaan keluarga yang harmonis.

Berbicara terkait rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari sosok
seorang ayah, ibu dan juga anak. Seorang ayah sebagai kepala keluarga yang
bertugas melindungi, mengayomi dan sebagai penentu kebijakan dalam rumah
tangga haruslah mempunyai sikap yang tegas, sebagai suri tauladan yang baik
untuk anak dan istri serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
Sedangkan seorang ibu mempunyai téugas yang tidak kalah besarnya denga
seorang ayah, yakni sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya kelak, sebagai
penyejuk dan parameter kebahagiaan suami serta sebagal seseorang yang
faham dan mampu dalam memanage dan mengelola keuangan rumah
tangga.®*

Baik buruknya keadaan anak waktu dewasa, tergantung kepada
pendidikan yang diterimanya waktu kecil. Kalau seorang ibu membiasakan
memberi pendidikan karakter yang baik dan santun terhadap anak, kelak jika
seorang anak tumbuh dewasa nanti akan mempunyai sifat-sifat yang baik pula,
seperti sifat jujur, santun, penuh kasih sayang, disiplin, bertanggung jawab dan
masih banyak sifat baik lainnya. Segala hal yang terjadi dalam rumah tangga

dan keluarga, mulai perasaan, perilaku dan pergaulan orang tua, baik di rumah

151 Azizah Hefni, 7 Amalan Meraih Keberkahan Rumah Tangga, (Jakarta: Qultum Media, 2017),

23.
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atau dengan orang lain akan sengat berpengaruh terhadap psikis dan psikologi
seorang anak.!®?

Hidup berumah tangga pada dasarnya tidaklah berbeda dengan
kehidupan sosial yang lain. Artinya, seseorang yang akan menjalin kehidupan
rumah tangga memiliki kebebasan untuk memilih mana sosok yang akan
dijadikan teman atau sahabat dan mana yang tidak. Begitu juga dalam memilih
calon pasangan. Deferensiasinya, dalam berumah tangga pilihan itu sangatlah
terbatas hanya terhadap seorang yang dicintai. Seseorang yang mempunyai
pasangan lebih dari satu orang, berarti ia tidak faham akan keterbatasan dalam
memilih pasangan yang sejatinya itu adalah hal pokok yang harus difahami
oleh siapa saja yang hendak menikah. Keterbatasan yang dimaksud juga terkait
perasaan berbagi dalam suka maupun duka. Oleh karenanya, memilih calon
pasangan sangatlah berbeda dengan memilih teman.%3

Kekurangan dan kelebihan seseorang yang hendak dijadikan sebagai
calon pendamping seumur hidup, dan dalam proses berumah tangga nantinya,
akan menemukan polemik dalam mencari pasangan yang cocok dan serasi.
Polemik yang terjadi tidak hanya melulu terkait persoalan ekonomi dan
kedewasaan seseorang, melainkan terkait jati diri sebagai sosok agamis dan
akademis misalnya, yang terkadang bahkan sering masih terlibat kasus tercela
yang merugikan orang lain. Di satu sisi, kehendak untuk menikah karena ingin

melepas masa lajang dan ingin memperoleh keturunan menafikan polemik-

152 Anhari, Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan..., 41.
153 A, Fatih Syuhud, Keluarga Sakinah: Cara Membina Rumah Tangga harmonis, bahagia dan
berkualitas, (Malang: Pustaka Al Khoirot, 2013), 11.
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polemik yang muncul ke permukaan dalam wacana kehidupan seseoramg. Hal
ini disebabkan karena ketinggian dan kealiman wawasan keilmuau seseorang
hanyalah salah satu prasyarat menjadi individu agamis, bukan satu-satunya.
Masih ada 2 (dua) syarat lagi yang harus dipenuhi yaitu iman dan akhlakul
karimah. >
Kebutuhan seseorang akan jasmani dan rohani tidak bisa dipungkiri
lagi. Artinya, seseorang yang mempunyai akal sehat tentu akan memikirkan
masa depannya sebaik mungkin, sehingga dalam hal membangun bahtera
rumah tangga tidak akan salah memilih pasangan dan berakhir dengan kecewa
dikemudian hari.
1. Definisi Keharmonisan dalam Rumah Tangga
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), derifasi dari
kata harmonis adalah harmoni yang berarti pernyataan rasa, aksi,
gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian.'® Jika kata harmonis
mendapat awalan ke- dan akhiran —an, maka mempunyai maksud kata
sifat/adjektive. Artinya, harmonis adalah sebuah sifat/ perangai yang
disematkan pada suatu hal.*>® Secara terminologi, keharmonisan berarti
sifat selaras, sepadan yang ditunjukkan melalui sikap dan tutur kata yang
menyejukkan.  Keharmonisan juga identik dengan usaha dan

manifestasi cinta dan kasih sayang yang dibangun di atas fundamental

154 A, Fatih Syudud, Pribadi Akhlakul Karimah, (Malang: Pustaka Al Khoirot, 2011), 06-08.

155 Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), 309.

156 Dikutip dari situs dosenbahasa.com dengan link https://dosenbahasa.com/makna-imbuhan-
ke-an-dan-contohnya-dalam-kalimat diakses pada 24 Juni 2019.
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yang kuat dan kokoh. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai
keselarasan dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga
khususnya.®’

Arti dari istilah Keharmonisan dalam Rumah Tangga ialah
keluarga yang mengutamakan dan mengoptimalkan rasa harmonis
sehingga menciptakan keluarga yang berkualitas. Berbagai macam cara
untuk menciptakan rasa harmoni dalam keluarga, antara lain dengan
bersikap saling menjaga kerukunan antara suami istri, tertib, disiplin,
saling menghargai satu sama lain, penuh pemaaf, saling tolong
menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, saling
menjaga dan menghormati tetangga, taat beribadah, memanfaatkan
waktu luang dengan mengerjakan hal-hal positif dan senantiasa menjaga
prinsip kebahagiaan.*®

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat.
Keluarga mengkonstruksi seseorang mendapatkan ajaran serta
penanaman nilai-nilai serta segala hal yang dibutuhkan dalam
masyarakat, baik dari segi unsur agama, sosial, budaya maupun yang
berkaitan dengan manner dan attitude dalam bersosialita dengan
masyarakat. Dalam agama Islam, keluarga atau rumah tangga yang

harmonis adalah refleksi dari keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Bentuk dari pengejawantahan keluarga yang demikian ini, sangatlah

157 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1989), 299.
158 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) 111.
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relevan dengan landasan dalam berkeluarga yang menjunjung nilai-nilai
ajaran agama Islam dan bukti ketagwaan kepada Allah SWT .1

Keluarga harmonis hanya akan tercipta jika masing-masing
anggota keluarga bisa merasakan arti sebuah kenyamanan secara psikis.
Oleh karenanya, secara psikologis, terdapat sedikitnya 2 (dua) hal pokok
arti keharmonisan itu sendiri, yaitu pertama, tercapainya keinginan-
keinginan, cita-cita dam berbagai macam harapan dari semua elemen
keluarga. Kedua, meminimalisir terjadinya konflik dalam internal
keluarga, terlebih urusan yang menyangkut kepentingan pribadi atau
individualistik maupun antar personal.'®

Ali Qaimi berpendapat bahwa, kriteria keluarga harmonis itu
keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang,
keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat berbalut belas kasih
serta pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta
saling membantu dan bekerja sama.*®* Sementara itu, di sisi lain Zakiah
Dradjat berasumsi terkait keluarga harmonis yang dirumuskan menjadi
keluarga bahagia, apabila kedua pasangan (suami-istri) tersebut saling
menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai

satu sama lain, dan saling mencintai.®

159 Mohammad Fauzil Adzim, Kupinang Engkau..., 17-19.

160 Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia Edisi 4, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara,
1982), 2-4.

161 Ali Qaimi, Menggapai Langit Masa Depan Anak, (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

162 7akiah Dradjat, Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),
9.
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Suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan
membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka
mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama
lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta
dapat menerima peran sebagai orang tua, hal ini juga merupakan
cerminan dari keluarga harmonis dan bahagia.'%®

Sebuah penelitian yang ditulis oleh Ananda K. S,
menyebutkan bahwa otak pria dan wanita itu memiliki struktur dan cara
kerja yang berbeda. Oleh karena hal tersebut, tidak jarang keharmonisan
dalam rumah tangga harus kandas dan berujung konflik yang
berkepanjangan. Penelitian tersebut menyebutkan, wanita lebih pandai
berkomunikasi dibandingkan dengan pria. Fokus otak wanita adalah
menemukan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Wanita
cenderung pintar dalam menggunakan kata-kata dan gestur, seperti
emosi, empati, dan nada suara. Sementara itu, pria lebih berorientasi
pada tugas. Seorang pria cenderung sedikit bicara dan banyak bertindak.
Pria susah memahami emosi yang tidak dibicarakan.®*

Hal inilah kemudian menjadi alasan mengapa pria terkadang

sulit berkomunikai dengan wanita. Cara pria dalam berinteraksi dengan

sesama pria akan banyak berbeda dengan ketika wanita berinteraksi

163 Hurlock, EB., Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan,
(Jakarta: Erlangga, 1999), 299.

164 Ananda K. S., 8 Perbedaan Penting Antara Pria dan Wanita, dalam
http://www.merdeka.com/gaya/8-perbedaan-penting-antara-pria-dan-wanita.html. Diakses
pada tanggal 24 Juni 2019.
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dengan sesama wanita. Kendati demikian, dalam menjalin mahligai
rumah tangga kedua unsur antara pria dan wanita saling berinteraksi.
Jika masing-masing individu tidak mampu bersikap adaptif dan saling
memahami satu sama lain, maka besar kemungkinan keharmonisan itu
akan sulit tercapai. Sikap transparansi, kepekaan, dan sikap saling
menyempurnakan kekurangan masing-masing dari pasangan menjadi
bekal dan instrumen untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah

tangga.'®®

2. Syarat-Syarat dan Kriteria Sebuah Keharmonisan

Keluarga merupakan komponen utama dalam membentuk
watak, sifat dan kepribadian seseorang agar orang tersebut bisa menjadi
pribadi yang bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Keluarga juga
mempunyai peranan dalam membentuk kepribadian seorang remaja.
Dalam keluarga yang sehat dan harmonis, seorang anak akan mendapat
latihan-latihan dasar dalam mengembangkan sikap sosial yang baik dan
perilaku yang terkontrol.

Selain hal tersebut, seorang anak juga akan memperoleh
pengertian tentang hak, kewajiban, tanggung jawab serta belajar
bekerja sama dan berbagi dengan orang lain. Keharmonisan juga akan
tercipta melalui keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat ialah

keluarga yang diwarnai dengan kehangatan dan keakraban. Lingkungan

165 7akiah Dradjat, Ketenangan dan Kebahagiaan..., 15-17.
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keluarga yang kurang harmonis, sering kali dianggap memberikan
konstribusi terhadap munculnya kenakalan pada remaja. Hal ini bisa
terjadi karena keluarga yang tidak harmonis membuat persepsi rumah
sebagai tempat yang tidak menyenangkan bagi anggota keluarga,
kemudian melakukan perbuatan yang melanggar norma masyarakat
merupakan salah satu cara untuk menilai bahwa keluarga tersebut
kurang harmonis.

Penelitian yang dilakukan oleh Hawari (1997), menyebutkan
bahwa terdapat 3 (tiga) kondisi dalam sebuah mahligai keluarga, yaitu
keluarga berantakan (tidak harmonis), keluarga yang biasa-biasa saja,
dan keluarga yang harmonis.*®” Keharmonisan dalam keluarga bisa
diartikan keserasian, kecocokan, atau keselarasan antar anggota
keluarga yang mencakup bapak, ibu, dan anak. Keluarga yang harmonis
bisa tercipta dengan memenuhi standart kebahagiaan salah satu anggota
keluarga serta sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan beberapa
anggota keluarga lainnya.

Secara pendekatan psikologi hukum keluarga, syarat-syarat
keluarga dikatakan harmonis, ialah:*68
a. Tercapainya keinginan-keingina, cita-cita dan harapan-harapan

dari semua anggota keluarga.

166 Uswatun Qasanah, Peran Keharmonisan Keluarga Dan Konsep Diri Terhadap Perilaku Seksual
Pranikah Remaja Putri, ---Tesis (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 15.

167 D. Hawari, Marriage Conselijng (Konsultasi Perkawinan), (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), 72.

168 Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia 4, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),
2.
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b. Meminimalisir terjadinya konflik dalam pribadi masing-masing
maupun antar pribadi dalam sebuah keluarga.

c. Seorang suami dan istri memperoleh kebahagiaan bersama dan
membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka
mainkan bersama. 6

d. Menciptakan kehidupan beragama dan menumbuhkan semangat
religius dalam keluarga.

e. Mempunyai waktu bersama keluarga di tengah kesibukan dan
aktifitas keseharian.

f. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

g. Saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat antar

anggota keluarga.1®

Adapun kriteria keluarga yang harmonis menurut Singgih D.

Gunarsa, dan Yulia Singgih D. Gunarsa sebagai berikut,"

a. Apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia. Hal ini bisa
ditandai dengan berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan
puas tergadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang
meliputi eksistensi dan aktualisasi diri dalam kaitannya dengan

aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

169 Singgih D. Gunarsa, dan Yulia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga,
(Jakarta: Gunung Mulia, 1991), 51.

170 jyrnal Sosiologi Indonesia, Persepsi Terhadap Keharmonisan Keluarga, self Disclosure dan
Deliquency. Mei 2014 vol. 4 No. 2 halaman 178-179.

71 yylia Singgih D. Gunarsa, Psikologi Praktis Anak Remaja..., 202-203.
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b. Sikap saling menerima, artinya menerima dengan segala
kekurangan, kelemahan, dan kelebihan antar anggota keluarga
serta diakui keberadaannya dalam keluarga.

c. Saling mencintai dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam
lingkungan keluarga.

d. Sikap kedewasaan diri dalam memainkan peran sesuai dengan
entitasnya masing-masing dari suami dan istri yang merupakan
kunci utama keharmonisan dalam keluarga.

e. Menajaga sikap perhatian dan kepekaan dalam keluarga,
khususnya ketika terdapat sebuah masalah yang bisa mengancam

kebahagiaan keluarga.

Kunci utama keharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya
terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri. Karena kecilnya
kesepahaman dan minimnya usaha untuk saling memahami ini akan
membuat keluarga menjadi rapuh. Semakin banyak perbedaan antara
kedua belah pihak, maka akan semakin besar pula tuntutan
pengorbanan yang dilakukan. Rencana kehidupan yang dilakukan oleh
kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh, karena
dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan
datang dan yang akan terjadi sehingga bisa saling membantu demi misi

keluarga bahagia.!’

172 sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia 2, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),

80-81. .
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3. Keharmonisan Keluarga dalam Islam

Setiap orang yang ingin berumah tangga atau orang yang

sudah berumah tangga, pasti menginginkan bagtera keluarganya

menjadi keluarga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah dan

rahmah. Oleh karena hal tersebut, seorang suami dan istri menjadi

penentu keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan yang

sebenarnya ialah untuk mencapai ridha ilahi agar selalu berada di jalan

yang lurus menuju surgaNya.

Terdapat beberapa cara menjaga keharmonisan rumah tangga

menurut agama Islam, yaitu:

a.

b.

Perlakukan pasangan dan keluarga dengan baik dan untuk ketaatan.
Saling memahami antar anggota keluarga.

Menjaga sikap jujur antara masing-masing anggota keluarga.'’
Saling menghormati.

Berusaha menyenangkan pasangan.

Menjaga ketaatan dalam syariat Allah SWT, baik dalam bersikap
maupun dalam berbicara.

Menjaga toleransi, solidaritas serta kepedulian.

Memanggil dengan panggilan sayang.

173 |ta Ariskaita, Indikator Keluarga Saakinah, dalam
https://ariskaita.wordpress.com/2014/06/03/indikator-keluarga-sakinah/. Diakses pada tanggal

22 Agustus 2019.
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i. Berusaha mandiri demi mencukupi kebutuhan bersama-sama, dan
menghindari sikap membanding-bandingkan dengan yang lain.

j. Mencari solusi bersama atas sebuah konflik yang terjadi.1™

Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota
keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Oleh karenanya
diperlukan sedikitnya 3 (tiga) pilar untuk membangunnya. Ketiga pilar

yang dimaksud sebagai berikut,'’
a. Pemenuhan Aspek Infrastruktur (sandang, pangan, papan)

Setiap orang pasti ingin agar segala kebutuhan yang
bersifat manusiawi terpenuhi dan tercover dengan baik.
Kebutuhan yang berhubungan dengan sandang, pangan dan
papan/ tempat tinggal yang biasa disebut dengan kebutuhan
primer menjadi tolok ukur kebahagiaan dan kesuksesan dalam
berumah tangga. Bagi keluarga modern, perlu juga pemenuhan
kebutuhan berupa kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi,

dan komunikasi.

Tingkat perekonomian yang stabil juga memegang
peranan penting untuk kebahagiaan sebuah keluarga. Satu hal

yang bisa dilakukan agar ekonomi bisa stabil ialah perlu adanya

174 Udin Juhrodin, Indikator Keluarga Sakinah, dalam https://atcontent.com. Diakses pada tanggal
22 Agustus 2019.

175> Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2014),
66-70.
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perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan/ kejujuran

dalam hal keuangan antar anggota keluarga.

b. Keharmonisan

Tidak hanya cinta yang dibutuhkan dalam keluarga,
melainkan keharmonisan sangatlah perlu diwujudkan. Pasalnya,
dewasa ini banyak keluarga mengalami tantangan berat sebagai
dampak dari modernisasi dan globalisasi terhadap kehidupan
keluarga. Sebuah keputusan yang dianggap final, yaitu perceraian
sering kali muncul di benak keluarga yang baru menerima ujian
konflik rumah tangga. Selanjutnya, hal ini menimbulkan dampak
negatif berupa kesepian, frustasi, kesenjangan antar kelyarga
yang disebabkan oleh salah faham dan ketidakmampuan menjaga
komunikasi dalam rutinitas dan kesibukan sehari-hari. Untuk itu,
manajemen waktu merupakan pertimbangan yang sangat efektif
dan efisien dan menjadi solusi yang tepat ditengah konflik

keluarga.t’®

Keluarga harmonis dapat dimanifestasikan dengan cara
mengakomodir perbedaan kepribadian, pengalaman, dan
penyesuaian perbedaan gaya hidup yang dilakukan dengan ramah

dan senang hati. Sehingga dengan perbedaan inilah dapat

176 Denni Annur Diansyah, “Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan
Terpidana Narkoba (Studi Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang )”, Skripsi— (Malang: UIN Maulana
Malik lbrahim, 2018), 34.
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menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai antar

sesama.l’’

c. Kasih Sayang

Kasih sayang yang sejati ialah dengan melalui gerbang
yang bernama pernikahan. Beberapa instrumen terkait yang bisa
menyebabkan seorang perempuan menjadi sah bersanding
dengan laki-laki dan begitu sebaliknya, dalam persoalan nadanya
mahar yang disepakati kedua belah pihak misalnya. Hal ini
menjadi penting karena pernikahan mempersatukan rasa kasih
sayang atas kehendak Allah SWT sang pemberi cinta kasih dalam

ikatan sakral dan suci tersebut.1’®

177 Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam..., 95-96.
178 Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis”, Jurnal—
(BINUS University, Jurnal HUMANIORA Vol. 4 No. 2 Oktober 2013), 1149.
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MAHAR MENURUT KALANGAN ABANGAN, SANTRI DAN

PRIYAYI PADA MASYARAKAT KOTA SURABAYA

A. Letak Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur. Kota yang
dikenal sebagai kota pahlawan tersebut memiliki sejuta pesona bagi para
sejarawan dan budayawan bangsa Indonesia. Kota yang dijuluki sebagai kota
metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta tersebut terletak 800 km sebelah
timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Kota Surabaya
terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat
Madura serta Laut Jawa.

Hari jadi Kota Surabaya diperingati pada tanggal 31 Mei setiap
tahunnya. Usia Kota Surabaya per — tahun 2020 mencapai angka 726 tahun,
yang berarti usia Kota Surabaya sudah tidak muda lagi menurut ukuran umur
manusia. Walikota Surabaya diamanahkan kepada Ir. Tri Rismaharini, M.T.
yang dipercaya oleh masyarakat sebagai orang nomor satu yang paling
berpengaruh di Surabaya. Luas kota Surabaya mencapai +326,81 km? dengan
total penduduk per —tahun 2019 mencapai 3.457.409 jiwa. Adapun masyarakat
Kota Surabaya dikategorikan menurut tipologinya terdiri dari masyarakat suku
Jawa, Madura, Tionghoa, dan Arab. Masyarakat Kota Surabaya menganut
agama yang beraneka ragam dengan prosentase; agama Islam (85,41%), agama

Kristen (12,87%) dengan perincian Protestan (8,92%) dan Katolik (3,95%),
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agama Buddha (1,46%), agama Hindu (0,24%), dan agama Konghucu
(0,02%).17

Sebagaimana kota — kota yang lain di Jawa Timur, Kota Surabaya
memiliki ciri khas tersendiri di bidang bahasa, yaitu masyarakatnya dalam
melakukan komunikasi sehari — hari menggunakan bahasa Jawa, bahasa
Madura, bahasa Tionghoa, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Kota Surabaya
yang notabenenya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dalam
teritorial Indonesia memiliki 31 kecamatan dengan 163 kelurahan. Kota
Surabaya memiliki sebuah Bandara yang sangat terkenal yaitu International of
Juanda Airport yang berada 20 km di sebelah selatan kota, serta dua Pelabuhan
yaitu Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung.

Kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan karena memiliki
konektivitas sejarah yang sangat diperhitungkan dan diperjuangkan oleh arek
— arek Suroboyo (pemuda - pemuda Surabaya) dalam mempertahankan
kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Secara filosofis, arti
kata Surabaya mempunyai substansi perjuangan antara darat dan air. Hal ini
muncul karena adanya mitos pertempuran antara ikan sura (ikan hiu) dan boyo
(buaya darat), yang menimbulkan asumsi bahwa terbentuknya kota Surabaya
muncul setelah terjadinya perhelatan tersebut.

Bukti sejarah menunjukkan bahwa Kota Surabaya sudah ada jauh

sebelum zaman kolonial Belanda sebagaimana termaktub dalam prasasti

179 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diakses pada tanggal 10 November
2019.
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Trowulan | pada tahun 1358 M. Dalam prasasti tersebut, Kota Surabaya masih
berwujud sebuah desa di tepi sungai Brantas. Asal usul Kota Surabaya juga
terdapat dalam Pujasastra Kakawin Nagarakretagama yang ditulis oleh Empu
Prapanca yang bercerita tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk pada
tahun 1365 M dalam pupuh XVII (bait ke-5, baris terakhir).

Surabaya secara geografis berada pada 07°09°00" - 07°21°00" Lintang
Selatan dan 112°36° - 112°54" Bujur Timur. Secara prediksi geologi, Kota
Surabaya terdiri dari Daratan Alluvium, Formasi Kabuh, Pucangan, Lidah,
Madura, dan Sonde. Sedangkan untuk wilayah perairan, Kota Surabaya tidak
berada pada jalur sesar aktif maupun berhadapan langsung dengan samudera,
sehingga relatif aman dari bencana alam seperti, gempa bumi, longsor, dan
banjir.

Secara topografi, Kota Surabaya terletak di tepi Pantai Utara Provinsi
Jawa Timur. Episentrumnya berbatasan dengan selat Madura di sebelah utara
dan timur, kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, serta kabupaten Gresik di
sebelah barat. Wilayah Surabaya Sebagian besar merupakan dataran rendah
yaitu 80,72% dengan ketinggian antara -0,5 — 5 m SHVP atau 3 — 8 m di atas
permukaan air laut, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang
terletak di wilayah Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,25%).

Kota Surabaya memiliki iklim tropis sebagaimana kota — kota besar
di Indonesia pada umumnya sehingga memiliki konsekuensi dua musim dalam
satu tahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di Kota

Surabaya rata — rata berkisar pada angka 165,3 mm. Curah hujan dalam
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kapasitas tertinggi di atas 200 mm terjadi pada bulan Januari hingga Maret dan
November hingga Desember. Sementara suhu udara rata — rata di Kota

Surabaya berkisar antara 23,6°C hingga 33,8°C.180

B. Mata Pencaharian Masyarakat Kota Surabaya

Masyarakat Kota Surabaya memiliki keunikan dengan masyarakat
lain di luar Kota Surabaya dalam hal mata pencaharian dan pekonomian
khususnya. Hal ini dapat dilihat bagaimana iklim pada masyarakat Kota
Surabaya cenderung modern dan milleneal. Adanya teknologi yang sudah
semakin canggih dan pendidikan masyarakat Kota Surabaya yang realatif
tinggi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan mata
pencahariannya.

Kota Surabaya memiliki 31 kecamatan yang tersebar pada 5 wilayah,
yaitu Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Timur dan
Surabaya Pusat. Kecamatan yang berada di Surabaya Barat meliputi
Kecamatan Benowo, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Lakar Santri,
Kecamatan Pakal, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Sukomanunggal, dan
Kecamatan Tandes. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di wilayah
Surabaya Barat adalah pedagang dan pengusaha. Hal ini disebabkan karena
iklim di wilayah tersebut terbilang cukup ekstrim karena di wilayah tersebut
terjadi mobilisasi perdagangan dan pusat logistik yang berasal dari Kota

Gresik, Lamongan, dan sekitarnya. Selain itu, wilayah tersebut sebagai pusat

180 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota Surabaya diakses pada 8 Januari 2020.
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akses perdagangan melalui jalur darat dan jalur laut. Di wilayah tersebut juga
terdapat Pelabuhan Tanjung Perak yang sangat terkenal di Indonesia.'8!

Surabaya Selatan memiliki 8 kecamatan yang tersebar di Kecamatan
Dukuh Pakis, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan
Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Sawahan, Kecamatan
Wonokromo, dan Kecamatan Wonocolo. Masyarakat di wilayah ini
mempunyai keterampilan tersendiri dalam hal pekerjaan yang diminati. Pada
umumnya, mata pencaharian masyarakat di wilayah ini bekerja sebagai tenaga
pendidik, investor, pedagang, dan pengrajin. Wilayah Surabaya Selatan juga
dikenal sebagai wilayah sub-tropis yang mana membuat masyarakatnya
mempunyai pemikiran — pemikiran positif untuk mewujudkan segala hal yang
diinginkan.

Surabaya Utara memiliki wilayah yang cukup luas dibandingkan
dengan wilayah — wilayah yang lain. Pasalnya, meskipun wilayah ini hanya
memiliki 5 kecamatan, namun persebaran masyarakat begitu masif dan teratur.
Beberapa kecamatan yang berada di wilayah ini ialah Kecamatan Bulak,
Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian,
dan Kecamatan Semampir. Wilayah — wilayah ini cenderung memiliki
hamparan tanah yang sangat luas dan penghijauan yang memadai. Hal ini

dikarenakan ekosistem yang seimbang dan sanitasi air yang bagus sehingga

mewujudkan sebuah wilayah yang memiliki nilai eksotik yang tinggi. Wilayah

181 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2007 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan diakses pada 23 Januari 2020
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ini juga memiliki destinasi wisata yang cukup mampu menarik pesona
wisatawan lokal maupun mancanegara seperti keindahan Pantai Wisata
Kenjeran, Gardu Pandang Bibir Pantai Kenjeran, Atlantic Park, Kenjeran Park,
Taman Sakura, Hutan Bambu, dan Jembatan Suramadu. Hal inilah yang
menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar wilayah utara.*?

Surabaya Timur memiliki 7 kecamatan yaitu Kecamatan Gubeng,
Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Rungkut,
Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Tambasari, dan Kecamatan Trenggilis
Mejoyo. Mata pencaharian masyarakat di wilayah ini mayoritas sebagai buruh
pabrik atau bekerja di bidang industri. Hal yang menarik dari masyarakat disini
ialah mempunyai semangat dan dedikasi yang tinggi dalam bekerja sehingga
ekonomi masyarakat relatif lebih tinggi daripada masyarakat Surabaya di
wilayah lainnya.

Surabaya Pusat merupakan wilayah dimana terdapat pemerintahan
pusat Kota Surabaya yang menajdi sentralistik masyarakat dengan pemerintah
Kota Surabaya. Surabaya Pusat mempunyai 4 kecamatan diantaranya
Kecamatan Bubutan, Kecamatan Genteng, Kecamatan Simokerto, dan
Kecamatan Tegalsari. Mata pencaharian masyarakat di wilayah ini sangat
variatif, dimulai dari pedagang kaki lima, tenaga pendidik, pengusaha,

Aparatur Sipil Negara (ASN), dan birokrasi. Pendapatan perkapita penduduk

182 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendagri
nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diakses pada
23 Januari 2020.
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di wilayah ini terbilang high — class karena didukung oleh fasilitas dan

pelayanan yang memadai dan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

183

Secara lebih cermat bisa dilihat dalam tabulasi berikut ini,

No.

Pembagian Wilayah Kota Surabaya

Kecamatan

Surabaya Barat

Benowo,

ASemrowo,

Lakar Santri

Pakal,

Sambikerep

Sukomanunggal

Tandes

Surabaya Selatan

Dukuh Pakis

Gayungan

Jambangan

Wiyung

Karangpilang

Sawahan

Wonokromo

Wonocolo

Surabaya Utara

Bulak

Kenjeran

Krembangan

Pabean Cantian

Semampir

Surabaya Timur

Gubeng

183 https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_kelurahan diakses pada 23 Januari 2020.
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Gunung Anyar

Mulyorejo

Rungkut

Sukolilo

Tambasari

Trenggilis Mejoyo

5. | Surabaya Pusat Bubutan

Genteng

Simokerto

Tegalsari

C. Tipologi Masyarakat Kota Surabaya

Tipologi masyarakat diartikan sebagai dua komponen yang berbeda
yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Suku bangsa asli yang
menjadi mayoritas di Kota Surabaya adalah Suku Jawa dengan prosentase
sebanyak 83,68%. Ciri khas masyarakat Jawa di Kota Surabaya memiliki sifat
temperamental yang sedikit lebih keras dan egaliter. Hal ini dikarenakan
jauhnya jarak antara Kota Surabaya dengan keraton kehormatan yang ada di
Yogyakarta sebagai sentral kebudayaan Jawa menurut asumsi masyarakat Jawa
pada umumnya. Selain Suku Jawa, di Kota Surabaya juga terdapat suku lain,
dimana mereka menetap hingga memiliki keturunan. Beberapa suku yang
dimaksud adalah Suku Madura (7,5%), Suku Tionghoa (7,25%), dan Arab
(2,04%). Entitas Suku Madura di Kota Surabaya mayoritas sebagai perantauan

yang berasal dari Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda. Suku Tionghoa yang
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berada di Kota Surabaya juga merupakan perantau yang berasal dari Tiongkok
pada abad ke-13 hingga ke-20. Sedangkan Suku Arab di Kota Surabaya
umumnya merupakan keturunan Arab yang bertempat tinggal atau menetap di
Surabaya. Komunitas ini berada di Kawasan Masjid Ampel Surabaya. Suku
bangsa lain yang ada di Kota Surabaya meliputi Suku India, Suku Bali, Suku
Sunda, Suku Batak, Suku Bugis, Suku Banjar, Suku Manado, Suku
Minangkabau, Suku Dayak, Suku Toraja, Suku Ambon, Suku Aceh, Suku
Melayu, Suku Betawi serta warga asing. Namun, komunitas mereka sangat
minoritas.

Kota Surabaya juga dikenal sebagai salah satu pusat tujuan
Pendidikan tanah air. Pasalnya, kota ini menjadi tempat tinggal pilihan oleh
pelajar atau mahasiswa dari pelbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia.
Destinasi pendidikan yang berada di kota ini dimulai dari jenjang PAUD, TK,
SD, SMP, SMA dan yang sederajat baik negeri maupun swasta hingga
perguruan tinggi lengkap dengan segala keunggulan dan kelebihan di setiap
jenjangnya. Daya tarik Pendidikan di Kota Surabaya terfokus pada kualitas dan
kapabilitas keilmuan yang dimiliki oleh setiap jenjang pendidikan, dimana
pendidikan di kota ini terbilang sangat maju, modern, dan unggul. Tidak
sedikit para alumnusnya yang berkiprah dalam dunia pendidikan, politik,
ekonomi, hukum, pemerintahan, dan mewarnai setiap kawah candradimuka
bangsa ini.

Surabaya memiliki dialek khas bahasa Jawa yang dikenal dengan boso

Suroboyoan. Dialek ini diaplikasikan dan diinternalisasikan oleh masyarakat
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Kota Surabaya dan memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh wilayah
Provinsi Jawa Timur. Menariknya, dialek ini egaliter, blak — blakan, sehingga
masyarakat Kota Surabaya sangat fanatik dan bangga terhadap bahasanya.
Akan tetapi mayoritas penduduk Kota Surabaya masih menjunjung tinggi nilai
adat istiadat Jawa, khususnya dalam penggunaan Bahasa Jawa halus untuk
menghormati orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenal. Selain itu,
bahasa yang juga digunakan di Kota Surabaya menganut dialek khas afiliasi
antara bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Hokkien, bahasa Khek, dan
bahasa Mandarin. Meskipun begitu, seluruh penduduk Kota Surabaya tetap
menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional di dalam acara,

kegiatan, maupun komunikasi formal '8

D. Mahar dalam Pernikahan Berdasarkan Karakteristik Masyarakat Kota
Surabaya
Pernikahan secara Islam berarti suatu ikatan antara laki — laki dan
perempuan untuk memperoleh ridlo Allah SWT dengan tujuan menjalin hidup
bersama dan untuk memperoleh keturunan yang sah. Dalam Islam terdapat
rukun bab pernikahan yaitu adanya kedua mempelai (laki — laki dan
perempuan), adanya wali, adanya saksi, dan adanya ijab gobul. Selain rukun,
dalam pernikahan juga terdapat syarat wajib yang harus dipenuhi oleh
mempelai laki — laki untuk kemudian diberikan kepada mempelai perempuan

yaitu mahar.

184 hitps://www.uc.ac.id/tentang-uc/lokasi/tentang-surabaya/ diakses pada tanggal 09 Januari 2020.
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Mahar berkaitan erat dengan prinsip dasar agama Islam. Jika dalam
agama diatur tentang menjalin hubungan baik antar sesama manusia, maka
esensi mahar juga menjadi peranti adanya hubungan yang baik antara laki —
laki dan perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Agama menurut Clifford
Geertz, seorang ahli antropologi dari Amerika Serikat, mengemukakan bahwa
unsur intrinsik agama merupakan nilai — nilai budaya dimana ia melihat nilai —
nilai tersebut ada dalam suatu kumpulan makna. Artinya, setiap individu
menafsirkan pengalaman dan mengatur tingkah laku melalui nilai — nilai yang
disebut dengan agama. Dengan nilai — nilai tersebut, pelaku dapat
mendefinisikan dunia dan pedoman apa yang akan digunakannya.&

Clifford Geertz melakukan penelitiannya melihat agama Jawa sebagai
integrasi antara tradisi yang masih fanatik dengan unsur animisme agama
Hindu dengan agama Islam yang bersifat komprehensif. la kemudian
mengintrepetasikan orang jawa dalam 3 variabel, yaitu abangan, santri, dan
priyayi. Interpretasi ini didasarkan pada klausul stratifikasi sosial, aksioma
desa, mobilisasi pasar, dan birokrasi pemerintah. Hal ini cenderung melihat
masyarakat jawa sebagai preferensi etnis dan ideologi politik.

Ketiga variable tersebut mempunyai perbedaan dalam penerjemahan
makna agama Jawa melalui penekanan — penekanan unsur religi. Tidak
terkecuali Kota Surabaya. Di Kota Surabaya terdapat sebuah peninggalan dari

salah satu wali 9, Raden Rahmat, berupa bangunan Masjid Ampel. Masjid ini

185 Clifford Geertz, Tafsir Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius Press,1992), 3.



135

merupakan replika dari penerjemahan unsur religi dalam kaitannya dengan
makna agama Jawa.

Istilah Abangan menurut Geertz lebih menekankan pada kepercayaan
terhadap unsur — unsur tradisi lokal seperti tradisi upacara ritual yang disebut
dengan selametan, kepercayaan pada mitos, kepercayaan pada magic, dan
masih menjunjung tinggi nilai — nilai tradisi kejawen. Istilah santri
didefinisikan sebagai kepercayaan atas unsur — unsur Islam murni, unsur
ketauhidan, unsur keimanan dan ketaqwaan, dan pengalaman dalam bidang
perdagangan yang cukup memadai.

Sedangkan priyayi mempunyai arti sebagai orang yang lebih
menekankan pada unsur Hindu berikut konsep, ideologi, budaya, dan
tradisinya atau orang yang terlibat dalam sejarah birokratis aristokratis baik
pada unsur desa, kota, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga
nasional. Substansinya, variable priyayi terkonstruksi dari masa keraton hingga
masa globalisasi dan modernisasi.*

Mahar menurut masyarakat Kota Surabaya berdasarkan Abangan,
Santri, dan Priyayi sebagai berikut:

1. Masyarakat Abangan
Salah satu kategorisasi masyarakat Kota Surabaya ialah
masyarakat Abangan. Alasan akademik dalam menentukan responden
ini ialah berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama, responden sangat kental

menghubungkan segala aktifitasnya dengan adat istiadat nenek moyang

186 Clifford Geertz, The Religion of Java (Chicago: The University of Chicago Press,1976), 121 - 131
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berikut kebudayaan kuno yang dianut oleh para leluhurnya. Kedua, dari
soal wilayah. Surabaya selatan letaknya cukup jauh dari kanjeng Sunan
Ampel sebagai tokoh santri. Ini juga membuktikan bahwa responden
yang mewakili kelompok abangan ini sesungguhnya memang
masyarakat yang masih natural dalam memeluk sebuah kepercayaan
tertentu (animisme dan dinamisme).

Ketiga, faktor obyektifitas penelitian berdasarkan tokoh
masyarakat yang dituakan di daerah responden. Masyarakat di sekitar
wilayah tersebut berpendapat, bahwa responden merupakan warga asli
Kota Surabaya yang sangat dituakan dan menjadi sentral terkait
kegiatan-kegiatan adat, misalnya sekaten, sedekah bumi, labuh sesaji,
temu manten pegon dan lain sebagainya.

Beralamatkan di Kelurahan Jemurwonosari Gg.l No. 4, lbu
Suwono, seorang ibu rumah tangga tanpa suami yang mempunyai
rumah sederhana dan sudah tidak bekerja lagi. Beliau hanya
mengharapkan gaji pensiunan dari mendiang suaminya yang sudah
lama meninggal dunia. Dalam suatu kesempatan, beliau memaparkan
pendapatnya terkait mahar dalam pernikahan. Menurut beliau, mahar
dalam pernikahan sangatlah perlu, karena mahar merupakan adat
istiadat dari nenek moyang yang memang harus ada dan berbentuk
uang.

Secara adat istiadat, mahar, yang dulunya hanya berbentuk

uang namun sekarang ditambah dengan seperangkat alat sholat, harus
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diucapkan ketika akad nikah berlangsung. Beliau menambahkan bahwa
jika mempelai laki — laki berasal dari keluarga yang tidak mampu maka
tidak menjadi masalah apabila pernikahan tersebut diselenggarakan
tanpa mahar. Adapun besarnya jumlah mahar tergantung pada ridlo istri
atas dasar cinta. Pasalnya, rumah tangga yang dibangun tanpa cinta
menjadi ambyar.

Bentuk mahar menurut beliau disesuaikan dengan ada
tidaknya penghulu dalam proses pernikahan. Jika penghulu hadir dalam
pernikahan (akad nikah), maka bentuk mahar berupa membaca
Alquran/ jasa diperbolehkan. Sebaliknya, jika suatu pernikahan tidak
dihadiri oleh penghulu, maka bentuk mahar harus berbentuk tunai dan
harus diberikan secara langsung (tidak boleh hutang).

Bu Suwono juga menjelaskan bahwa esensi rumah tangga
yang harmonis itu tidak ada kaitannya dengan besarnya jumlah mahar.
Hal ini disebabkan karena keharmonisan sebuah rumah tangga itu
sendiri sudah diatur oleh Allah SWT. Mahar yang diberikan kepada
mempelai wanita dikatakan sah apabila mahar tersebut dilihat oleh
saksi, tuan rumah, dan harus diucapkan sebagai bukti. Adapun sebuah
pernikahan yang tidak disematkan adanya mahar menurut Modin
(pemuka agama) pernikahan tersebut tetap sah. Sedangkan apabila
pernikahan dilaksanakan di depan penghulu, besar kecilnya mahar

harus disebutkan.
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Ibu rumah tangga tersebut juga menjelaskan bahwa mahar
merupakan pengikat sebuah pernikahan supaya kuat dan tahan lama.
Jika sebuah mahar tidak ada pada sebuah pernikahan, maka pernikahan
tersebut akan mudah goyah dan tidak berlangsung lama. Oleh karena
itu, mahar tidak boleh dikembalikan karena merupakan suatu
pemberian yang sudah menjadi hak milik istri sepenuhnya.*®’

Di lain kesempatan, seorang guru di salah satu Sekolah
Menengah Pertama Swasta di Surabaya Selatan, Riyadi Mardiyanto,
S.S., B.A,M.Hum. juga menuturkan bahwa esensi mahar adalah
kesetiaan dan qonaah (menerima apa adanya). Bentuk mahar tidak
harus berupa uang ataupun emas melainkan bisa berupa ucapan atau
bacaan Alquran, jasa, barang berharga, dan sesuatu yang menjadi
kesukaan mempelai perempuan. Bentuk mahar dalam pernikahan
tidaklah penting. Menurut beliau, mahar hanyalah sebuah kesepakatan
dan perundingan antara laki — laki dan perempuan untuk hidup bersama.

Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tidak ada
kaitannya dengan besar kecilnya jumlah mahar. Beliau juga
menambahkan bahwa terdapat perbedaan mahar antara Bendoro Raden
Ayu (B.R.A) dengan masyarakat keraton. Kelompok Bendoro Raden
Ayu (B.R.A) biasanya meminta mahar tinggi kepada seorang lelaki
yang ingin menikahi seorang perempuan dikarenakan tingginya

martabat, pendidikan, kasta, dan sosial culture. Sedangan kelompok

187 \WWawancara dilakukan di rumah Ibu Suwono tertanggal 04 November 2019.
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masyarakat keraton bisa saja dikategorikan masyarakat biasa karena
dinilai dari ideologi pemikiran dan pengalaman pribadi sebagai
masyarakat biasa. Oleh karena itu, mahar yang diminta pun sederhana.

Manifestasi mahar tidak harus diberikan secara tunai tetapi
boleh diberikan secara angsuran karena adanya aspek budaya yang
melibatkan cinta dan kesetiaan. Bapak Riyadi menambahkan bahwa
banyak sedikitnya mahar tidak ada kaitannya dengan sebuah
kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, kebahagiaan rumah tangga
tetap berdasarkan cinta dan tidak butuh materi. “Lebih baik pernikahan
tanpa mahar tapi bahagia daripada pernikahan dengan mahar tetapi
mempelai laki — laki bertingkah laku seenaknya sendiri”, pungkasnya.

Pernikahan merupakan nikmat dan rezeki dari Allah SWT
yang tidak ada duanya. Namun, rezeki yang paling utama tetaplah
kesehatan. Perjalanan bahtera rumah tangga tidaklah selalu mulus akan
tetapi terkadang terdapat aral melintang yang membentang. Solusi yang
ditawarkan oleh Bapak Riyadi terhadap kesenjangan dan
ketidakharmonisan dalam rumah tangga ialah mengingat masa yang
indah. Jika ada yang kurang dan tidak sesuai, maka harus diperbaiki
oleh kedua belah pihak yakni pasangan suami istri tersebut. Menjalin
hubungan rumah tangga bagaikan mengarungi lautan dengan deruan
ombak. Jika ingin kapal rumah tangga tidak karam dan hancur
berantakan, maka nahkoda kapal yang dalam hal ini adalah suami dan

istri harus bersikap kooperatif, saling bekerja sama, berjalan beriringan



140

untuk menciptakan suasana yang kondusif dan kebahagiaan dalam

rumah tangga.'8®

2. Masyarakat Santri

Masyarakat Kota Surabaya dalam hal agama tidak bisa
terlepas daripada peran aktif masyayikh, ulama, dan habaib. Peran
ulama sangat terlihat khususnya dalam perihal ibadah umat muslim,
tatacara dalam berinteraksi, dan keikutsertaannya dalam berbagai
sektor kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Salah
satu hal mendasar yang erat kaitannya dengan ulama adalah pernikahan
yang terjadi di masyarakat Kota Surabaya.

Terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi alasan akademik dalam
menentukan responden, sebagai berikut, pertama, keilmuan dan
kecakapan responden yang berlandaskan pada al Qur’an dan al Hadis
dalam setiap kegiatan yang dilaksanakannya. Kedua, letak wilayah
yang sangat bagus dan mendukung terhadap jati dirinya selaku santri.
Di wilayah Surabaya Utara dan Surabaya Timur terdapat pondok salaf
yang cukup besar dan terkenal, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum,
Pondok Pesantren Nurul Huda, Roudhotus Sholihin, Pondok Pesantren

Qawiyyul Ulum, dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Sunan Giri.

188 \Wawancara dilakukan di kantor Sekolah Menengah Pertama Swasta di Surabaya Selatan
tertanggal 02 Maret 2020.
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Ketiga, perihal elektabilitas responden atas dasar sebuah
pengalaman pribadi. Responden sudah menikah selama 10 tahun dan
sudah dikaruniai 2 orang anak serta kehidupan rumah tangganya
harmonis dengan dibuktikan long distance relationship (LDR) selama
kurang lebih 5 tahun. Selain itu, responden juga menjadi public figur
keluarga sakinah di berbagai media. Kemudian responden berikutnya
mempunyai keunggulan di sisi psikologi keluarga dan menjadi salah
satu konsultan psikologi anak di berbagai sekolah.

Seorang ibu rumah tangga dan istri sholihah, Lailatul
Machsunah, S.HI., mengutarakan pendapatnya terkait mahar dalam
pernikahan. Mahar dalam pernikahan versi beliau adalah mahar yang
berdasarkan Alquran dan al- Hadits yang termaktub dalam Surat An-
Nisa’ : 4 sebagai berikut,

5o nyY B C weo s
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Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Mahar bisa berbentuk barang ataupun jasa. Dalam kitab fathul
al- Qorib karangan Syaikh Abu Suja’ menjelaskan bahwa mahar

hukumnya sunnah dan tidak ditentukan terkait jumlah dan jenisnya

(bebas), dan sesuai dengan kemampuan pihak laki — laki.
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Mahar dalam pernikahan bukan merupakan kewajiban seorang
laki — laki akan tetapi bentuk keseriusan dan sikap memuliakan seorang
laki — laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Menurut hemat
beliau, adanya mahar merupakan bentuk persetujuan dan tanggung
jawab kedua mempelai. Santri yang sekarang bekerja di MA. An —
Nawawi Berjan Purworejo Jawa Tengah tersebut juga mengatakan
bahwa tidak ada relasivitas antara keharmonisan rumah tangga dan
mahar. Substansinya adalah mahar tidak boleh mempersulit laki — laki
dari batas kemampuan yang dimilikinya.

Menurut ulama salaf, mahar bukan merupakan syarat sah
sebuah pernikahan namun hanya syarat wajib yang harus dipenuhi oleh
laki - laki ketika hendak melangsungkan pernikahan. Beliau
menambahkan, pernikahan yang dilakukan tanpa adanya mahar tetap
sah dengan syarat mendapat ridlo dari istri.'8

Lailatul Machsunah juga menambahkan bahwa karakteristik
keluarga harmonis, salah satunya dengan menerima kekurangan,
menghargai perbedaan pendapat, dan menerima kritik dan saran
pasangan masing — masing. Hal ini senada dengan upaya menjalin
hubungan rumah tangga yang bahagia dengan menerima ujian dan
cobaan berasaskan ketulusan dan perjuangan hidup bersama. Keluarga
yang bahagia membentuk keluarga harmonis berdasarkan asas saling

asah, asih, asuh bersama, sifat saling membutuhkan, saling membantu

189 \Wawancara dilasanakan via daring tertanggal 19 Maret 2020.
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di saat pasangan mengalami kesulitan, saling menghibur di saat lara,
dan saling menguatkan ketika terjadi prahara di dalam rumah tangga.

Keluarga harmonis menjadi harapan dan dambaan setiap insan
yang akan menuju bahtera rumah tangga. Keluarga harmonis juga bisa
terbentuk dari bagaimana keluarga tersebut dapat mengemas
perselisihan yang terjadi menjadi sebuah introspeksi diri dengan saling
mengakui kesalahan, dan bersiap memulai lembaran baru.

Faktor kerelaan, menerima kekurangan, mengakui kesalahan,
menerima perbedaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantahkan
jika ingin membentuk keluarga yang harmonis. Kemudian adanya rasa
syukur atas apa yang didapat dalam keluarga merupakan point of view
dari sebuah keluarga yang harmonis.

Lain lubuk lain belalang, beda orang beda pula pemikirannya.
Seorang santriwati yang juga sebagai aktivis pesantren mewakili
komunitas santri di Kota Surabaya ikut berbicara terkait mahar dalam
pernikahan. Siti Chotdijah, S.Psi berpendapat bahwa mahar
sebagaimana yang disampaikan melalui Alquran dan al- Hadits serta
berdasarkan hukum adat adalah media keseriusan pernikahan atas dasar
kesiapan pihak laki — laki dalam menjalankan rumah tangga bersama
seorang perempuan. Mahar juga diartikan sebagai tanda komitmen dan
mempunyai keterkaitan dengan keharmonisan dalam rumah tangga.

Artinya, mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan melainkan
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mahar merupakan syarat pernikahan dan anjuran agama sehingga
sebuah pernikahan akan menjadi harmonis dengan adanya mahar.

Pernikahan yang dilakukan tanpa mahar tidaklah dosa. Sarjana
Psikologi alumnus Universitas Negeri Semarang mendefinisikan
keharmonisan dalam rumah tangga merupakan bentuk sikap selaras dan
sevisi, sedikitnya ketegangan yang terjadi antara suami dan istri, sikap
menghargai antar pasangan suami istri, dan saling mendengar keluh
kesah antar keduanya. Keharmonisan itu bukan hanya antara suami dan
istri melainkan juga antar anggota keluarga seperti paman, bibi, kakek,
nenek, cucu, atau dengan antar anggota keluarga yang lain . Selain itu,
keharmonisan diartikan sebagai tidak adanya keterpaksaan dan tuntutan
dalam menjalankan sebuah biduk rumah tangga.

Di sisi lain, Siti Chotdijah juga menjelaskan bahwa latar
belakang keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah menjaga
komunikasi, saling menghargai, tidak menuntut, saling memenuhi
kebutuhan lahir dan batin, dan bersikap adaptif dalam setiap keadaan.
Mahar juga diartikan sebagai kesakralan dan sikap memuliakan wanita
beserta keluarga besarnya karena tanpa mahar akan menjadi buah bibir.

Harmonis berarti bahagia. Menurutnya, pada prinsipnya
membahagiakan orang tua itu bisa dilakukan dengan membahagiakan
pasangan. Sikap harmonis dimulai dari kedua mempelai semenjak hari

pertama pernikahan. Pernikahan dilaksanakan karena setiap manusia
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ingin hidup bahagia bersama orang yang dicintainya. Hal ini merupakan
alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah.

Pada dasarnya, menikah karena kebutuhan mempunyai
parameter yang berbeda dengan menikah karena paksaan. Perbedaan itu
terletak pada esensi dan tujuan pernikahan setiap orang. Keputusan
untuk menikah seharusnya diiringi dengan kebahagiaan yang terpancar
dari kedua mempelai laki — laki dan perempuan. Bahagia disini
diartikan dengan kekecewaan yang sedikit. Pasalnya, orang yang
bahagia berarti pernah kecewa namun ia percaya bahwa kekecewaan
tidaklah selamanya. Kekecewaan yang dihadapi dengan hati yang
dingin pada akhirnya akan memunculkan sebuah kebahagiaan dalam

berumah tangga.®°

3. Masyarakat Priyayi
Kota Surabaya memiliki banyak keanekaragaman budaya dan
wawasan wiyata mandala yang eksotik. Demikian halnya dengan
pemikiran — pemikiran para cendekiawan yang banyak dikagumi baik
di dalam kota, regional, maupun nasional. Banyak para pakar dan
peneliti yang secara elektabilitasnya mempunyai pengaruh yang
signifikan dalam kemajuan khazanah keilmuan tidak terkecuali dengan

masalah pernikahan.

190 \WWawancara ini dilakukan via daring tertanggal 21 Maret 2020.
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Alasan akademik dalam pemilihan dan penentuan responden,
bisa dicermati pada hal-hal berikut, pertama, afiliasi responden kepada
instansi pemerintah yang berkonsentrasi terhadap pernikahan dan
perihal rumah tangga atau stakeholder yang mempunyai kemampuan
atas obyektifitas penelitian terkait, misalnya Kantor Urusan Agama,
Kementerian Agama atau yang lainnya.

Kedua, jika yang di maksud Cliffort Geertz sebagai priyayi
adalah semacam bangsawan yang masih erat kaitannya dengan agama
hindunya, maka di sini penulis mengklaim bahwa itu teori lama. Teori
yang baru mendefinisikan priyayi sebagai tokoh yang mempunyai
pengaruh terhadap tatanan yang berlaku dalam masyarakat. Kepala
KUA contohnya, ia memiliki andil yang besar dalam perihal
mencatatkan sebuah pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku di
suatu negara. Oleh karena hal tersebut, Kepala KUA layak disebut
sebagai priyayi atas dasar keberpihakannya dalam masyarakat.

Ketiga, KUA Kenjeran dan KUA Wonocolo menjadi pilihan
penelitian koresponden karena di dua KUA tersebut berani berpendapat
bahwa jika ada mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan
maharnya kurang dari Rp. 50.000 maka akan di tolak. Hal ini menjadi
menarik, karena ada kebijakan dari KUA yang bertentangan dengan
dasar hukum Islam tentang mahar. Namun demikian, keputusan

tersebut diambil oleh Kepala KUA yang bersangkutan untuk
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kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, layak menjadi responden
sebagai representatif golongan priyayi.

Salah satu orang yang cukup berpengaruh di KUA Kenjeran
yang beralamatkan di Gg. Masjid 1 Bulak Banteng kecamatan
Kenjeran, Bapak Ahmad Falahudin, S.Th.l, yang bertugas sebagai
penghulu di KUA Kenjeran angkat bicara terkait problematika mahar
dalam pernikahan. Beliau berpendapat bahwa mahar dalam pernikahan
merupakan sesuatu yang menjadi hak istri secara mutlak yang
ditentukan melalui proses rafa’ dan diberikan setelah akad nikah.
Mahar dalam hal ini boleh dipinjam oleh pihak suami dan digunakan
untuk usaha, dengan catatan mendapat ridlo dari istri. Menurut beliau,
biasanya mahar yang digunakan untuk modal usaha menjadikannya
berkah dan rezekinya lancar.

Nilai mahar ditentukan oleh penerima mahar (istri), namun
kualitas dan kuantitas mahar didasarkan atas kemampuan pihak laki —
laki yang akan menjadi suami nantinya. Bentuk mahar boleh berupa
jasa, seperti bacaan surat dalam Alquran. Umumnya yang berlaku di
masyarakat adalah mahar yang berupa bacaan surat Al- Rahman. Mahar
yang paling bagus jika mahar tersebut berupa jasa, seperti membaca
surat Al- Rahman kemudian harus mengamalkan isinya dan
dilaksanakan dalam kehidupan sehari — hari. Ada juga mahar yang
berupa segelas air yang diberikan kepada istri agar ia meminumnya.

Mahar adakalanya berbentuk sesuatu yang menyenangkan bagi istri.
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Mahar juga diartikan oleh beliau sebagai tanda kasih yang mana tidak
boleh diminta kembali oleh suami kecuali atas izinnya.

Menurut bapak Ahmad, keluarga yang harmonis adalah
keluarga yang mampu saling menciptakan ketentraman dan ketenangan
dalam rumah tangga. Salah satunya dengan menjaga lidah agar tidak
melukai hati pasangan karena hati yang terlukai tidak ada obatnya.
Seorang istri tidak boleh menuntut mahar atas suaminya di luar batas
kemampuan suami, karena pada hakekatnya besar kecilnya mahar
berawal dari diskusi dan sesuai dengan kapasitas suami.

Kemudian apakah ada konektifitas antara besaran mahar
dengan keharmonisan dalam rumah tangga? Bapak dengan tiga anak
ini menjawab bahwa tidak ada hubungan antara mahar dengan
keharmonisan dalam rumah tangga karena mahar adalah pemanis dalam
pernikahan dan bersifat subjektifitas. Alasan lain ialah karena mahar
merupakan manifestasi dari momen istri melihat kasih sayang suami.

Dalam kesempatan yang lain, penghulu KUA Kenjeran ini
memaparkan bahwa mahar seharusnya berbentuk sesuatu yang
bermanfaat, berharga, dan disenangi oleh istri. Mahar sudah selayaknya
disebutkan ketika akad nikah karena hal tersebut merupakan bentuk
rasa syukur dan sikap memuliakan pihak perempuan. Entitas mahar
yang berkualitas tidak harus mahal namun disesuaikan dengan
kemampuan suami. Mahar yang bagus secara agama tidak selalu baik

versi manusia. Kalau mahar tersebut baik menurut manusia sudah
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barang tentu bagus menurut agama. Menurut beliau, terdapat istilah
pengantin baru yang berbeda makna dengan baru pengantin. Jika
pengantin baru mempunyai definisi seorang laki — laki dan perempuan
yang baru menjalankan prosesi akad nikah, namun jika baru pengantin
adalah seorang suami istri yang sudah lama menikah sehingga
diharapkan semakin baik pula manner and attitude dalam rumah
tangganya.

Bapak Ahmad juga memberikan wawasan kepada semua
orang bahwa sertifikasi pra-nikah itu penting. Pasalnya, sertifikasi pra-
nikah tersebut merupakan pembekalan bagi calon suami dan calon istri
menjelang pernikahan agar pernikahan tersebut semata — mata karena
Allah SWT serta untuk merekonstruksi generasi Qur’ani yang
mempunyai bekal akhlakul karimah.

Dalam kesempatan yang lain, kepala KUA Wonocolo, Bapak
H. M. Zainul Hadi, M.HI. mengungkapkan bahwa mahar diartikan
sebagai harta yang berangkat dari kehormatan istri yang layak berlaku
di suatu daerah dan besar kecilnya ditentukan atas dasar adat yang
berlaku di daerah tersebut. Hadits yang berbunyi S:s (e L2 35
mempunyai kandungan makna bahwa kualitas dan kuantitas mahar
tidak hanya dilihat dari bentuk maharnya, tetapi juga dilihat dari
kepantasan dan kelayakan serta ketulusan dari mempelai laki — laki.

Menurut Zainul Hadi, ada keterkaitan antara mahar dengan

kebahagiaan dalam rumah tangga. Beliau menambahkan bahwa mahar
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yang banyak maka dapat membuat rezeki menjadi lancar dan berkah,
dapat mencerdaskan anak, dan jika mahar tersebut digunakan untuk
modal usaha maka akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di
era modern seperti sekarang ini, tidaklah pantas seorang mempelai laki
— laki memberikan mahar kepada mempelai perempuan dengan mahar
yang sedikit. Beliau juga sering mempertanyakan kepada mempelai laki
— laki yang menikah di KUA Wonocolo dengan maha sejumlah Rp.
50.000,00, karena menurut beliau dengan mahar tersebut membuktikan
bahwa mempelai laki — laki tidak bersungguh — sungguh dalam
menjalankan pernikahan. Alasan lainnya ialah uang tersebut tidak bisa
digunakan sebagai ganti rugi kehormatan perempuan yang akan
dimilikinya seumur hidup. Beliau juga menegaskan bahwa di zaman
yang serba modern ini, jumlah mahar minimal berkisar Rp. 500.000,00
khususnya di kalangan masyarakat Kota Surabaya.

Jumlah mahar yang besar akan membuat seorang suami
berpikir kesekian kali untuk melakukan perceraian jika suatu saat
terdapat problematika dalam keluarga. Mahar memang tidak
merupakan rukun pernikahan akan tetapi merupakan hal yang wajib
sebagai simbol penghargaan kepada seorang perempuan yang akan
dinikahi dan sebagai pengikat dalam menjalin tali pernikahan.

Penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah.
Mahar harus ada dalam pernikahan. Jika tidak ada mahar maka sudah

selayaknya tidak ada persetubuhan/ jima’. Mahar juga sebagai penentu
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sikap ridlo dari pihak perempuan dengan dilandasi dengan koordinasi
yang baik dengan pihak laki — laki, sehingga laki — laki yang sudah
beralih fungsi sebagai seorang suami tidak bersikap seewenang —
wenang dan bersikap ngawur dalam berumah tangga.

Zainul Hadi juga menegaskan bahwa mahar yang paling bagus
adalah emas. Mahar tersebut bisa digunakan dengan syarat mendapat
persetujuan dan ridlo dari istri. Oleh karena itu, mahar berupa jasa
seperti membaca Alquran tidaklah bagus karena substansi mahar harus
berupa harta yang bernilai seperti seperangkat alat sholat dan sebaiknya
dibayar secara tunai. Dalam hal pengucapan ijab qobul tidak boleh
disekat oleh kalimat lain meskipun itu kalimat basmalah karena
pengucapan ijab qobul harus tersambung dan diucapkan secara
langsung.

Adapun tentang besar kecilnya jumlah mahar, Zainul Hadi

mempunyai kaidah:

Lede 9 \J}}.-j 4;’13.) ek V.g;-\

Artinya: eksistensi sebuah hukum diartikan sesuai dengan ada
tidaknya sebuah alasan dari hukum tersebut.

Kaidah fikih tersebut menitikberatkan pada kemaslahatan/ sesuatu yang
bermanfaat bagi sebuah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Besar
kecilnya mahar juga berlandaskan asas kompromi dan konsep sekufu .
Artinya persoalan mahar harus dikomunikasikan antara kedua belah
pihak baik mempelai laki — laki ataupun mempelai perempuan, keluarga

laki — laki serta keluarga perempuan, dan menyesuaikan dengan strata
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sosial kedua mempelai. Hal tersebut dimaksudkan agar pernikahan

mendapatkan restu dari keluarga kedua belah pihak.

Dalam situasi tertentu mahar juga bisa berupa hutang (3\23%).
Artinya, pemberian mahar tidak dilakukan secara tunai(iils) . Mahar
yang dilakukan secara angsuran ini bisa terlaksana manakala istri

mengikhlaskan dengan sukarela.

Kepala KUA kecamatan Wonocolo tersebut juga menjelaskan
sebuah hadits yang artinya “Wahai para pemuda, barangsiapa
diantara kalian semua yang sudah mampu dengan biaya nikah maka
menikahlah, karena pernikahan bisa menundukkan pandangan,
menjaga kehormatan. Dan jika kamu belum mampu maka berpuasalah
karena puasa tersebut bisa menjadikan perisai (dari hawa nafsu).
Mahar juga merupakan tanggung jawab suami. Tidak ada mahar berarti
tidak ada nafkah lahir bathin dalam pernikahan. Pernikahan yang

dilakukan dengan 1’tikad buruk dan tanpa biaya hukumnya haram.

“Keharmonisan dalam rumah tangga ditentukan oleh sedikit
banyaknya mahar.” Imbuh beliau. Hikmah adanya mahar antara lain
memperkokoh hubungan antar dua keluarga besar, membahagiakan

keluarga besar istri, dapat membuat anak menjadi cerdas.*®*

Demisioner kepala sekolah SMP Swasta di wilayah Surabaya

Selatan juga ikut angkat bicara terkait mahar dalam pernikahan. Drs.

191 Wawancara eksklusif dengan kepala KUA kecamatan Wonocolo tertanggal 11 Desember 2019
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Ahmad Muji mengatakan bahwa mahar sangatlah penting dan
hukumnya wajib di dalam pernikahan. Hal ini ditengarai karena mahar
diartikan sebagai tanda keseriusan pihak laki — laki kepada pihak
perempuan dalam ikatan tali pernikahan. Mahar juga diartikan sebagai
wujud rasa syukur atas segala anugerah terindah dari Allah SWT.
Mahar juga diartikan sebagai tanda penghormatan, kesungguhan niat

sehingga menjadi sebab adanya pernikahan.

Besar kecilnya mahar tidak ada pengaruhnya dengan sebuah
keharmonisan dalam rumah tangga. Arti harmonis dalam pernikahan
ialah timbulnya rasa nyaman dalam keluarga dan sikap saling hormat
dan mensupport antar pasangan. Berikut beberapa hal yang bisa

menciptakan rasa harmonis dalam rumah tangga,

a. Sikap saling perhatian

b. Sikap saling menerima kekurangan

c. Bersikap jujur dalam semua keadaan baik Ketika gembira, senang,
berbahagia, sedih, sengsara, maupun dalam keadaan tertekan

d. Bersikap saling percaya

e. Sikap saling terbuka

f. Rasa ikhlas memiliki pasangan hidup untuk selamanya

g. Sikap saling pengertian dan menerima apa adanya dengan lapang

dada.
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Hikmah adanya mahar dalam pernikahan ialah sebagai berikut,
a. Sebagai wujud adanya tali kasih yang mengingatkan cinta yang
diterima selama pernikahan
b. Kesakralan dalam menikah
c. Sikap saling menerima apa adanya
d. Pengingat hak dan kewajiban dalam berumah tangga
Mahar sebagai penentu keharmonisan jika kedua pasangan saling

percaya'®?

E. Hikmah Disyariatkannya Mahar dalam Pernikahan

Mahar dalam pernikahan mempunyai esensi bahwa setiap perempuan
yang akan dinikahi berhak atas sebuah penghargaan dari laki — laki yang akan
menikahinya dalam wujud benda atau sesuatu yang berharga. Mahar dalam
bahasa jawa disebut juga mas kawin yang biasanya dilambangkan dengan
uang, perhiasan, seperangkat alat sholat maupun jasa berupa bacaan Alguran
atau sejenisnya yang dianggap pantas digunakan sebagai mas kawin. Secara
umum, mahar mengandung sebuah intrik agama yang diafiliasikan kepada
bentuk lain dengan tujuan keabsahan pernikahan.

Hikmah disyariatkannya mahar dalam pernikahan dapat dilihat dari
dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang subjektif yang menunjukkan
bahwa entitas mahar mempunyai kegunaan sebagai penghargaan atas diri

seseorang yang akan dinikahi. Pada dasarnya, menikahi seseorang berarti

192 \Wawancara dilaksanakan secara daring tertanggal 27 Januari 2020.
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memilikinya secara absolut. Dominasi perasaan saling peka dan sikap saling
mengalah serta muara cinta kasih menjadi ciri dari keluarga yang harmonis,
dan mahar yang pantas menjadi parameternya.

Kedua, sudut pandang objektif yang berarti mahar dinilai dari kualitas
dan kuantitasnya sebagai sesuatu yang bernilai untuk diberikan kepada orang
yang dicintai. Faktanya, mahar merupakan pemberian seorang laki — laki
kepada se orang perempuan dengan didasari sikap sukarela, keyakinan, dan
perilaku yang membuktikan keseriusan seorang laki — laki. Mahar tidak cukup
hanya pantas dan mewah, namun harus mempunyai konsekuensi ketulusan dan
kesungguhan hati bagi orang yang akan memberikannya. Adat istiadat dan
kebudayaan masyarakat sekitar terkadang menjadikan perbedaan esensi mahar
itu sendiri. Segala probabilitas mungkin terjadi akan tetapi seorang laki — laki
harus bisa membuktikan niatnya bahwa ia sungguh mencintai pilihan hatinya.
Jika pernikahan dilakukan tanpa mahar sama halnya dengan lautan yang
terhampar luas namun tidak ada ikannya. Artinya, pernikahan tersebut menjadi
hampa dan tidak ada lisensi kesungguhan hati dari pihak laki — laki.

Tujuan adanya kewajiban mahar bagi seorang laki — laki yang ingin
menikahi seorang perempuan sebagai berikut;%3

1. Menjadi parameter kesungguhan hati yang ingin melabuhkan cintanya

kepada seorang bidadari.

193 Khalifa Bisma Sanjaya, 19 Pertimbangan Mempertahankan Rumah Tangga, (Jakarta: Kompas
Gramedia), 77 — 120.
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. Sebagai bukti keimanan dan ketagwaan seseorang kepada tuhannya
bahwa ia akan merelaksasikan niat untuk hidup bersama dalam jalinan
ikatan yang sah.

. Mahar yang berkualitas akan membuat kebahagiaan dan keharmonisan
dalam rumah tangga karena ridlonya istri membuat seluruh malaikat juga
ridlo pada pernikahan yang akan diselenggarakan.

. Sebaiknya mahar yang hendak diberikan kepada perempuan yang akan
dinikahi adalah sesuatu yang disenangi oleh perempuan dan bernilai
tinggi.

. Menghormati dan menghargai harkat martabat perempuan adalah

perintah agama.



BAB 4

MAHAR DALAM PERNIKAHAN BERIKUT IMPLIKASI

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

. Makna Mahar dalam Pernikahan Menurut Perspektif Masyarakat Kota
Surabaya

Masyarakat Kota Surabaya dalam hal pernikahan sangat menjunjung
tinggi nilai — nilai martabat dan harga diri perempuan terutama di wilayah
Surabaya Pusat, Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan Surabaya Utara. Kondisi
masyarakat di 4 (empat) wilayah ini cenderung memiliki tingkat interaksi
sosial dan pendidikan yang tinggi, sehingga perihal mahar begitu diutamakan
dan diprioritaskan. Seorang laki — laki yang ingin mempersunting perempuan
berparas cantik, berpendidikan tinggi, dan dari keluarga berada akan berbeda
nilai maharnya dengan perempuan yang berparas biasa saja, mempunyai
pendidikan standar, dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Sementara di wilayah Surabaya Selatan cenderung menilai mahar
dalam pernikahan hanya sebagai formalitas dan kausalitas belaka. Artinya,
mahar diartikan sebagai pemanis dan pelengkap dalam pernikahan, tidak
menunjukkan arti apapun, dan tidak mempunyai dampak terhadap pernikahan
yang berlangsung. Masyarakat Kota Surabaya di wilayah ini menganggap
mahar sebagai syarat sah pernikahan, namun besar kecilnya mahar disesuaikan

dengan kemampuan suami sehingga tidak memberatkan.
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Analisis fenomenologis dari perbedaan pandangan terkait mahar
dalam pernikahan di kota Surabaya disebabkan karena faktor tinggi rendahnya
seseorang, status sosial dalam masyarakat, adat istiadat, faktor nenek moyang,
dan kemampuan dalam melakukan interaksi sosial. Meskipun terjadi perbedaan
terkait pemahaman mahar, masyarakat Kota Surabaya bisa dikategorikan
sebagai masyarakat yang memahami arti penting mahar dalam pernikahan.

Penelitian dilakukan terhadap masyarakat Kota Surabaya yang
diklasifikasikan menjadi masyarakat abangan, santri, dan priyayi dalam hal
perbedaan pemahaman terkait mahar dalam pernikahan. Representasi
masyarakat Kota Surabaya yang termasuk dalam kategori abangan sebagai
berikut,

Ibu Suwono, seorang ibu rumah tangga di wilayah Surabaya Selatan,
mengungkapkan bahwa mahar dalam pernikahan sangatlah perlu, karena
mahar merupakan adat istiadat dari nenek moyang yang memang harus ada dan
berbentuk uang.

Secara adat istiadat, mahar yang dulunya hanya berbentuk uang,
namun sekarang ditambah dengan seperangkat alat sholat dan harus diucapkan
ketika akad nikah berlangsung. Beliau menambahkan bahwa jika mempelai
laki — laki berasal dari keluarga yang tidak mampu maka tidak menjadi masalah
apabila pernikahan tersebut diselenggarakan tanpa mahar. Adapun besarnya
jumlah mahar tergantung pada ridlo istri atas dasar cinta. Pasalnya, rumah

tangga yang dibangun tanpa cinta menjadi ambyar.
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Bentuk mahar menurut beliau disesuaikan dengan ada tidaknya
penghulu dalam proses pernikahan. jika penghulu hadir dalam pernikahan (aad
nikah), maka bentuk mahar berupa membaca Alquran/ jasa diperbolehkan.
Sebalikknya, jika suatu pernikahan tidak dihadiri oleh penghulu, maka bentuk
mahar harus berbentuk tunai dan harus diberikan secara langsung (tidak boleh
hutang).

Ibu rumah tangga tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan
pengikat sebuah pernikahan supaya kuat dan tahan lama. Jika sebuah mahar
tidak ada pada sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut akan mudah
goyah dan tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, mahar tidak boleh
dikembalikan karena merupakan suatu pemberian yang sudah menjadi hak
milik istri sepenuhnya.

Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Riyadi Mardiyanto
menuturkan bahwa esensi mahar adalah kesetiaan dan gonaah (menerima apa
adanya). Bentuk mahar tidak harus berupa uang ataupun emas melainkan bisa
berupa ucapan atau bacaan Alquran, jasa, barang berharga, dan sesuatu yang
menjadi kesukaan mempelai perempuan. Bentuk mahar dalam pernikahan
tidaklah penting. Menurut beliau, mahar hanyalah sebuah kesepakatan dan
perundingan laki — laki dan perempuan untuk hidup bersama.

Manifestasi mahar tidak harus diberikan secara tunai tetapi boleh
diberikan secara angsuran karena adanya aspek budaya yang melibatkan cinta
dan kesetiaan. Bapak Riyadi menambahkan bahwa banyak sedikitnya mahar

tidak ada kaitannya dengan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun,
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kebahagiaan rumah tangga tetap berdasarkan cinta dan tidak butuh materi.
“Lebih baik pernikahan tanpa mahar tapi bahagia daripada pernikahan
dengan mahar tetapi mempelai laki — laki bertingkah laku seenaknya sendiri”,
pungkasnya.

Menurut hemat penulis, Ibu Suwono dan Bapak Riyadi Mardiyanto
yang menjadi responden mewakili cluster abangan masyarakat Kota Surabaya
mempunyai cara pandang yang berbeda terkait mahar. Hal itu wajar, karena
beliau hidup dimana pemikiran dan pemahaman terkait mahar dalam
pernikahan masih terkotasi dengan fanatisme terhadap nenek moyang dan adat
istiadat yang berlaku di sebuah daerah. Namun demikian, masyarakat abangan
kota Surabaya yang meyakini bahwa substansi mahar menunjukkan sebuah
kesepakatan dan keseriusan dalam pernikahan.

Dalam hal ini, penulis tidak setuju dengan pandangan cluster abangan
yang menyatakan bahwa mahar dalam pernikahan hanyalah adat istiadat dan
kebudayaan nenek moyang yang harus dilestarikan, sehingga seakan — akan
mahar tidak menjadi kewajiban dalam pernikahan. Perspektif yang benar ialah
esensi mahar merupakan syarat wajib pernikahan untuk menghalalkan sesuatu
yang diharamkan berupa persetubuhan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah
yang berpahala.

Fenomena mahar perspektif cluster abangan dinilai begitu klasik dan
terbelakang dalam hal logika dalam berfikir. jika mahar diartikan sebagai
kesepakatan atau hanya tanda cinta saja maka besar kemungkinan pernikahan

yang terjadi akan mendapat banyak intervensi dari keluarga besar pihak
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perempuan, menimbulkan kesenjangan antar keluarga, menimbulkan perasaan
bersalah, dan perasaan cemas karena merasa serba kekurangan yang dialami
oleh pihak laki — laki sebagai calon suami. Oleh karena hal tersebut, mahar bisa
dikatakana sebagai tanda cinta, tetapi perihal kualitas dan kuantitas mahar
hanya diketahui oleh kedua mempelai berdasarkan asas kepercayaan dan

ketulusan.

Kota Surabaya memiliki keanekaragaman budaya dan cara pandang
dalam menyikapi suatu hal termasuk perihal mahar dalam pernikahan. Cluster
kedua yang menyebut nama mereka sebagai golongan santri dalam hal
menyikapi mahar dalam pernikahan tergolong unik dan menarik. Masyarakat
santri yang oleh sebagian orang dibilang sebagai kaum terbelakang ternyata
memiliki paradigma berpikir yang luar biasa dan komprehensif. Masyarakat
santri yang menjadi obyek penelitian di Kota Surabaya diwakili oleh wilayah
dimana terdapat populasi santri yang unggul, kompetitif, dan mempunyai

dedikasi tinggi di bidang keagamaan.

Wilayah yang dimaksud ialah Surabaya Timur dan Surabaya Utara.
Di wilayah Surabaya Timur terdapat sebuah pondok yang bernama Pondok
Pesantren Darussalam yang terletak di kecamatan Sukolilo. Sementara di
wilayah Surabaya Utara, juga terdapat Pondok Pesantren al- Fithrah yang

terletak di kecamatan Bulak Banteng.

Para kaum santri dalam menyikapi mahar dalam pernikahan

sebagaimana yang sudah termaktub dalam surat al — Nisa, yang pada
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substansinya mengatakan bahwa mahar adalah pemberian dari seorang laki —
laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya dengan tujuan untuk

membuat perempuan senang dan bahagia dengan pemberian tersebut.

Lailatul Machsunah menyatakan bahwa mahar dalam pernikahan
versi beliau adalah mahar yang berdasarkan Alquran an al- Hadits yang

termaktub dalam Surat An- Nisa : 4 sebagai berikut:
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Artinya:
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya

Mahar bisa berbentuk barang ataupun jasa. Dalam kitab fathul al-
Qorib karangan Syaikh Abu Suja’ menjelaskan bahwa mahar hukumnya
sunnah dan tidak ditentukan terkait jumlah dan jenisnya (bebas), dan sesuai
dengan kemampuan pihak laki — laki.

Mahar dalam pernikahan bukan merupakan kewajiban seorang laki —
laki akan tetapi bentuk keseriusan dan sikap memuliakan terhadap perempuan
yang akan dinikahi. Menurut hemat beliau, adanya mahar merupakan bentuk
persetujuan dan tanggung jawab kedua mempelai. Santri yang sekarang bekerja

di MA. An — Nawawi Berjan Purworejo Jawa Tengah tersebut juga

mengatakan bahwa tidak ada relasivitas antara keharmonisan rumah tangga dan
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mahar. Substansinya adalah mahar tidak boleh mempersulit laki — laki dari
batas kemampuan yang dimilikinya.

Menurut ulama salaf, mahar bukan merupakan syarat sah sebuah
pernikahan namun hanya syarat wajib yang harus dipenuhi oleh laki - laki
ketika hendak melangsungkan pernikahan. Beliau menambahkan, pernikahan
yang dilakukan tanpa adanya mahar tetap sah dengan syarat mendapat ridlo
dari istri.

Berbeda dengan santri yang lain. Siti Chotijah yang notabenenya
adalah sarjana psikologi memaparkan bahwa mahar adalah yang sebagaimana
disampaikan melalui Alquran dan al- Hadits serta berdasarkan hukum adat
adalah media keseriusan pernikahan atas dasar kesiapan pihak laki — laki dalam
menjalankan rumah tangga bersama seorang perempuan.

Berdasarkan penelitian tersebut nampaknya cluster santri
menitikberatkan mahar dalam pernikahan sesuai syariat agama Islam yang
sudah digariskan sehingga mahar mutlak didefiniskan sebagai syarat wajib
sebuah pernikahan. Terkait besar kecilnya jumlah mahar, pendapat cluster
santri sudah sangat tepat karena pemberian mahar didasarkan atas kesanggupan
finansial seorang laki — laki dan sebagai bukti tanggung jawabnya terhadap

rumah tangga yang akan dibina nantinya.

Cluster santri berpendapat bahwa Adanya mahar merupakan sesuatu
yang harus ada. Jika dalam pernikahan tidak ada mahar, maka pernikahan
tersebut tetap sah akan tetapi mempelai laki — laki terhitung masih mempunyai

hutang yang wajib dibayar kepada pihak perempuan sebagai pengganti
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kehormatan perempuan. Mahar yang ditangguhkan mempunyai implikasi yang
tidak baik bagi keberlanjutan rumah tangga kedua mempelai. Pasalnya,
menurut hemat penulis berapapun jumlah mahar itu tidak menjadi penting
manakala sudah ada kehendak untuk menikah dari mempelai laki — laki. Suatu
hal yang lebih penting dari jumlah mahar ialah adanya mahar itu sendiri.
Kemudian terkait dengan kualitas mahar disesuaikan dengan kemampuan

pihak laki — laki

Cluster santri sudah tepat dalam hal cara pandangnya terkait mahar
dalam pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada keilmuan cluster santri di
Kota Surabaya yang mendominasi perihal urusan keagamaan dan sosial kultur
di Kota Surabaya. Dengan demikian, hal ihwal tentang mahar dalam
pernikahan jelas berbeda dengan mahar di selain pernikahan. Jika mahar dalam
pernikahan hukumnya wajib, namun mahar di selain pernikahan hukumnya
bisa sunnah, wajib, maupun hanya sebatas boleh. Kemudian terkait kualitas
dan kuantitas mahar, cluster santri dalam pendapatnya sudah tepat karena
berlandaskan atas kemampuan finansial dari pihak laki — laki maupun karena

adanya kesepakatan antar dua keluarga.

Mahar sebenarnya juga mengandung kerelaan seorang istri atas
suaminya dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga.
Sejatinya, terkait mahar dalam pernikahan sudah tidak perlu diperbincangkan
kembali karena secara agama mahar merupakan syarat wajib dalam
pernikahan. Permasalahan besar kecilnya mahar ditentukan atas sifat sekufi’

dalam pernikahan, hal ini ditentukan dan bersifat fleksibel sesuai dengan
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daerah kedua mempelai melangsungkan pernikahannya. Menurut sudut
pandang penulis, sekufi.” bukan merupakan permasalahan dalam menentukan
besar kecilnya jumlah mahar, akan tetapi hanya sebatas melihat pasangan dari
sudut pandang strata sosial, pendidikan, agama, dan budaya masing — masing.
Jika sekufis” dijadikan parameter dalam menentukan jumlah mahar maka yang
terjadi mahar bukanlah pemberian yang real dari pihak laki - laki namun atas
sebuah kondisi yang bisa dibilang dipaksakan guna untuk menikahi perempuan

yang menjadi pilihan pasangan hidup.

Masyarakat Kota Surabaya pada umumnya sepakat dan sependapat
dengan cluster santri. Hal ini dikarenakan cluster santri dalam menilai
substansi mahar lebih pada aspek komunikasi antara keluarga laki — laki dan
perempuan, sehingga kesenjangan atas mahar bisa diminimalisir. Oleh karena
tersebut, masyarakat Kota Surabaya lebih cenderung memberikan mahar yang
berkualitas dengan melihat pada komunikasi yang dibangun antara pihak laki

— laki dan pihak perempuan.

Cluster berikutnya adalah cluster priyayi. Artinya masyarakat Kota
Surabaya dilihat dari sudut pandang orang yang mempunyai kedudukan dan
jabatan atau pemuka agama atau tokoh masyarakat yang diagungkan karena
umur, pengalaman, strata sosial yang tinggi, dan penggolongan masyarakat
yang diunggulkan. Definisi priyayi isini sedikit bergeser artinya dengan
definisi priyayi menurut Clifford Geertz. Hal ini dikarenakan definisi priyayi
versi Clifford Geertz sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan

kemajuan teknologi seperti sekarang ini.
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Clifford Geertz dalam mendefinisikan priyayi lebih terfokus pada
sekelompok orang yang berdarah biru (bangsawan) atau keturunan keraton atau
para Brahmana yang memiliki pemahaman agama yang kuat. Pergeseran
definisi ini perlu dilakukan karena sebuah hukum berjalan seiring dengan
perkembangan zaman dan dapat berubah sewaktu — waktu di sesuaikan dengan

sebuah norma dan attitude yang berlaku di dalam masyarakat.

Bapak Ahmad Falahudin, yang dalam hal ini menjabat sebagai
penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kenjeran, melihat
mahar dalam pernikahan merupakan sesuatu yang menjadi hak istri secara
mutlak yang ditentukan melalui proses rafa’ dan diberikan setelah akad nikah.
Mahar dalam hal ini boleh dipinjam oleh pihak suami dan digunakan untuk
usaha, dengan catatan mendapat ridho dari istri. Menurut beliau, biasanya
mahar yang digunakan untuk modal usaha menjadikannya berkah dan

rezekinya lancar.

Nilai mahar ditentukan oleh penerima mahar (istri), namun kualitas
dan kuantitas mahar didasarkan atas kemampuan pihak laki — laki yang akan
menjadi suami nantinya. Bentuk mahar boleh berupa jasa, seperti bacaan surat
dalam Alquran. Umumnya yang berlaku di masyarakat adalah mahar yang
berupa bacaan surat Al- Rahman. Mahar yang paling bagus jika mahar tersebut
berupa jasa, seperti membaca surat Al- Rahman kemudian harus mengamalkan
isinya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari — hari. Ada juga mahar yang
berupa segelas air yang diberikan kepada istri agar ia meminumnya. Mahar

adakalanya berbentuk sesuatu yang menyenangkan bagi istri. Mahar juga
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diartikan oleh beliau sebagai tanda kasih yang mana tidak boleh diminta

Kembali oleh suami kecuali atas izinnya.

Selanjutnya, Bapak Zainul Hadi yang menjabat sebagai Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Wonocolo melihat mahar diartikan
sebagai harta yang berangkat dari kehormatan istri yang layak berlaku di suatu

daerah dan besar kecilnya ditentukan atas dasar adat yang berlaku di daerah

tersebut. Hadits yang berbunyi JoJ5 G V“" 533 mempunyai kandungan makna

bahwa kualitas dan kuantitas mahar tidak hanya dilihat dari bentuk maharnya,
tetapi juga dilihat dari kepantasan dan kelayakan serta ketulusan dari mempelai

laki — laki.

Adapun tentang besar kecilnya jumlah mahar, Zainul Hadi

mempunyai kaidah:

Lede 9 ‘Jj}rj 4.'.‘13.: J)Jgjag‘

Artinya: eksistensi sebuah hukum diartikan sesuai dengan ada tidaknya sebuah
alasan dari hukum tersebut.

Kaidah fikih tersebut menitikberatkan pada kemaslahatan atau sesuatu yang
bermanfaat bagi sebuah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Besar
kecilnya mahar juga berlandaskan asas kompromi dan konsep sekufi’. Artinya
persoalan mahar harus dikomunikasikan antara kedua belah pihak baik
mempelai laki — laki ataupun mempelai perempuan, keluarga laki — laki serta

keluarga perempuan, dan menyesuaikan dengan strata sosial kedua mempelai.
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Hal tersebut dimaksudkan agar pernikahan mendapatkan restu dari keluarga

kedua belah pihak.

Jumlah mahar yang besar akan membuat seorang suami berfikir
kesekian kali untuk melakukan perceraian jika suatu saat terdapat problematika
dalam keluarga. Mahar memang tidak merupakan rukun pernikahan akan tetapi
merupakan hal yang wajib sebagai simbol penghargaan kepada seorang
perempuan yang akan dinikahi dan sebagai pengikat dalam menjalin tali

pernikahan.

Penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah. Mahar harus
ada dalam pernikahan, jika tidak ada mahar maka sudah selayaknya tidak ada
persetubuhan/ jima’. Mahar juga sebagai penentu sikap ridlo dari pihak
perempuan dengan dilandasi dengan koordinsi yang baik dengan pihak laki —
laki, sehingga laki — laki yang sudah beralih fungsi sebagai seorang suami tidak

bersikap seewenang — wenang dan bersikap ngawur dalam berumah tangga.

Zainul Hadi juga menegaskan bahwa mahar yang paling bagus adalah
emas. Mabhar tersebut bisa digunakan dengan syarat mendapat persetujuan dan
ridlo dari istri. Oleh karena itu, mahar berupa jasa seperti membaca Alquran
tidaklah bagus karena substansi mahar harus berupa harta yang bernilai seperti
seperangkat alat sholat dan sebaiknya dibayar secara tunai. Dalam hal
pengucapan ijab gobul tidak boleh disekat oleh kalimat lain meskipun itu
kalimat basmalah karena pengucapan ijab gobul harus tersambung dan

diucapkan secara langsung.
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Dalam situasi tertentu mahar juga bisa berupa hutang (Ski-ji). Artinya,

12\

pemberian mahar tidak dilakukan secara tunai(Y\>) . Mahar yang dilakukan

secara angsuran ini bisa terlaksana manakala istri mengikhlaskan dengan

sukarela.

Kepala KUA kecamatan Wonocolo tersebut juga menjelaskan sebuah
hadits yang artinya “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian semua
yang sudah mampu dengan biaya nikah maka menikahlah, karena pernikahan
bisa menundukkan pandangan, menjaga kehormatan. Dan jika kamu belum
mampu maka berpuasalah karena puasa tersebut bisa menjadikan perisai (dari
hawa nafsu). Mahar juga merupakan tanggung jawab suami. Tidak ada mahar
berarti tidak ada nafkah lahir bathin dalam pernikahan. Pernikahan yang

dilakukan dengan 1’tikad buruk dan tanpa biaya hukumnya haram.

Pendapat para priyayi bisa dikategorikan sebagai pendapat yang
universal. Hal ini disebabkan sudut pandang beliau adalah kenyatan yang
terjadi di dalam masyarakat dan dengan dilandasi ketentuan hukum sesuai
dengan Undang — Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan, Undang —
Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang — Undang No.1
tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pendapat para
cluster priyayi dimaksudkan agar lebih mendominasi hukum pernikahan yang
berlaku di Indonesia dan bisa dilaksanakan dengan baik di seluruh lapisan

masyarakat.
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Beberapa hal yang perlu dicermati di sini ialah ketika ada masyarakat
yang memberikan mahar kurang dari yang selayaknya berlaku di masyarakat
tersebut maka para priyayi dalam hal ini kepala KUA dapat menolaknya. Hal
ini sangat tepat karena perempuan ingin kemuliaan dan kehormatan yang harus
dihargai oleh siapapun. Oleh karena tersebut, mahar yang dibawah standar
yang ditentukan atas sebuah norma yang berlaku di masyarakat, para priyayi

berhak secara hukum dan undang — Undang untuk menolaknya.

Menurut hemat penulis, pendapat para priyayi tersebut dapat dijadikan
sumber hukum. Hal ini dikarenakan semua pendapat tersebut mengacu pada
keadaan yg nyata dan sedang dialami oleh masyarakat tertentu, dalam hal ini
masyarakat Kota Surabaya. Kemudian terkait besar kecilnya jumlah mahar,
pendapat priyayi menitikberatkan pada sebuah adat istiadat atu budaya yg
terjadi di suatu msyarakat, misalnya masyarakat Kota Surabaya wilayah Utara
menganggap bahwa laki — laki yang akan menikahi seorang perempuan makai
ia harus mempunyai pekerjaan sendiri, memiliki rasa tanggung jawab yang
tinggi dan merasa mampu untuk membina rumah tangga baru. Berbeda dengan
kepala KUA kecamatan Wonocolo, beliau memberikan sebuah pengarahan dan
peraturan Kepada masyarakat di wilayahnya bahwa batas minimum mahar
untuk masa sekarang ialah Rp. 50.000,00 bagi orang yang benar — benar tidak
mampu dan ingin menikah (siap menikah). Jika mahar kurang dari Rp.50.

000,00 maka secara otomatis tidak diterima di KUA Wonocolo tersebut.

Di era modern seperti sekarang ini pernikahan yang sesungguhnya

ialah pernikahan yang tidak hanya didasari atas niat yang tulus dan sungguh —
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sungguh akan tetapi harus siap dalam segi finansial, mental, dan psikologis.
Hal ini disebabkan karena dalam sebuah pernikahan tidak hanya dituntut
masalah tanggung jawab dan rasa memiliki melainkan adanya ekonomi,
kesiapan mental, dan sikap saling peduli serta mengelola kasih sayang juga
diperlukan dalam pernikahan. Adapun terkait mahar, sudah selazimnya
masyarakat Kota Surabaya mengikuti setiap peraturan yang dibuat dan
dirumuskan serta dijalankan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui kebijakan
yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah masing
— masing untuk ditaati dan bukan untuk disepelekan. Mahar dalam pernikahan
adalah hal yang urgen yang harus diperhatikan oleh semua lapisan masyarakat
Kota Surabaya jika hendak menikah khususnya pihak laki — laki. pendapat para
priyayi tersebut sudah sangat tepat karena sesuai dengan Alquran dan al- Hadits

yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kota Surabaya.

Makna mahar dalam pernikahan mempunyai nilai intrinsik bahwa
mahar merupakan sebuah pemberian yang sah oleh pihak laki — laki kepada
pihak perempuan sehingga menjadi hak sepenuhnya. Di sisi lain, pemberian
tersebut mengandung unsur kesetiaan, perjuangan, pengorbanan, pengabdian,
dan dedikasi seorang laki — laki atas diri seorang perempuan yang dinikahinya.
Mahar dilihat dari fungsinya tidak bisa terlepas dari nilai kemanfaatan suatu
barang. Oleh karena hal tersebut, menurut penulis sejatinya mahar haruslah
berupa sesuatu yang bernilai dan bukan berupa jasa. Hal ini dimaksudkan
mahar berupa sesuatu yang berharga mengandung prestige dan kebanggaan

tersendiri bagi seorang laki — laki dan merupakan kabar gembira serta penuh
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cinta bagi seorang perempuan. Namun, apabila mahar berupa jasa akan
kehilangan esensinya. Entah disadari atau tidak, arti kehilangan esensi di sini
menunjukkan pada berkurangnya fungsi dan tujuan mahar itu sendiri dalam

kaitannya dengan pernikahan.

Distorsi arti mahar di setiap daerah akan berbeda fungsi dan tujuannya
berikut juga perspektif orang yang akan melangsungkan pernikahan.
Pergeseran fungsi mahar menunjukkan arti pentingnya mahar dalam
pernikahan. Mahar berupa jasa sebagaimana contoh membaca salah satu surat
dari Alquran, menjadi asisten pekerjaan mertua, mengkhatamkan Alquran, dan
lain sebagainya. Jasa tidak bisa dijadikan mahar dalam pernikahan karena
memuat kegiatan — kegiatan yang sifatnya tidak bisa merepresentasi
kehormatan dan kemuliaan seorang perempuan. Mahar berupa barang bersifat
konkret dan real sehingga bisa mewakili harga diri seorang perempuan.
Pernikahan pada hakikatnya bukan merupakan proses jual beli melainkan
sebuah ibadah yang mendapatkan lisensi dari Allah SWT untuk umat manusia

sehingga bisa menjalankan fitrah genetik antar lawan jenis.

. Dampak Mahar terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Perspektif Masyarakat Kota Surabaya

Rumah tangga yang harmonis ialah bangunan oleh pasangan suami
istri beratapkan cinta dan beralaskan kasih sayang. Pernikahan dilaksanakan

bukan atas dasar cinta semata melainkan dengan rasa tanggung jawab, perasaan
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memiliki, dan saling menyempurnakan kekurangan satu dengan yang lain.
Beberapa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Surabaya terlihat
kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa kepercayaan
antara satu pasangan dengan pasangan Yyang lain. Faktor lain yang
menyebabkan terjadinya perceraian di dalam pernikahan tersebut ialah sifat
kurang mensyukuri apa yang telah didapat selama pernikahan dan
dibandingkan dengan semua peristiwa yang telah dilaksanakan sebelum proses
pernikahan.

Peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah pernikahan memang
berbeda. Jika sebelum pernikahan antara pasangan laki — laki dan perempuan
selalu menunjukkan eksistensinya sebagai seseorang yang sempurna, tidak
mempunyai kekurangan, dan pandai menutupi aib masing — masing. Akan
tetapi setelah proses pernikahan, masing — masing individu sudah mengetahui
perihal pasangan masing — masing mulai dari kelebihan, kekurangan, hal yang
tidak disukai, bahkan sampai hal yang menjengkelkan sekalipun. Hal ini yang
menjadi penyebab pernikahan kandas di tengah jalan. Beberapa hal yang
ditengarai menyebabkan proses pernikahan menjadi tidak bahagia dan tidak
harmonis adalah kurangnya komunikasi antar pasangan. Komunikasi yang
dijalin setelah pernikahan frekuensinya berkurang dengan komunikasi yang
dijalin sebelum pernikahan.

Komunikasi yang dimaksud ialah mayoritas pasangan sebelum
pernikahan menjalin komunikasi interpersonal, auto visual, dan virtual.

Sedangkan pasangan yang sudah menikah, mereka hanya melakukan
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komunikasi audio visual saja dan menghilangkan komunikasi interpersonal dan
virtual. Hal ini disebabkan karena ketika seorang pasangan sudah menikah
maka sudah otomatis pasangan tersebut sudah saling bertatap muka dan
berinteraksi setiap hari, sehingga komunikasi interpersonal yang sifatnya saling
mendalami atau dalam istilah kerennya pdkt sudah tidak diperlukan lagi selama
proses pernikahan berlangsung. Selanjutnya, komunikasi virtual yang sebelum
adanya pernikahan sering dilakukan baik lewat media sosial berupa whatsapp,
facebook, Instagram, maupun twitter, setelah proses pernikahan komunikasi
tersebut sudah sedikit berkurang bahkan ditiadakan.

Masyarakat Kota Surabaya secara umum memiliki banyak model
pernikahan dimana masyarakat tersebut memiliki prinsip dan tujuan
pernikahan masing — masing. Substansinya adalah pernikahan dilangsungkan
karena seseorang ingin hidup Bahagia dan harmonis hingga akhir hayat.
Namun beberap aral melintang serta problematika dalam kehidupan tidak bisa
dinafikan selama mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak hal yang muncul
secara tiba — tiba dan diluar prediksi dari pasangan mendera kehidupan rumah
tangga khususnya bagi masyarakat Kota Surabaya. Hal ini menjadi berbeda
ketika terdapat perspektif dari cluster abangan, santri, dan priyayi dalam
melihat bagaimana mahar dalam pernikahan terdapat keterkaitan dengan
keharmonisan dalam rumah tangga atau malah sebaliknya. Artinya, tidak ada
intervensi mahar dengan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Ibu Suwono menjelaskan bahwa esensi rumah tangga yang harmonis

itu tidak ada kaitannya dengan besarnya jumlah mahar. Hal ini disebabkan
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karena keharmonisan sebuah rumah tangga itu sendiri sudah diatur oleh Allah
SWT. Mahar yang diberikan kepada mempelai wanita dikatakan sah apabila
mahar tersebut dilihat oleh saksi, tuan rumah, dan harus diucapkan sebagai
bukti. Adapun sebuah pernikahan yang tidak disematkan adanya mahar
menurut Modin (pemuka agama) pernikahan tersebut tetap sah. Sedangkan
apabila pernikahan dilaksanakan di depan penghulu, besar kecilnya mahar
harus disebutkan.

Ibu rumah tangga tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan
pengikat sebuah pernikahan supaya kuat dan tahan lama. Jika sebuah mahar
tidak ada pada sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut akan mudah
goyah dan tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, mahar tidak boleh
dikembalikan karena merupakan suatu pemberian yang sudah menjadi hak
milik istri sepenuhnya.

Di sisi lain, Bapak Riyadi menyatakan bahwa keharmonisan dalam
sebuah rumah tangga tidak ada kaitannya dengan besar kecilnya jumlah mahar.
Beliau menambahkan bahwa terdapat perbedaan mahar antara Bendoro Raden
Ayu (B.R.A) dengan masyarakat keraton. Kelompok Bendoro Raden Ayu
(B.R.A) biasanya meminta mahar tinggi kepada seorang lelaki yang ingin
menikahi seorang perempuan dikarenakan tingginya martabat, pendidikan,
kasta, dan sosial culture. Sedangan kelompok masyarakat keraton bisa saja
dikategorikan masyarakat biasa karena dinilai dari ideologi pemikiran dan
pengalaman pribadi sebagai masyarakat biasa. Oleh karena itu, mahar yang

diminta pun sederhana.
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Manifestasi mahar tidak harus diberikan secara tunai tetapi boleh
diberikan secara angsuran karena adanya aspek budaya yang melibatkan cinta
dan kesetiaan. Bapak Riyadi menambahkan bahwa banyak sedikitnya mahar
tidak ada kaitannya dengan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun,
kebahagiaan rumah tangga tetap berdasarkan cinta dan tidak butuh materi.
“Lebih baik pernikahan tanpa mahar tapi bahagia daripada pernikahan
dengan mahar tetapi mempelai laki — laki bertingkah laku seenaknya sendiri”,
pungkasnya.

Pernikahan merupakan nikmat dan rezeki dari Allah SWT yang tidak
ada duanya. Namun, rezeki yang paling utama tetaplah kesehatan. Perjalanan
bahtera rumah tangga tidaklah selalu mulus akan tetapi terkadang terdapat aral
melintang yang membentang. Solusi yang ditawarkan oleh Bapak Riyadi
terhadap kesenjangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga ialah
mengingat masa yang indah. Jika ada yang kurang dan tidak sesuai, maka harus
diperbaiki oleh kedua belah pihak yakni pasangan suami istri tersebut.
Menjalin hubungan rumah tangga bagaikan mengarungi lautan dengan deruan
ombak. Jika ingin kapal rumah tangga tidak karam dan hancur berantakan,
maka nahkoda kapal yang dalam hal ini adalah suami dan istri harus bersikap
kooperatif, saling bekerja sama, berjalan beriringan untuk menciptakan
suasana yang kondusif dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Hal yang dapat disimpulkan dari logika cluster abangan ialah tidak
adanya korelasi antara mahar dengan keharmonisan sebuah rumah tangga. Hal

ini disebabkan karena mahar hanya sebagai pengikat tentang keabsahan suatu
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pernikahan dan upaya agar pernikahan menjadi kuat. Alasan berikutnya ialah
bahwa jika pernikahan dilaksanakan tanpa mahar, menurut cluster abangan
bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Permasalahan dalam pernikahan terjadi
bukan karena adanya mahar atau tidak, melainkan karena adanya sebuah
kesepakatan atass nama cinta yang dijalani oleh pasangan suami istri tersebut.

Kemungkinan dari sebuah pendapat terkait kebenarannya adalah
sebuah parametrik. Artinya, pendapat seseorang memang terkadang benar dan
dapat dapat dilaksanakan namun juga terkadang salah dan juga bisa
ditinggalkan. Hubungan antara mahar dengan keharmonisan dalam rumah
tangga tentu tidak bisa dilihat secara signifikan melainkan harus melihat semua
aspek yang terjadi selama proses awal pernikahan hingga berjalan tahun demi
tahun, sehingga antara suami istri tersebut merasakan secara mandiri dampak
dari mahar yang diberikan oleh mempelai laki — laki kepada mempelai
perempuan ketika awal pernikahan beberapa waktu yang lalu.

Sedangkan cluster santri di masyarakat Kota Surabaya mengatakan
bahwa mahar tidaklah sama dengan sifat harmonis dalam pernikahan. Menurut
mereka harmonis berarti Bahagia. Parameter Bahagia adalah menurut orang tua
dan anak. Keharmonisan dalam rumah tangga dilihat dari kedua mempelai
yang saling menjaga kestabilan emosional dalam menjalani bahtera rumah
tangga. Siti Chotdijah menjelaskan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga
merupakan bentuk sikap selaras dan sevisi, sedikit ketegangan, sikap
menghargai antar pasangan suami istri, dan saling mendengar keluh kesah antar

keduanya. Keharmonisan itu bukan hanya antara suami dan istri melainkan
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juga antar anggota keluarga seperti paman, bibi, kakek, nenek, cucu, atau
dengan antar anggota keluarga yang lain . Selain itu, keharmonisan diartikan
sebagai tidak adanya keterpaksaan dan tuntutan dalam menjalankan sebuah
biduk rumah tangga.

Di sisi lain, Siti Chodijah juga menjelaskan bahwa latar belakang
keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah menjaga komunikasi, saling
menghargai, tidak menuntut, saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin, dan
bersikap adaptif dalam setiap keadaan. Mahar juga diartikan sebagai
kesakralan dan sikap memuliakan wanita beserta keluarga besarnya karena
tanpa mahar akan menjadi buah bibir.

Harmonis berarti bahagia. Menurutnya, pada prinsipnya
membahagiakan orang tua itu bisa dilakukan dengan membahagiakan
pasangan. Sikap harmonis dimulai dari kedua mempelai semenjak hari pertama
pernikahan. Pernikahan dilaksanakan karena setiap manusia ingin hidup
bahagia bersama orang yang dicintainya. Hal ini merupakan alasan utama
seseorang memutuskan untuk menikah.

Pada dasarnya, menikah karena kebutuhan mempunyai parameter
yang berbeda dengan menikah karena paksaan. Perbedaan itu terletak pada
esensi dan tujuan pernikahan setiap orang. Keputusan untuk menikah
seharusnya diiringi dengan kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai
laki — laki dan perempuan. Bahagia disini diartikan dengan kekecewaan yang
sedikit. Pasalnya, orang yang Bahagia berarti pernah kecewa namun ia percaya

bahwa kekecewaan tidaklah selamanya. Kekecewaan yang dihadapi dengan
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hati yang dingin pada akhirnya akan memunculkan sebuah kebahagiaan dalam
berumah tangga.

Dalam kesempatan yang lain, cluster santri juga berpendapat bahwa
karakteristik keluarga harmonis, salah satunya dengan menerima kekurangan,
menghargai perbedaan pendapat, dan menerima kritik dan saran pasangan
masing — masing. Hal ini senada dengan upaya menjalin hubungan rumah
tangga yang Bahagia dengan menerima ujian dan cobaan berasaskan ketulusan
dan perjuangan hidup bersama. Keluarga yang Bahagia membentuk keluarga
harmonis berdasarkan asas saling asah, asih, asuh bersama, sifat saling
membutuhkan, saling membantu di saat pasangan mengalami kesulitan, saling
menghibur di saat lara, dan saling menguatkan Ketika terjadi prahara di dalam
rumah tangga.

Keluarga harmonis menjadi harapan dan dambaan setiap insan yang
aan menuju bahtera rumah tangga. Keluarga harmonis juga bisa terbentuk dari
bagaimana keluarga tersebut dapat mengemas perselisihan yang terjadi
menjadi sebuah introspeksi diri dengan saling mengakui kesalahan, dan bersiap
memulai lembaran baru.

Faktor kerelaan, menerima kekurangan, mengakui kesalahan,
menerima perbedaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dibantahkan jika ingin
membentuk keluarga yang harmonis. Kemudian adanya rasa syukur atas apa
yang didapat dalam keluarga merupakan point of view dari sebuah keluarga

yang harmonis
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Berkaitan dengan keterkaitan dengan antara adanya mahar dengan
keharmonisan rumah tangga cluster santri mempunyai perbedaan pengertian.
Mahar dalam pernikahan menurut cluster ini merupakan syarat wajib yang
harus dipenuhi. Sementara keharmonisan dalam rumah tangga menunjukkan
pada keluarga yang dibangun dengan rasa kasih sayang dan cinta sehingga
memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan harmonis. Harmonis ialah sikap
saling menerima antar pasangan dan dengan kekecewaan yang sedikit. Rasa
harmonis dalam pernikahan bisa muncul karena pasangan suami istri
mempunyai sifat saling menerima dan tidak saling menuntut. Arti menerima
dalam hal ini ialah ikhlas dengan semua pemberian dari Allah SWT kepada
keluarga tersebut. Sedang tidak menuntut dalam hal ini didefinisikan dengan
tidak membebani antar pasangan dengan kewajiban — kewajiban diluar
kemampuannya.

Mahar dalam pernikahan menurut cluster santri ialah sebagai wujud
kasih sayang dari seorang suami untuk menghormati seorang istri. Keluarga
yang harmonis haruslah mempunyai Kriteria mau menerima kekurangan dan
dianggap sebagai kelebihan yang bisa dikompromikan. Keharmonisan itu
sendiri juga bisa diartikan menerima setiap ujian dan cobaan dalam mabhligai
rumah tangga didasari dengan tingkat keimanan dan ketagwaan yang optimal.
Menurut hemat penulis, cluster santri sebenarnya ingin mengatakan bahwa
adanya keterkaitan hubungan antara adanya mahar dengan keharmonisan
dalam rumah tangga. Namun dalam frekuensi yang tidak dominan. Artinya,

jika mahar diberikan dalam jumlah besar belum tentu menjadikan keluarga
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yang harmonis dan Bahagia. Sebaliknya, jika mahar diberikan dalam jumlah
yang terbatas juga tidak menjamin suatu rumah tangga akan Bahagia dan
harmonis. Kalau Bahagia belum tentu keluarga terebut merasa harmonis,
namun jika harmonis maka sudah barang tentu keluarga tersebut dinyatakan
Bahagiakarena rasa harmonis berlandaskan pada kasih sayang dan ketulusan
serta menjaga frekuensi komunikasi antar pasangan dengan sukarela dan
semangat untuk beribadah kepada Allah SWT.

Masyarakat Kota Surabaya yang tergolong dalam cluster priyayi juga
menjelaskan bahwa adanya mahar dalam pernikahan merupakan kebahagiaan
dalam rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Kepala KUA
Wonocolo, Zainul Hadi, mengatakan bahwa ada keterkaitan antara mahar
dengan kebahagiaan dalam rumah tangga. Beliau menambahkan bahwa mahar
yang banyak maka dapat membuat rezeki menjadi lancar dan berkah, dapat
mencerdaskan anak, dan jika mahar tersebut digunakan untuk modal usaha
maka akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di era modern seperti
sekarang ini, tidaklah pantas seorang mempelai laki — laki memberikan mahar
kepada mempelai perempuan dengan mahar yang sedikit. Beliau juga sering
mempertanyakan kepada mempelai laki — laki yang menikah di KUA
Wonocolo dengan maha sejumlah Rp. 50.000,00, karena menurut beliau
dengan mahar tersebut membuktikan bahwa mempelai laki — laki tidak
bersungguh — sungguh dalam menjalankan pernikahan. Alasan lainnya ialah
uang tersebut tidak bisa digunakan sebagai ganti rugi kehormatan perempuan

yang akan dimilikinya seumur hidup. Beliau juga menegaskan bahwa di zaman
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yang serba modern ini, jumlah mahar minimal berkisar Rp. 500.000,00
khususnya di kalangan kota Surabaya.

Jumlah mahar yang besar akan membuat seorang suami berfikir
kesekian kali untuk melakukan perceraian jika suatu saat terdapat problematika
dalam keluarga. Mahar memang tidak merupakan rukun pernikahan akan tetapi
merupakan hal yang wajib sebagai symbol penghargaan kepada seorang
perempuan yang akan dinikahi dan sebagai pengikat dalam menjalin tali
pernikahan.

“Keharmonisan dalam rumah tangga ditentukan oleh sedikit
banyaknya mahar.” Imbuh beliau. Hikmah adanya mahar antara lain
memperkokoh hubungan antar dua keluarga besar, membahagiakan keluarga
besar istri, dapat membuat anak menjadi cerdas.

Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak penghulu KUA Kenjeran,
Ahmad Falah, S.Th.I bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang
mampu saling menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga.
Salah satunya dengan menjaga lidah agar tidak melukai hati pasangan karena
hati yang terlukai tidak ada obatnya. Seorang istri tidak boleh menuntut mahar
atas suaminya di luar batas kemampuan suami, karena pada hakekatnya besar
kecilnya mahar berawal dari diskusi dan sesuai dengan kapasitas suami.

Kemudian apakah ada konektifitas antara besaran mahar dengan
keharmonisan dalam rumah tangga? Bapak dengan tiga anak ini menjawab
bahwa tidak ada hubungan antara mahar dengan keharmonisan dalam rumah

tangga karena mahar adalah pemanis dalam pernikahan dan bersifat
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subjektifitas. Alasan lain ialah karena mahar merupakan manifestasi dari
momen istri melihat kasih sayang suami.

Menurut cluster priyayi terdapat korelasi antara mahar yang diberikan
dalam pernikahan dengan keharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga
seseorang. Menurut cluster ini bahwa mahar yang diberikan dalam jumlah yang
besar dan berkualitas, tentunya akan berdampak dalam keharmonisan dalam
rumah tangga. Sebalinya, mahar yang diberikan dengan jumlah yang sedikit,
kualitas yang tidak terlalu bagus akan menimbulkan kurangnya keharmonisan
dan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Cluster ini juga menyebutkan
bahwa antara makna bahagia dan harmonis hampir sama. Keluarga dikatakan
harmonis berarti dalam keluarga tersebut terdapat kebahagiaan dan ketenangan
secara menyeluruh.

Problematika mahar dalam pernikahan dilihat dari sediikit banyaknya
berikut kualitasnya ialah mahar diartikan sebagai sesuatu yang memberikan
rasa senang kepada pihak perempuan (istri). Secara logika, mahar yang
diberikan dalam jumlah yang banyak maka istri akan semakin senang, sehingga
Ketika mahar tersebut igunakan untuk modal usaha. Maka usaha tersebut akan
semakin lancar, berkah, dan sukses. Namun, jika jumlah mahar berikut
kualitasnya biasa — biasa saja maka istri cenderung memiliki sikap bahagia
karena sebuah pernikahan yang sudah didambakan sejak lama, akan tetapi
terkait keharmonisan masih menjadi pertanyaan.

Esensinya adalah keharmonisan bisa diciptakan karena sebuah mahar,

akan tetapi kebahagiaan bisa muncul dengan sendirinya seiring dengan
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interaksi yang dilakukan antara pihak laki — laki, pihak perempuan, keluarga
laki — laki, dan keluarga perempuan. Bahkan menurut cluster priyayi ini bahwa
mahar yang diberikan dalam jumlah yang banyak dan berkualitas
menyebabkan rezeki yang melimpah pula dalam keluarga tersebut. Kemudian,
hikmah dari pemberian mahar dalam jumlah yang besar tersebut bisa membuat
kecerdasan anak yang dilahirkan yang terjalin dalam proses pernikahan. Mahar
yang diberikan selama proses pernikahan dsesuaikan dengan kemampuan
seorang laki — laki dan tidak ada unsur paksaan maupun tendensi apapun.
Menurut hemat penulis, ada beberapa factor yang seharusnya diperhatikan oleh
pihak laki — laki ketika ingin memberikan mahar kepada pihak perempuan
sebagai syarat wajib dalam pernikahan, sebagai berikut

1. Seorang laki — laki harus mempunyai niat yang baik, suci, dan tulus untuk
memberikan mahar yang paling baik dari yang terbaik sesuai dengan
kemampuannya kepada pihak perempuan.

2. Sebagai pihak perempuan selayaknya memiliki rasa peduli, menerima
apapun keadaan suami, dan bersyukur atas pemberian suami dengan
semata — mata karena Allah SWT.

3. Antara pasangan laki — laki dan perempuan sebaiknya melakukan
komunikasi secara intens terkait persoalan — persoalan dalam pernikahan,
sehingga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga bisa digapai dan
menciptakan suasana yang romantis.

4. Antara pasangan suami istri seharusnya memiliki komunikasi

interpersonal yang baik. Perasaan saling menuntut, saling menyalahkan,
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dan tidak mau mensyukuri apa yang didapat harus segera dinegasikan
dan tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga bisa diraih Ketika
antar pasangan mempunyai niat yang sama yaitu menikah karena murni
menjalankan syariat agama Islam dan berniat ibadah untuk memperoleh
keturunan yang sah semata — mata karena mengharap rilo dan restu dari

Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut,

Makna mahar dalam pernikahan menurut masyarakat Kota Surabaya
sebagai berikut, pertama, cluster abangan berpendapat mahar diartikan
sebagai tanda cinta dan kesepakatan, serta tidak memberi dampak apapun
dalam pernikahan. Kedua, cluster santri berpendapat mahar diartikan
suatu pemberian sebagai tanda kasih sayang, kemuliaan, serta kehormatan
seorang perempuan yang diberikan atas dasar sukarela dan tanpa paksaan
oleh pihak laki — laki. Dampak mahar dalam pernikahan menurut cluster
ini ialah memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan serta sebagai
wasilah untuk mendapatkan keridloan Allah SWT dalam mengarungi
bahtera rumah tangga. Ketiga, cluster priyayi berargumen bahwa mahar
ialah pemberian yang sah oleh pihak laki — laki kepada pihak perempuan
sebagai syarat wajib dalam pernikahan sesuai dengan Undang — Undang
No.1 tahun 1974 tentang pernikahan, Undang — Undang No.16 tahun 2019
tentang perubahan atas Undang — Undang No.1 tahun 1974 serta
Kompilasi Hukum Islam.

Dampak mahar terhadap keharmonisan dalam rumah tangga berdasarkan
perspektif masyarakat Kota Surabaya sebagai berikut, pertama, cluster

abangan berpendapat bahwa antara mahar dan keharmonisan tidak ada
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keterkaitannya antara satu dengan yang lain (mahar tidak berdampak
terhadap keharmonisan dalam rumah tangga). Kedua, cluster santri
berargumen bahwa antara mahar dan keharmonisan dalam rumah tangga
tidak ada relasivitas diantara keduanya, namun kualitas dan kuantitas
mahar menjadi hal penting karena berhubungan dengan kemuliaan dan
kehormatan seorang perempuan. Ketiga, cluster priyayi berpendapat
bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara mahar dengan
keharmonisan dalam rumah tangga karena substansi mahar dinilai dapat
menentukan kecerdasan anak, rezeki yang barokah, dan menjadikan
komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga keharmonisan

dalam rumah tangga dapat dimanifestasikan.

B. SARAN
Tiada gading yang tak retak. Setiap penelitian pasti memiliki
kelebihan dan kekurangan masing — masing. Penelitian ini juga tak luput dari
kesalahan dan kekhilafan. Kritik dan saran pembaca sangat diharapkan dalam

perbaikan kajian penelitian hukum selanjutnya. Semoga bermanfaat.

C. REKOMENDASI
Penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan
berguna bagi seluruh civitas akademika serta dapat dijadikan sumber literasi

hukum yang akurat, credible, dan dapat memperluas wawasan, pengalaman,
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dan memperdalam khazanah keilmuan khususnya di bidang studi hukum

pernikahan Islam
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